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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara yang unik, tidak menegaskan sebagai negara agama dan 
bukan negara sekuler. Akan tetapi, identitas agama pada warga Negara Indonesia masih 
menjadi hal penting bahkan identitas agama seseorang dapat mempengaruhi kehidupan 
sosial dan politiknya. Adanya pandangan, Peraturan dan Undang-undang yang menyatakan 
bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukan merupakan suatu agama berdampak 
terhadap hak-hak sipil penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Hal ini juga dialami 
oleh penghayat Kerokhanian Sapta Darma dalam pemenuhan hak-hak sipilnya. Akan tetapi, 
sebagian besar penghayat Kerokhanian Sapta Darma bisa hidup berdampingan dengan 
masyarakat sekitar dan identitas agama dalam kolom agama di KTP dituliskan kosong tidak 
menjadi persoalan dan tidak berdampak terhadap permasalahan administrasi lainnya seperti 
pernikahan dan akte kelahiran. Hal tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam karena hal ini 
berbeda dengan yang dialami penghayat kepercayaan di luar Kerokhanian Sapta Darma 
yang masih mengalami kendala dalam masalah hak-hak sipilnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data dalam penelitian ini yaitu 
berasal dari dua sumber. Pertama, sumber lapangan yaitu tokoh dan masyarakat penghayat 
Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga Yogyakarta. Kedua, Sumber 
data dokumenter, yang terdiri atas sumber data dokumenter primer dan sumber data 
dokumenter sekunder. Sumber informasi dokumenter primer antara lain meliputi dokumen 
surat kabar, buletin, surat-surat dan buku-buku harian; sedangkan sumber data sekunder 
adalah berupa dokumen hasil laporan penelitian serta buku-buku yang ditulis orang lain 
tentang kepercayaan terhadap Tuhan YME terutama tentang Sapta Darma. Dalam penelitian 
ini dikaji tentang kebijakan negara terkait hak-hak sipil penghayat Kerokhanian Sapta 
Darma dan respon penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga 
mengenai kebijakan negara terkait hak-hak sipil mereka dengan menggunakan pendekatan 
sosiologis dan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan multikulturalisme Bhikhu 
Parekh. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara terkait hak-hak sipil 
penghayat Sapta Darma sudah ada beberapa kebijakan yang dapat mengakomodasi dan 
memfasilitasi pelaksanaan hak-hak sipil penghayat. Seperti peraturan yang mengatur empat 
hak sipil mereka yaitu: hak untuk mencantumkan identitas agama di KTP, hak untuk 
mencatatkan pernikahan sesuai kepercayaannya, hak untuk lahan pemakaman sesuai 
kepercayaannya dan hak untuk mendirikan rumah ibadah. Akan tetapi, dalam realitasnya 
kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara keseluruhan dikarenakan peraturan-peraturan 
tersebut tidak efektif apabila tidak diimbangi jaminan dan sosialisasi dari Pemerintah ke 
seluruh lapisan masyarakat. Kemudian terdapat dua dari enam hak sipil penghayat 
Kerokhanian Sapta Darma yang belum mendapat payung hukum secara jelas yaitu hak atas 
pendidikan anak penghayat sesuai kepercayaannya dan hak atas sumpah jabatan sesuai 
kepercayaannya. Selanjutnya dalam merespon kebijakan-kebijakan terkait hak-hak sipil, 
Penghayat Kerokhanian Sapta Darma cenderung mematuhi dan melaksanakan peraturan 
tersebut. Hal itu dikarenakan mereka melaksanakan ajaran Sapta Darma dalam Wewarah 
Tujuh no 2 “Dengan jujur dan suci hati, harus setia menjalankan Perundang-Undangan 
Negaranya”. 

 
Kata kunci: “kepercayaan”, “agama”, kewarganegaraan, hak sipil, kebijakan negara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sudah memantapkan bahwa ia bukan negara agama dan tidak 

menyebutnya negara sekuler, akan tetapi identitas agama pada warga Negara 

Indonesia masih menjadi hal penting bahkan identitas agama seseorang dapat 

mempengaruhi kehidupan sosial dan politiknya. Oleh karena itu agama 

merupakan faktor fundamental yang menentukan kehidupan seorang warga 

Negara Indonesia.  

Hal ini didukung dengan adanya Peraturan dan Perundang-Undangan 

tentang agama yang dikeluarkan oleh negara. Seperti Penetapan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, bagian penjelasannya 

membedakan dua kelompok agama. Pertama, disebut ada enam agama yang 

dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, 

Hindu, Buddha dan Konghucu, yang dilindungi dan diberi bantuan. Kedua, 

agama-agama dunia lain yang lebih sedikit atau tidak ada pengikutnya juga 

dilindungi tapi hanya “dibiarkan adanya” tanpa disebut mendapat bantuan oleh 

negara (contoh yang disebut adalah Taoisme, Zoroastrianisme dan Yahudi). 

Penetapan Presiden Inilah yang dalam perkembangannya digunakan sebagai 

alat untuk membentengi agama-agama yang diakui negara dari “serangan” 
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aliran-aliran sempalan.1 Kemudian status Penetapan Presiden ini ditingkatkan 

sebagai Undang-Undang melalui UU No. 5 tahun 1969 tentang pernyataan 

berbagai Penetapan Presiden sebagai Undang-Undang, lihat lampiran 1. 

Menurut Musdah Mulia Undang-Undang tersebut cukup netral karena sekedar 

mengingatkan warga negara untuk bersikap hati-hati melemparkan tuduhan 

yang menodai komunitas agama. Aturan itu juga berlaku umum bagi penganut 

agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan 

tetapi, peraturan tersebut digunakan pemerintah sebagai legitimasi untuk 

“mengamankan” agama-agama yang diakui negara (Islam, Protestan, Katolik, 

Hindu dan Buddha) terhadap tindakan penyimpangan dan penistaan dari 

kelompok-kelompok agama atau kepercayaan lain. Hal ini menguntungkan 

agama-agama yang diakui negara untuk mengontrol tumbuhnya kelompok-

kelompok kepercayaan yang mungkin dapat mengganggu kekuasaan negara 

saat itu.2  

Hal itu juga dapat dilihat dalam UU NO. 23/2006 mengenai pembuatan 

KTP pasal 61 ayat 2 menyatakan “Keterangan mengenai kolom agama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum 

diakui sebagaimana agama berdasar ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani 

dan dicatat dalam database kependudukan”. Dalam Undang-Undang tersebut 

                                                           
1 Tedi Kholiludin, Kuasa Negara Atas Agama Politik Pengakuan, Diskursus “Agama 

Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil (Semarang: RaSaIL Media Group, 2009), hlm. 159.  

2 Siti Musdah Mulia, “Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi” 
dalam Elza Peldi Taher, ed., Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 Tahun Djohan 
Effendi (Jakarta: ICRP kerjasama dengan Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 337-339. 
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terdapat kebijakan yang berbeda antara penganut agama yang diakui dan 

penganut agama yang belum diakui serta penghayat kepercayaan yaitu 

penganut agama yang diakui dibolehkan menuliskan identitas agamanya 

dalam kolom agama di KTP sedangkan penganut agama yang belum diakui 

serta penghayat kepercayaan tidak dapat menuliskan identitas agama dan 

kepercayaannya dalam kolom agama di KTP. 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelumnya disebut 

kepercayaan.3 Dalam pandangan pemerintah melalui Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Pembinaan 

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyebut 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari 

kebudayaan nasional, bukan agama dan juga bukan agama baru, yang pada 

dasarnya merupakan warisan dan kekayaan rohaniyah rakyat Indonesia serta 

menyebut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai 

penghayat dan pengamal kebudayaan bangsa karena dalam kebudayaan 

Indonesia tumbuh yang dapat disebut monoteisme kultural, yaitu bahwa 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari 

kebudayaan bangsa.4 

                                                           
3 Mohammad Damami, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 

1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam 
konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 1 
Mohammad Damami mengutip dari Soefroedin Bahar dkk., (ed.), Risalah Sidang Badan 
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 
(Jakarta: Sekertariat Negara Indonesia, 1995), hlm. 225.  

4 Seri Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Membangun 
Komunikasi Antar Umat Beragama dengan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME 
(JAKARTA: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat 
Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Proyek Inventarisasi Kepercayaan 
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Niels Mulder menyebutkan munculnya pendefinisian agama oleh 

pemerintah melalui Departemen Agama baru dilakukan pada tahun 1961, dan 

berhasil merumuskan definisi minimum tentang “agama” yang menjadi 

definisi resmi sampai sekarang, setelah upaya sebelumnya (1952) kandas di 

tengah jalan.5 Mulder mengingatkan, kebijakan tersebut dilatari oleh suburnya 

kelompok-kelompok kebatinan pada masa itu. Departemen Agama 

melaporkan bahwa pada tahun 1953 ada lebih dari 360 kelompok kebatinan di 

seluruh Jawa. Kelompok-kelompok ini memainkan peran dalam Pemilu 

sehingga pada Pemilu 1955 partai-partai Islam gagal memperoleh suara 

mayoritas, dan hanya mendapat 42 persen suara.6 

Konstalasi politik inilah yang mendorong Departemen Agama pada 

tahun 1961 mengajukan definisi “agama”. Suatu “agama”, menurut definisi 

itu, harus memuat unsur-unsur penting ini: Kepercayaan pada Tuhan Yang 

                                                                                                                                                               
Terhadap Tuhan YME 1985/1986), hlm 2. Dalam buku tersebut dituliskan beberapa point-point 
tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, berikut beberapa point yang dituliskan didalamnya. 
“1). Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam kenyataannya memang merupakan bagian dari 
kebudayaan nasional, 2).Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukanlah agama dan juga bukan 
agama-agama baru. Karena itu tidak perlu dibandingkan, apalagi dipertentangkan dengan agama, 
3). Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah kenyataan budaya yang hidup dan dihayati oleh 
sebagian bangsa kita, 4). Pada dasarnya kepercayaan terhadap Tuhan YME itu merupakan warisan 
dan kekayaan rohaniah rakyat kita, 5).Perkembangan kepercayaan terhadap Tuhan YME jangan 
sampai mengarah pada pembentukan agama baru. Oleh karenanya pembinaan kepercayaan 
terhadap Tuhan YME harus diarahkan pada pembinaan budi luhur bangsa, 6). Penghayat adalah 
penganut yang melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan kesadaran batin, jiwa, 
rohani, 7). Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai penghayat dan pengamal 
kebudayaan bangsa. Di dalam kebudayaan kita tumbuhlah apa yang dapat disebut monotheisme 
kultural, yaitu bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan bagian dari kebudayaan 
bangsa. 

5 Niels Mulder, Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan 
Perubahan Kultural (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 5 

6 Trisno, S. Sutanto, Politik Kesetaraan, dalam Dalam Elza Peldi Taher (ed.), Merayakan 
Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi (Jakarta: ICRP-
Kompas, 2009), Edisi Digital oleh Democracy Project, 2011, hlm. 379-380. 
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Maha Esa, ada nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem hukum bagi 

penganutnya. Definisi tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno waktu itu 

yaitu “agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa serta berpedoman kitab suci dan dipimpin oleh seorang Nabi."7 

Tentu saja, dengan definisi seperti itu, banyak kelompok kepercayaan, 

kebatinan, atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan 

adat istiadat dan praktik-praktik religi lokal, seperti animisme, dinamisme, dan 

seterusnya tidak tercakup di dalamnya, sehingga mereka digolongkan sebagai 

orang yang “ belum beragama”.8 

Atas pembedaan antara agama dan kepercayaan menimbulkan masalah-

masalah hak-hak sipil yang dialami oleh kepercayaan terhadap Tuhan YME. 

Permasalahan sosial antara lain: masalah penyebaran dakwah, perkawinan, 

kematian, dan tanah makam.9  Selain itu Kepercayaan terhadap Tuhan YME 

kerap mengalami kendala dalam pelayanan sipil seperti kesulitan 

mendapatkan KTP, akta kelahiran dan surat nikah. Hal ini dikeluhkan oleh 

Dewi Kanti dari Komunitas Sunda Wiwitan kepada Metro TV ia mengatakan 

bahwa:  

                                                           
7 Hasbullah Bakry “ Bicara Tentang Definisi Agama” dalam H.M As’ad El Hafidy, 

Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 
123. Dalam buku tersebut disebutkan definisi agama dari pemerintah dan disetujui oleh Presiden 
Soekarno yaitu “agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
serta berpedoman kitab suci dan dipimpin oleh seorang Nabi." 

 
8 Ibid., hlm. 380. 

9 Iman Supardi DS, “Konflik Antara Golongan Kerohanian Sapta Darma Dengan 
Golongan Santri Di Gresik 1978-1983”, Universitas Jember, Makalah diseminarkan pada seminar 
akademik mahasiswa Sejaeah Universitas Negeri se-Jawa, Yogyakarta 9-10 Nov 1985. 
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Seolah-olah selama ini Pemerintah tidak memayungi, di KTP itu kami 
dianggap tidak beragama kemudian ketika di KTP dianggap tidak 
beragama perkawinan kamipun dianggap perkawinan yang tidak diakui 
negara dan dampak lanjutannya adalah bagi anak-anak kami akte 
kelahirannya tidak dicatat secara jelas silsilah orang tuanya. 10 
 
Selain Sunda Wiwitan, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Angesti 

Sampurnaning Kautaman, masih mengalami masalah dalam identitas 

agamanya yaitu tercantum sebagai penganut salah satu agama yang diakui 

dalam kolom agama di KTP.11 Hal ini juga dialami oleh penghayat Sapta 

Darma dalam pemenuhan hak-hak sipil. Sesuai pernyataan Pak Subroto, 

Tuntunan Sapta Darma Sleman bahwa ia mendengar warga Sapta Darma di 

daerah lain (bukan Yogyakarta) pernah mengalami masalah yaitu tidak bisa 

melaksanakan pernikahan secara Sapta Darma. Lalu sekitar tahun 2009 salah 

satu Sanggar Sapta Darma di Gamping, Sleman mengalami pengrusakan oleh 

Front Pembela Islam (FPI).12 Hal ini tidak dialami oleh semua penghayat 

Kerokhanian Sapta Darma, tidak sedikit warga Sapta Darma yang bisa hidup 

berdampingan dengan masyarakat sekitar. Dalam permasalahan identitas 

agama di KTP, kolom agama di KTP dituliskan kosong tidak menjadi 

persoalan bagi penghayat Sapta Darma dan tidak berdampak terhadap 

                                                           
10 METRO TV NEWS.COM, 7 Maret 2015 jam 22:09, Kolom Agama Tidak Dihapus 

Tapi Boleh Dikosongkan, diakses tanggal 7 Maret 2015.  

11 Wawancara dengan Endang, Pengurus Angesti Sampurnaning Kautaman Pusat, di 
Kantor Angesti Sampurnaning Kautaman Pusat Yogyakarta tanggal 7 Maret 2015. 

12 Wawancara dengan Subroto, Tuntunan Sleman, di Sanggar Candi Sapta Rengga 
Yogyakarta tanggal 13 Maret 2015. 
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permasalahan administrasi lainnya seperti pernikahan secara kepercayaannya, 

akte pernikahan, dan akte kelahiran.13 

Adanya sebagian besar dari penghayat Kerokhanian Sapta Darma yang 

dapat mengosongkan identitas agama dalam kolom agama di KTP dan tidak 

ada kendala terkait identitas agama dengan masalah administrasi dan hak sipil 

mereka sehingga menarik untuk diteliti lebih dalam karena hal ini berbeda 

dengan yang dialami penghayat kepercayaan di luar Kerokhanian Sapta 

Darma yang masih mengalami kendala dalam masalah hak-hak sipilnya. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kebijakan negara terkait hak-hak sipil penghayat Kerokhanian 

Sapta Darma? 

2. Bagaimana respon penghayat Kerokhanian Sapta Darma di  Sanggar Candi 

Sapta Rengga Yogyakarta mengenai kebijakan negara terkait hak-hak sipil 

mereka? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Untuk mengetahui kebijakan negara terkait hak-hak sipil penghayat 

Kerokhanian Sapta Darma. 

2. Untuk mengetahui respon penghayat Kerokhanian Sapta Darma di  

Sanggar Candi Sapta Rengga Yogyakarta mengenai kebijakan negara 

terkait hak-hak sipil mereka. 
                                                           

13 Wawancara dengan Subroto, Tuntunan Sleman, di Sanggar Candi Sapta Rengga 
Yogyakarta tanggal 13 Maret 2015. 
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Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain: 

a. Secara teoritik atau akademis diharapkan penelitian ini dapat 

memperkaya khazanah dunia keilmuan terutama dalam kajian 

sosial keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa di Indonesia. 

b. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

negara dalam mengambil kebijakan terkait hak-hak sipil penghayat 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengakuan 

secara setara oleh negara terhadap agama dan kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh penduduk 

Indonesia.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

Dari hasil bacaan penulis terhadap beberapa tulisan yang membahas 

permasalahan yang penulis teliti, penulis tidak menemukan penelitian- 

penelitian yang benar-benar sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. 

Akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir mirip pola-

polanya yaitu antara lain: 

Pertama, tulisan-tulisan seputar kaum minoritas dan kebijakan 

pemerintah, penulis menemukan antara lain: Tesis yang ditulis oleh Juharmen 

dengan judul “Negara dan Kekerasan di Indonesia (Studi terhadap Relasi 

Kebijakan Pemerintah Terkait Religious Diversity dan Kekerasan atas Nama 

Islam pada Era Reformasi)”. Dari hasil penelitianya ia mengatakan bahwa 



9 
 

kekerasan atas nama Islam di Indonesia telah ada sejak zaman kolonialisme 

dan semakin mencuat di era reformasi yang sangat dipengaruhi oleh rezim 

yang berkuasa serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait religious Diversity 

yang cenderung memihak kepada satu golongan dan mengabaikan golongan 

yang lain. Kebijakan yang dimaksud oleh peneliti tersebut yaitu kebijakan 

tentang agama yang diakui negara, pembangunan rumah ibadah dan aliran 

sesat, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan kekerasan atas 

nama Islam.14  

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Rodli yang berjudul “Hubungan Negara 

dengan Arus Utama Islam dan Aliran Minoritas di Indonesia” menyimpulkan 

bahwa kelompok Islam radikal seperti FPI, FUI, MMI menggunakan 

kekerasan dalam menyikapi persoalan beda pandangan keagamaan. 

Sedangkan organisasi Islam mainstream seperti NU dan Muhammadiyah tidak 

berdaya dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi antara Islam radikal dan 

kelompok aliran Islam minoritas. Ia juga menyimpulkan bahwa negara tidak 

mengfungsikan sebagai fasilitator yang dapat menengahi konflik, akan tetapi 

negara justru mengurusi atau ikut campur terhadap persoalan keimanan 

warganya yang itu merupakan privasi warga negara.15 

                                                           
14 Juharmen, Negara dan Kekerasan di Indonesia (Studi Terhadap Relasi Kebijakan 

Pemerintah Terkait Religious Diversity dan Kekerasan atas nama Islam pada Era Reformasi), 
Tesis Program Hukum Islam Kosentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, Program 
Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. vi dan 118-119. 

15 Ahmad Rodli, Hubungan Negara dengan Arus Utama Islam dan Aliran Minoritas di 
Indonesia, Tesis Program Studi Agama dan Filsafat Kosentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik, 
Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010/2011, hlm. vi dan 403-405. 
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Buku yang ditulis oleh Tedi Kholiludin dengan judul “Kuasa Negara 

atas Agama Politik Pengakuan: Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi 

Hak Sipil” menggunakan landasan teori dari konsep hak sipil yang dikaitkan 

dengan hak asasi manusia dan hak kebebasan beragama untuk melihat 

kebijakan-kebijakan di Negara Indonesia. Ia mengkritisi apa yang terjadi 

antara kepentingan negara dan jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Ia 

mencatat ada dua lembaga yang mempraktikan politik pengakuan atas agama 

dengan baik yaitu Kejaksaan melalui Badan Koordinasi Pengawas Aliran 

Kepercayaan Maasyarakat (Bakorpakem) dan Departemen agama. Adapun 

implikasi yang ditimbulkan dari politik pengakuan itu adalah tergerusnya hak 

sipil warga negara.16 

Selain dalam tesis dan buku hasil penelitian, penulis juga menemukan 

tulisan dalam jurnal antara lain: Nuhrison M.Nuh dengan judul “Paham 

Madrais/Adat Karuhun Urang (Akur) di Cigugur Kuningan: Studi tentang 

Ajaran, dan Pelayanan Hak-hak Sipil”. Dari penelitiannya diperoleh bahwa 

pelayanan publik hak-hak sipil setelah dikeluarkannya UU Nomor 23 tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-

Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Setiap 

kelahiran anak-anak anggota AKUR sudah dicatat di catatan sipil, diberi 

kutipan akte lahir, dan sudah mendapatkan pelayanan kependudukan. Dalam 

KTP ditulis tanda (-). Penulisan tanda (-) di KTP mereka sudah membuat 
                                                           

16 Tedi Kholiludin, Kuasa Negara Atas Agama Politik Pengakuan, Diskursus “Agama 
Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil (Semarang: RaSaIL Media Group, 2009), hlm. 326-328. 
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mereka senang, karena mereka tidak harus menuliskan salah satu agama yang 

tidak mereka percayai. Mereka berharap agar dalam kolom agama 

dicantumkan kata kepercayaan di samping kata agama, sehingga mereka dapat 

mencantumkan nama kepercayaan mereka seperti halnya agama.17 

Penelitian Suhanah dalam Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan 

Samin di Kabupaten Blora mengutip hasil wawancaranya dengan Ery Natha, 

26 Maret 2011 yaitu18:  

Pada masa pra kemerdekaan, komunitas Samin secara umum tidak 
memiliki KTP. Mereka menganggap KTP tidak penting, sebab 
mereka jarang pergi ke luar desa kecuali hanya ke kebun dan ke 
ladang. Setelah kemerdekaan hingga masa Orde Baru, kalangan 
muda Samin sudah memiliki KTP. Mereka memandang KTP sebagai 
kartu identitas yang penting. Dalam rentang waktu selama itu, 
identitas agama diisi Islam, padahal mereka pengikut kepercayaan. 
Sejak era reformasi, barulah pemerintah (Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan serta Kependudukan) memberikan kebebasan pada 
masyarakat Samin dalam mengisi identitas keagamaan dalam kartu 
identitas. Dewasa ini, orang-orang Samin dibolehkan mencantumkan 
identitas kepercayaan Samin, Islam atau mengosongkan. 

 
Kedua, tulisan-tulisan hasil penelitian tentang kepercayaan. Penulis 

menemukan beberapa tulisan antara lain: buku Rahnip yang berjudul Aliran 

Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan, menjelaskan bahwa suatu Aliran 

Kepercayaan sebagai sebuah hasil pemikiran dari angan-angan manusia. Buku 

ini juga membedakan antara Aliran Kepercayaan dan agama, karena materi 

                                                           
17 Nuhrison M.Nuh dengan judul paham Madrais/Adat Karuhun Urang (Akur) di Cigugur 

Kuningan: Studi tentang ajaran, dan pelayanan hak-hak sipil dalam Harmoni Jurnal Multikultural 
& Multireligius Vol. X, Nomor 3, Juli-September 2011. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan 
Litbang & Diklat Kementrian Agama RI, hlm. 558-560. 

18 Suhanah, Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Samin di Kabupaten Blora 
dalam Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. X, Nomor 3, Juli-September 2011. 
Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementrian Agama RI, hlm. 618-619.  
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agama bukan hasil dari perenungan manusia. Dalam buku ini juga dibahas 

secara rinci aliran-aliran kepercayaan Paguyuban Sumarah, SUBUD (Susila 

Budhi Darma), Sapto Darmo, Ajaran Bratakesawa, Paguyuban Ngesti Tunggal 

(Pangestu), Kebatinan Paryana Suryadipura, Ajaran Pransuh, Ajaran Adam 

Makrifat, Ajaran Adam, Agama Sunda. Dalam pembahasan-pembahasan 

aliran-aliran kepercayaan dalam buku tersebut dibahas menggunakan 

kacamata Islam.19 

Buku Ridin Sofwan dalam buku yang berjudul Menguak Seluk Beluk 

Aliran Kebatinan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Buku 

tersebut menjelaskan gambaran umum kebatinan meliputi ajaran aliran 

kebatinan tentang Tuhan, alam, manusia, etika kebatinan, titik temu antara 

tasawuf dan kebatinan, pembinaan aliran kepercayaan, aliran kepercayaan 

sebelum dan sesudah 1978 serta deskripsi dari beberapa aliran kebatinan. 

Tahun 2011 Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan menerbitkan buku hasil penelitian para peneliti 

mengenai keagamaan lokal di Indonesia. Buku tersebut berjudul 

“Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia”, memuat tujuh buah 

naskah hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan 

Keagamaan tahun 2010, yaitu: 1) Studi tentang paham Madrais (AKUR) di 

Cigugur Kuningan oleh Nuhrison M. Nuh; 2) Himpunan Penghayat 

Keprcayaan (HPK) Masade/Islam Kaum Tua di Lenganeng Tabukan Utara 

                                                           
19 Rahnip, Jauhari (ed). Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan 

(Surabaya:Pustaka Progressif tahun 1997 hlm. ix. 
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Sangihe Sulawesi Utara oleh Wakhid Sugiyarto; 3) Paguyuban Sumarah 

Sebelum dan Pasca Reformasi di Kota Yogyakarta oleh Muchit A Karim; 4) 

Perkembangan Kerohanian Sapto Dharmo di Provinsi DI Yogyakarta oleh 

Reza Perwira; 5) Perkembangan Keagamaan Aluk To Dolo di Tana Toraja 

Sulawesi Selatan oleh Reslawati; 6) Agama Kaharingan pada Era Reformasi 

di Kalimantan Tengah oleh Ahsanul Khalikin dan; 7) Penganut Paham Boda 

Sasak menjadi Budha di Lombok Utara oleh Asnawati. 

Penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perubahan 

yang terjadi atas keberadaan agama lokal pada era reformasi baik yang 

disebabkan faktor internal maupun eksternal, mengetahui pola strategi 

adaptasi yang dilakukan agama lokal dalam menghadapi perubahan yang 

terjadi baik dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah maupun 

merespon agama mainstream dan untuk bahan melakukan evaluasi terhadap 

kebijakan pusat yang berkaitan dengan agama lokal.20 

Dalam penelitian yang diselenggarakan oleh Peneliti-peneliti Puslitbang 

tersebut Aliran-aliran kepercayaan dikonsepkan sebagai kepercayaan lokal. 

Sedangkan penulis menemukan dalam bukunya As’ad El Hafidy yang 

berjudul Aliran-Aliran Keperrcayaan dan Kebatinan di Indonesia adanya 

penyebutan agama untuk aliran-aliran kepercayaan seperti Agama Pran-Suh, 

Agama Patuntung, Agama Jawa asli Republik Indonesia, Agama Adam 

Makrifat dan Agama Sapto Darmo. Dalam buku tersebut juga dijelaskan 

                                                           
20 Achmad Rosidi (ed.), Perkembangan Keagamaan Lokal di Indonesia (Jakarta: 

Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm. 
6. 
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pengertian agama, kepercayaan, dan kebatinan. Buku tersebut membedakan 

antara ketiganya, yakni agama merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh 

Tuhan atas keterangan Nabi-nabi Pesuruh-Nya, berisi perintah-perintah, 

larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan seluruh manusia 

baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Aliran kepercayaan 

dimaknai sebagai suatu faham dogmatis, terjalin dengan adat-istiadat hidup 

dari berbagai macam suku bangsa sedangkan aliran kebatinan dimaknai 

sebagai sumber rasa dan kemauan untuk mencapai kebenaran, kenyataan, 

kesempurnaan, dan kebahagiaan hidup.21 

Kemudian terkait penelitian  yang mengambil fokus penelitian tentang 

penghayat Kerokhanian Sapta Darma penulis menemukan beberapa penelitian 

diantaranya yaitu tesis yang ditulis Muhamad Thobiq dengan judul “Legalitas 

Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma (Studi Kasus Argument 

Rechtsvacuum di Pengadilan Negeri Temanggung)” dalam penelitian tersebut 

dikatakan bahwa argument hukum rechtvacuum dan implementasi 

rechtvinding tidak sesuai dengan asas-asas hukum dan bahkan bertentangan 

dengan Undang-Undang perkawinan No.1 Th. 1974 tentang perkawinan 

sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam perkawinan Penghayat 

Kepercayaan Sapta Darma. Oleh karena itu izin dispensasi perkawinan tanpa 

                                                           
21 H.M As’ad El Hafidy, Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 88-89. 
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dasar agama batal demi hukum dan berimbas pada legalitas pencatatan 

perkawinannya juga batal.22 

Kemudian skripsi yang ditulis Sri Munawaroh dengan judul “Manusia 

Sempurna Menurut Ajaran Kerokhanian Sapta Darma” dalam skripsi tersebut 

mengulas tentang manusia sempurna dalam pandangan Kerokhanian Sapta 

Darma. Manusia sempurna adalah Satria Utama, yaitu manusia yang dapat 

berhubungan langsung dengan Tuhan Yang Maha Kuasa melalui sujud yang 

sempurna sehingga dapat mencapai kewaskitaan (ketajaman) dan 

kewaspadaan panca indra sehingga dapat menerima petunjuk, gegambaran, 

tulisan tanpa papan= Sastra Jendra Hayuningrat, berbudi luhur, dapat 

melakukan sabda “Waras”.23 

Skripsi yang ditulis Willy Budimansyah dengan judul “Interaksi Sosial 

di Kalangan Penghayat Kerokhanian Sapta Darma”. Skripsi tersebut 

menjelaskan tentang interaksi sosial yang dilakukan oleh antar warga Sapta 

Darma dan interaksi sosial Warga Sapta Darma dengan masyarkat serta 

dampak interaksi sosial bagi warga Sapta Darma.24 

                                                           
22 Muhamad Thobiq, Legalitas Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma (Studi 

Kasus Argument Rechtsvacuum di Pengadilan Negeri Temanggung), Tesis Program Studi Hukum 
Islam Kosentrasi Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006, 
hlm. vii. 

23 Sri Munawarah, “Manusia Sempurna Menurut Ajaran Kerokhanian Sapta Darma” 
Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 2008, hlm. 85. 

24 Willy Budimansyah “Interaksi Sosial di Kalangan Penghayat Kerohanian Sapta 
Darma” Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.  
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Skripsi yang ditulis oleh Indra Latief Syaifu dengan judul “Persaudaraan 

dalam Ajaran Sapta Darma (Studi terhadap penganut Sapta Darma di Desa 

Batu Aji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri)”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang 

sejarah Sapta Darma di Desa Batu Aji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, konsep 

persudaraan menurut ajaran Sapta Darma di Desa Batu Aji Kec. Ringinrejo 

Kab. Kediri dan aplikasi konsep persaudaraan ajaran Sapta Darma dalam 

kehidupan sehari–hari di Desa Batu Aji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri.25 

Skripsi Arman Riyansyah dengan judul “Eksklusi Hak-Hak Sipil dan 

Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan, Studi Kasus: 

Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan” 

menyimpulkan bahwa Sebagai kelompok diluar “agama resmi‟ kelompok 

penghayat Sapta Darma mengalami berbagai macam kesulitan. Salah satunya 

dalam pemenuhan beberapa hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. 

Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak sipil, kelompok penghayat 

Sapta Darma masih mengalami eksklusi sosial. Eksklusi yang disebabkan oleh 

buruknya pelayanan di tingkat lokal dapat dilihat dari pemenuhan hak atas 

pencatatan atas identitas agama di KTP dan hak untuk berkumpul dan 

membangun rumah ibadah, dalam hal ini proses pengajuan perizinannya. 

Sementara itu eksklusi sosial juga terjadi akibat pilihan dan lingkungan 

dimana individu berada yaitu terjadi pada pemenuhan hak atas lahan 

pemakaman dan penguburan sesuai dengan kepercayaannya dan hak atas 

                                                           
25 Indra Latief Syaifu, “Persaudaraan dalam Ajaran Sapta Darma (Studi terhadap 

penganut Sapta Darma di Desa Batu Aji Kec. Ringinrejo Kab. Kediri) Skripsi Fakultas Ushuluddin 
Jurusan Perbandingan Agama STAIN Kediri 2012. 
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pencatatan dan registrasi perkawinan antar penghayat. Sementara dalam 

pemenuhan hak pendidikan agama anak-anak penghayat yang sesuai dengan 

kepercayaannya dan hak atas sumpah jabatan dengan tata cara penghayat 

masih mengindikasikan adanya eksklusi sosial.26 

Dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis belum 

menemukan tulisan atau penelitian yang membahas tentang kebijakan negara 

terkait hak-hak sipil dan respon penghayat Kerokhanian Sapta Darma di 

Sanggar Candi Sapta Rengga Yogyakarta terhadap kebijakan negara mengenai 

kebijakan hak-hak sipil mereka. 

 

E. Kerangka Teori 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan tiga teori yaitu konstruksi 

sosial Peter L. Berger, multikulturalisme Bhikhu Parekh dan multikulturalisme 

Will Kymlicka. Pertama, kontstruksi sosial Peter L Berger. Berger berasumsi 

bahwa realitas dan pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi sosial. Dalam 

teori konstruksi sosial, Berger hendak membenarkan  yang dikatakan 

Durkheim bahwa masayarakat merupakan realitas objektif dan sebagai realitas 

subjektif seperti yang dikatakan oleh Weber. Sebagai realitas objektif 

masyarakat berada di luar diri manusia dan berbeda dengannya. Sedangkan 

sebagai realitas subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian 

yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah produk dari 

                                                           
26 Arman Riyansyah, “Eksklusi Hak-Hak Sipil dan Konstruksi Identitas Komunitas 

Penghayat Kepercayaan, Studi Kasus: Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi 
Busana, Jakarta Selatan” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Sarjana Sosiologi 
Universitas Indonesia Depok 2011. 
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masyarakat dan masyarakat merupakan produk individu. Dalam hal ini terjadi 

proses dialektika dalam masyarakat. Proses dialektika tersebut terdiri tiga 

momentum atau langkah yaitu eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi.27 

Dalam proses eksternalisasi, mula-mula, sekelompok manusia 

menjalankan suatu tindakan. Apabila dirasa tindakan-tindakan tersebut dirasa 

tepat dan berhasil menyelesaikan persoalan mereka bersama pada saat itu, 

maka tindakan tersebut akan diulang-ulang.28 Setelah tindakan tersebut 

mengalami pengulangan yang konsisten,  kesadaran logis manusia akan 

merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada kaidah yang 

mengaturnya. Inilah tahapan objektifikasi, dimana sebuah institusi menjadi 

realitas yang objektif setelah melalui proses ini.29 Proses yang ketiga adalah 

internalisasi, dimana melalui proses ini manusia menjadi produk daripada 

(dibentuk oleh) masyarakat. Internalisasi memiliki fungsi mentransmisikan 

institusi sebagai realitas yang berdiri sendiri terutama kepada anggota-anggota 

masyarakat baru, agar institusi tersebut dapat dipertahankan dari waktu ke 

waktu. Melalui internalisasi realitas sosial menjadi sesuatu yang taken for 

granted –diterima tanpa di persoalkan– bagi manusia.30 

                                                           
27 Peter. L. Berger, Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial, terj. Hartono (Jakarta: 

LP3ES, 1991), hlm. 4. 

28 Geger Riyanto, Peter L Berger : Perspektif Metateori Pemikiran (Jakarta: Pustaka 
LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 110—111. Lihat pula Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, 
Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, terj. Hasan Basari 
(Jakarta:LP3ES, 2012), hlm 72. 

29 Geger Riyanto, Peter L Berger : Perspektif Metateori Pemikiran (Jakarta: Pustaka 
LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 110—111. 

30 Ibid., hlm. 111 & 114. 
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Sedangkan proses konstruksi menurut Berger melalui tiga proses yaitu 

pelembagaan, legitimasi dan sosialisasi. Dalam proses pelembagaan, terjadi 

pembentukan pola, aturan dan peran diantara sekelompok orang. Setelah 

proses pelembagaan berhasil, lembaga yang telah terbentuk dilegitimasi 

dengan penjelasan-penjelasan logis untuk mengekalkan sebuah lembaga.31 

Legitimasi yaitu suatu pengetahuan yang diobjektivasi secara sosial untuk 

menjelaskan dan membenarkan tatanan sosial. Dalam hal ini Berger 

mengatakan bahwa agama sebagai pemberi legitimasi paling absah terhadap 

lembaga-lembaga sosial.32 

Untuk mempertahankan suatu lembaga perlu ada sosialisasi yang 

dilakukan. Peter L Berger membagi sosialisasi menjadi dua yaitu sosialisasi 

primer dan sekunder. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi pertama yang dialami 

individu ketika masih anak-anak. Sedangkan sosialisasi sekunder yaitu 

sosialisasi lanjutan dari sosialisasi primer. Dalam sosialisasi sekunder 

cenderung mengikuti apa yang ada dalam struktur sosialisasi primernya.33 

Peter. L. Berger juga melihat fenomena agama sebagai realitas sosial. 

Bagi Berger agama bisa menjadi jangkauan terjauh dari eksternalisasi diri 

manusia, dari peresapan makna-makananya sendiri ke dalam realitas. Dengan 

                                                           
31 Ibid., hlm.54-55. 
 
32 Peter. L. Berger, Langit Suci Agama, hlm. 36 & 41. 

33 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang 
Sosiologi Pengetahuan, terj. Hasan Basari (Jakarta:LP3ES, 2012), hlm. 118 dan 179. 
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demikian agama juga berarti tatanan manusia yang diproyeksikan dalam 

totalitas kedirian.34 

Teori Peter L. Berger yang dipaparkan di atas akan digunakan penulis 

sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Teori konstruksi sosial Peter L. 

Berger digunakan untuk menganalisis konstruksi sosial tentang Kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia, khususnya Kerokhanian Sapta 

Darma. 

Kedua, multikulturalisme Bhikhu Parekh, menurutnya multikulturalisme 

yaitu satu kumpulan tentang keyakinan dan praktik-praktik yang dijalankan 

oleh satu kelompok masyarakat untuk memahami diri mereka sendiri dan 

dunianya, serta mengorganisasikan kehidupan individual dan kolektif mereka. 

Bhikhu Parekh menggunakan istilah keanekaragaman untuk merujuk pada 

perbedaan yang diperoleh secara kultural oleh karena itu, multikulturalisme 

yaitu keanekaragaman atau perbedaan yang dilekatkan secara kultural.35 

Menurut Bhikhu Parekh manusia merupakan makhluk kodrati sekaligus 

kultural. Semua manusia mempunyai identitas kemanusiaan umum akan tetapi 

berada dalam tingkah yang dimediasikan secara kultural. Manusia mempunyai 

persamaan sekaligus perbedaan.36 Dalam hal ini Bhikhu Parekh mengajukan 

kesetaraan dalam masyarakat multikultur. 

                                                           
34 Peter. L. Berger, Langit Suci Agama, hlm. 35. 

35 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik, 
terj. IMPULSE (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 15. 

 
36 Ibid., hlm. 317. 
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Menurut Bhikhu Parekh kesetaraan yaitu melibatkan kebebasan atau 

kesempatan untuk menjadi berbeda, dan memperlakukan manusia secara 

setara untuk menuntut kita mempertimbangkan kesamaan beserta 

keberbedaan. Ketika perbedaan tidak relevan, kesetaraan akan menghasilkan 

perlakuan yang seragam atau identik; perbedaan-perbedaan tersebut 

membutuhkan perlakuan yang berbeda. Hak-hak yang setara tidak berarti hak-

hak yang identik, bagi individu dengan latar belakang budaya dan kebutuhan 

yang berbeda, mungkin memerlukan hak-hak yang berbeda untuk menikmati 

isi dari hak-hak tersebut. Kesetaraan atas penghormatan melibatkan tidak saja 

penolakan atas keberbedaan yang tidak relevan.37 

Kesetaraan diartikulasikan pada sejumlah tingkatan yang saling terkait. 

Pada level paling dasar, kesetaraan melibatkan penghargaan dan hak, pada 

level sedikit lebih tinggi melibatkan kesempatan, kepercayaan diri, harga diri 

dan lainnya, dan pada level yang lebih tinggi lagi, kesetaraan melibatkan 

kekuasaan, kesejahteraan, dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk 

pengembangan manusia.38 

Konsep penghormatan yang setara, kesetaraan kesempatan perlu 

diinterpretasikan dalam tingkah laku yang sensitif budaya. Kesempatan 

merupakan sebuah konsep yang tidak lepas dari subjek, dalam pengertian 

bahwa sebuah fasilitas, satu sumber daya, atau satu rangkaian tindakan hanya 

merupakan sebuah kemungkinan bisu dan pasif dan bukan kesempatan 

                                                           
37 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik, 

terj. IMPULSE (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 318-319. 
 
38 Ibid., hlm. 319. 
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perseorangan jika kesempatan tersebut kekurangan kemamapuan, kurang 

mendapat dorongan kultural atau pengetahuan kebudayaan yang diperlukan 

untuk mengambil keuntungan.39 

Menurut Bhikhu Parekh kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan 

hukum yang sama perlu didefinisikan dalam sebuah cara yang sensitif budaya. 

Bhikhu Parekh memberikan contoh pada hukum yang  mencegah penggunaan 

obat memberi perlakuan yang setara bagi semua orang, namun dalam 

kenyataannya, hukum melakukan diskriminasi terhadap mereka yang 

menganggap penggunaan obat sebagai tuntutan keagamaan atau budaya, 

sebagaimana yang terjadi pada Peyote (sejenis kaktus kecil) untuk Indian 

Amerika dan Mariyuana untuk kelompok Rastafaria. Ini tidak berarti bahwa 

tidak mungkin mencegah mereka menggunakannya, namun lebih daripada itu, 

kita menghargai dampak yang tidak sama atas pencegahannya dan harus 

memiliki alasan tambahan yang kuat untuk menolak pembebasan kedua 

kelompok ini.40 

Dalam hal pendidikan, Bhikhu Parekh menawarkan pendidikan 

multikultur sebagai bentuk dari kritik bagi sistem pendidikan yang 

Eropasentris dengan muatan monokultur dari sistem pendidikan yang berlaku. 

Pendidikan multikultur menurut Bhikhu Parekh harus mencangkup dua syarat 

yaitu: pertama, tidak boleh terlalu sempit dan kedua, tidak cukup memperluas 

kurikulum dan memasukan agama, kebudayaan, bacaan-bacaan dan sistem 

kepercayaan yang berbeda-beda; seseorang juga harus dapat mengajak para 
                                                           

39 Ibid., hlm. 319-320. 
 
40 Ibid., hlm. 320-321.  
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siswa dalam sebuah dialog yang bermanfaat seperti dialog tersebut 

menyangkut perbudakan, kolonialisme, kedudukan perempuan, keluarga, 

revolusi industri dan kebangkitan serikat-serikat dagang ataupun perang 

saudara dan antarnegara, individu-individu yang terlibat akan memiliki 

pengalaman yang berbeda dan mencapai penilaian yang berbeda terhadap 

masalah-masalah.41 

Ketiga, Menurut Will Kymlicka ada beberapa prinsip umum yang perlu 

diperjuangkan untuk negara multikultural. Pertama, negara multikultural perlu 

menolak gagasan yang lebih tua bahwa negara merupakan milik kelompok 

nasional. Sebaliknya, negara harus dilihat sebagai milik semua warga negara. 

Kedua, sebagai konsekuensinya, sebuah negara multikultural harus menolak 

kebijakan-kebijakan pembangunan bangsa yang mengasimilasi atau 

mengecualikan anggota minoritas atau kelompok-kelompok non-dominan. 

Sebaliknya, negara harus menerima bahwa individu dapat mengakses 

lembaga-lembaga negara, dan bertindak sebagai warga negara penuh dan 

setara dalam kehidupan politik, tanpa harus menyembunyikan atau 

menyangkal identitas etnokultural mereka. Negara menerima kewajiban sesuai 

sejarah, bahasa dan budaya kelompok non-dominan serta memberikan 

pengakuan dan akomodasi yang sama sebagaimana yang diberikan kepada 

kelompok dominan. Ketiga, negara multikultural perlu mengakui sejarah 

ketidakadilan yang dilakukan kepada minoritas / kelompok non-dominan oleh 

kebijakan-kebijakan yang lebih tua dari asimilasi dan pengecualian, dan 
                                                           

41 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik, 
terj. IMPULSE (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 302 & 304. 
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memanifestasikan keinginan untuk menawarkan semacam obat atau 

pembetulan untuk mereka. 

However, there are some general principles that I think are 
common to all of these different struggles for a multicultural state. 
First, a multicultural state involves the repudiation of the older 
idea that the state is a possession of a single national group. 
Instead, the state must be seen as belonging equally to all citizens. 
Second, as a consequence, a multicultural state repudiates those 
nation-building policies that assimilate or exclude members of 
minority or non-dominant groups. Instead, it accepts that 
individuals should be able to access state institutions, and to act as 
full and equal citizens in political life, without having to hide or 
deny their ethnocultural identity. The state accepts an obligation to 
accord the history, language and culture of non-dominant 
groups the same recognition and accommodation that is accorded 
to the dominant group. Third, a multicultural state acknowledges 
the historic injustice that was done to minority/non-dominant 
groups by these older policies of assimilation and exclusion, and 
manifests a willingness to offer some sort of remedy or rectification 
for them.42 

 

F. Metode Penelitian 

Berdasarkan pengambilan dan pengumpulan data dalam penulisan ini, 

penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini 

yaitu penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga 

Yogyakarta. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu berasal dari dua sumber. Pertama, 

sumber lapangan yaitu tokoh dan masyarakat penghayat Kerokhanian Sapta 

Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga Yogyakarta. Kedua, Sumber data 

dokumenter, yang terdiri atas sumber data dokumenter primer dan sumber data 

dokumenter sekunder. Sumber informasi dokumenter primer antara lain 
                                                           

42 Will Kymlicka, “The Global Diffusion of Multiculturalism: Trends, Causes, 
Consequences” dalam Stephen Tierney (ed.), Accommodating Cultural Diversity ( USA: Ashgate 
Publishing Company, 2007), hlm. 18-19. 
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meliputi dokumen surat kabar, buletin, surat-surat dan buku-buku harian; 

sedangkan sumber data sekunder adalah berupa dokumen hasil laporan 

penelitian serta buku-buku yang ditulis orang lain tentang kepercayaan 

terhadap Tuhan YME terutama tentang Sapta Darma. 

Untuk mendapatkan data yang berkualitas baik, optimal dan relevan 

perlu memperhatikan sumber data yang akan diperoleh dan metode 

pengumpulan data yang tepat. Sedangkan metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut ini: Pertama wawancara. 

Penulis akan melakukan wawancara kepada tokoh dan masyarakat penghayat 

Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Sapta Rengga Yogyakarta dengan 

menggunakan metode wawancara snowboling. Kedua, dokumentasi yakni 

penulis akan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat 

oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu 

pendekatan tentang interelasi antara agama dan masyarakat serta bentuk-

bentuk interaksi yang terjadi antar meraka.43 Menurut pendekatan sosiologi 

bahwa dorongan, gagasan dan lembaga agama mempengaruhi dan dipengaruhi 

juga oleh kekuatan-kekuatan sosial organisasi dan stratifikasi sosial.44 

Pendekatan sosiologis melihat agama sebagai fenomena sosiologis, artinya 

meneliti agama berarti meneliti masyarakat yang beragama karena kehidupan 

beragama tidak lepas dari kehidupan masyarakat. 

                                                           
43 Dadang, Kahmad, Sosiologi Agama  (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm 

90. Beliau merujuk Joachim, Wach, Sosiology of Religion, Chicago, 1942, hlm. 11.  

44 Ibid., hlm.11. 
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Setelah semua data terkumpul penulis menganalisis penelitian tersebut 

sesuai dengan analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman 

yang terdiri dari empat tahapan yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, 

display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah data terkumpul 

tahap yang dilakukan yaitu mereduksi data. Reduksi data yaitu proses 

penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi 

satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.45 Dalam hal ini semua hasil dari 

wawancara dan dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan berdasarkan 

formatnya masing-masing. Setelah data direduksi tahap selanjutnya yaitu 

tahap display data yaitu mengolah data yang sudah direduksi menjadi data 

setengah jadi dalam kategori-kategori, tema, sub kategori tema dan proses 

pengkodean.46 Kemudian tahap kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini 

merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data kualitatif. Dalam 

tahap ini diharapkan menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam penelitian. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Guna mencapai sasaran seperti yang diharapkan penelitian ini, maka 

sistematika pembahasan di bagi menjadi lima bab. Bab I, memuat 

pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

                                                           
45 Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), hlm. 165 

46 Ibid., hlm. 176. 
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masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab II, dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah dan ajaran 

Kerokhanian Sapta Darma. Penulis mengawali pembahasan bab ini dengan 

menjelaskan sejarah lahirnya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di 

Indonesia. Kemudian menjelaskan tentang sejarah dan ajaran Kerokhanian 

Sapta Darma. Pada bagian bab akhir bab ini menjelaskan tentang berdirinya 

Sanggar Candi Sapta Rengga di Yogyakarta, kondisi sosial dan keagamaan 

Sanggar Candi Sapta Rengga dengan masyarakat sekitar dan keorganisasian 

serta aktivitas di Sanggar Candi Sapta Rengga. 

Bab III, Bab ini membahas tentang kebijakan negara terkait hak-hak sipil 

penghayat Kerokhanian Sapta Darma. Bab ini diawali dengan menjelaskan 

tentang hubungan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara 

Indonesia dilihat dari kedudukan, jaminan Konstitusi dan Perundang-

Undangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. 

Kemudian menjelaskan tentang konstruksi sosial atas Kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dengan menggunakan teori kontstruksi sosial Peter L 

Berger yang sudah dijelaskan pada Bab I. Pada bagian akhir bab ini 

menjelaskan tentang kebijakan negara terkait hak-hak sipil penghayat 

Kerokhanian Sapta Darma. 

Bab IV, membahas respon penghayat Kerokhanian Sapta Darma di 

Sanggar Candi Sapta Rengga mengenai kebijakan negara terkait hak-hak sipil. 

Penulis mengawali bab ini dengan menjelaskan tentang realita di lapangan 
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pelaksanaan kebijakan negara terhadap hak-hak sipil penghayat Kerokhanian 

Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga. Kemudian dijelaskan tentang 

hubungan Kerokhanian Sapta Darma dengan negara meliputi dasar hukum 

kerokhanian Sapta Darma dan ajaran Kerokhanian Sapta Darma tentang 

hubungan warga Sapta Darma dengan Negara. Pada bagian akhir bab ini 

menjelaskan tentang respon penghayat Kerokhanian Sapta Darma atas 

kebijakan negara terkait hak-hak sipil mereka. 

Bab V, penutup berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan 

masalah, kemudian diikuti saran-saran bagi berkelanjutan penelitian ini 

meningat nilai pentingnya bagi persatuan dan kesatuan NKRI. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan terhadap 

Tuhan yang Maha Esa dikonstruksi sebagai bukan suatu agama. Oleh karena 

itu kebijakan negara terkait hak-hak sipil penghayat Kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa berbeda dengan kebijakan negara terkait hak-hak sipil  

penganut agama, terutama enam agama (Islam, Katolik, Kristen/Protestan, 

Hindu, Buddha dan Konghucu). Karena Negara Indonesia memberikan hak-hak 

istimewa terhadap penganut enam agama tersebut. Hal ini tercermin pada UU 

No.1/PNPS/1965, dalam bagian penjelasan UU tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, membedakan dua kelompok 

agama. Pertama, disebut ada enam agama yang dipeluk oleh sebagian besar 

rakyat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, 

yang dilindungi dan diberi bantuan. Kedua, agama-agama dunia lain yang lebih 

sedikit atau tidak ada pengikutnya juga dilindungi tapi hanya “dibiarkan 

adanya” tanpa disebut mendapat bantuan oleh negara (contoh yang disebut 

adalah Taoisme, Zoroastrianisme dan Yahudi). Sedangkan dalam Undang-

Undang Administrasi Kependudukan ada pembedaan lain yang konsisten yaitu 

“penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan 

ketentuan Perundang-undangan” dan “penghayat kepercayaan”. 

UU NO. 23/2006 mengenai pembuatan KTP dimana pasal 61 ayat 2 

dinyatakan “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama 

berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat 

kepercayaan tidak diisi, Tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database 

kependudukan”. Hal ini ada pembedaan peraturan terhadap penganut agama 

yang diakui negara dan penganut di luar agama yang diakui serta penghayat 

kepercayaan dalam mencantumkan identitas agama dalam kolom agama di 

KTP.  

Konstruksi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa bukan suatu 

agama terus dilanggengkan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 

negara. Dari UU No.1/PNPS/1965, TAP MPR No. IV/MPR/1978, tentang 

GBHN, Instruksi Menteri Agama No 4 dan 14 tahun 1978, dan hingga adanya 

kebijakan bahwa agama-agama resmi itu diatur di bawah Kementrian Agama 

sedangkan komunitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur di 

bawah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Adanya ketidak relevanan antara jaminan Konstitusi atas adanya 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kebijakan negara terkait 

hak-hak sipil penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini 

dapat dilihat Pasal 28B ayat 2 : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Pasal 28 D ayat 1 : Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Pasal 28H ayat 2 : Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
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persamaan dan keadilan. Kemudian Pasal 28I ayat 1 : Hak atas kebebasan 

meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan Sikap, sesuai dengan hati 

nuraninya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 

yang berlaku surut, hak atas kebebasan dari penyiksaan. Dan ayat 2: hak untuk 

tidak diperlakukan diskriminatif. Peraturan dan Undang-undang tersebut belum 

dijadikan jaminan secara utuh untuk penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Kerokhanian Sapta Darma merupakan salah satu Kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa yang muncul setelah Kemerdekaan Indonesia. Oleh 

karena itu penghayat Kerokhanian Sapta Darma dikonstruksi bukan sebagai 

penganut agama. Dengan demikian kebijakan negara terkait hak-hak sipil 

penghayat Kerokhanian Sapta Darma berbeda dengan kebijakan hak-hak sipil 

penganut agama, seperti yang sudah dijelaskan di atas. 

Penghayat Kerokhanian Sapta Darma dalam merespon kebijakan negara 

terkait enam hak sipil mereka yaitu hak atas pencantuman identitas di kolom 

agama dalam KTP; hak atas pencatatan dan registrasi perkawinan antar 

penghayat di Kantor Catatan Sipil; hak atas pendidikan, dalam hal ini hak 

anak-anak penghayat untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan 

kepercayaannya; hak atas sumpah jabatan sesuai dengan kepercayaannya bagi 

PNS; hak atas lahan pemakaman dan penguburan sesuai dengan 

kepercayannya; hak untuk berkumpul dan membangun rumah ibadah,  

cenderung mematuhi dan melaksakan Undang-Undang yang mengatur 



129 
 

kebijakan tersebut hal ini dikarenakan dalam Wewarah Tujuh dijelaskan bahwa 

warga Sapta Darma harus mematuhi peraturan negaranya. Dan sebagaimana 

dijelaskan oleh Berger bahwa manusia cenderung pada keteraturan, hal ini 

dibuktikan oleh penghayat Kerokhanian Sapta Darma dengan mematuhi 

peraturan dan Undang-Undang yang ada. 

Sebelum dikeluarkannya UU Administrasi dan Kependudukan No 23 

Tahun 2006, warga Sapta Darma masih menuliskan identitas agama di KTPnya 

dengan mencantumkan salah satu agama yang diakui kecuali mereka yang 

mempunyai kedekatan dengan pejabat setempat yang dapat menuliskan 

kepercayaanya di KTP. Namun setelah dikeluarkannya UU Administrasi dan 

Kependudukan No 23 Tahun 2006, sudah banyak warga yang dapat 

mengosongkan kolom agama di KTP. Hanya saja ada yang masih 

mencantumkan agama yang diakui di KTPnya karena Penghayat Kerokhanian 

Sapta Darma yang mencantumkan identitas agama di KTP dengan salah satu 

agama resmi dikarenakan adanya dua faktor, yaitu: pertama, faktor internal, 

dicantumkannya agama yang diakui dikarenakan untuk memudahkan 

penghayat kepercayaan dalam mengakses layanan publik dan mendapatkan 

hak-hak sipilnya. Kedua, merupakan faktor ekternal, dicantumkannya agama 

yang diakui dalam kolom agama di KTP bukanlah dari keinginan penghayat 

kepercayaan melainkan petugas yang melayani mencantumkannya demikian 

tanpa mengkonfirmasi kepada penghayat terlebih dahulu. 

Untuk keenam hak sipil yang dijelaskan di atas, ada dua hak sipil yang 

belum mendapat payung hukum yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan 



130 
 

sesuai dengan keyakinannya dan hak sumpah jabatan sesuai keyakinanya. 

Sementara untuk empat hak lainnya sudah mendapatkan kejelasan hukum. 

Bahkan setelah dikeluarkannya UU Administrasi dan Kependudukan No 23 

Tahun 2006, warga Sapta Darma sudah tidak kesulitan untuk menikah secara 

Sapta Darma dan dapat mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. 

Keefektifan Peraturan dan Undang-undang yang mengatur hak-hak sipil 

penghayat kepercayaan harus diikuti dengan jaminan dari negara dan 

sosialisasi Peraturan dan Undang-Undang tersebut kepada semua pihak. 

Dengan demikian warga Sapta Darma tidak lagi khawatir untuk mematuhi 

peraturan yang ada.  

 

B. Saran 

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian terhadap kebijakan negara 

terkait hak-hak sipil penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

khususnya Kerokhanian Sapta Darma, maka dalam upaya pengembangan dan 

penelitian di bidang kajian ini selanjutnya, kiranya penulis perlu 

mengemukakan saran sebagai berikut: perlunya penelitian yang lebih 

komprehensif dan kajian lebih lanjut tentang kebijakan negara terkait hak-hak 

sipil penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak hanya 

melihat dari Kerokhanian Sapta Darma saja melainkan dari berbagai 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Indonesia dari 

kacamata sosiologis, politik dan ekonomi dan potensi konflik. 
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Berkaitan dengan kesimpulan dari penelitian ini, penulis juga 

mengemukakan beberapa saran mengenai kebijakan negara terkait hak-hak 

sipil penghayat Kerokhanian Sapta Darma. Kepada pihak pemerintah, untuk 

tidak membatasi definisi agama sehingga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa tidak dikonstruksi sebagai suatu bukan agama. Diharapkan pula 

Pemerintah dapat meninjau kembali pemberlakuan Penetapan Presiden No.1 

Tahun 1965 (UU No.1/PNPS/1965) yang selama ini menjadi cikal bakal bagi 

kelompok kepercayaan yang tidak termasuk ke dalam agama-agama yang 

diakui secara resmi oleh pemerintah. 

Beberapa produk Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah 

seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) UU Nomor 

23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksaaan UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 43 dan No 41 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa perlu mendapat apresiasi dengan ini pemerintah sudah mulai 

memberikan legitimasi hukum keberadaan kelompok penghayat kepercayaan. 

Dikeluarkannya produk hukum tersebut perlu diimbangi dengan jaminan dari 

Pemerintah atas kemudahan penghayat Kepercayaan dalam memenuhi hak-hak 

sipilnya sehingga penghayat Kepercayaan tidak khawatir ketika melaksanakan 

aturan tersebut. 

 Selanjutnya sosialisasi atas Undang-undang dan Peraturan terkait hak-

hak sipil penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus 
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dilakukan kepada semua pihak. Dengan demikian dapat diminimalisir 

penghayat Kepercayaan yang mendapatkan kesulitan dari petugas yang 

melayani hak-hak sipilnya.  
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Lampiran I 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 19691 

TENTANG 
PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN 

SEBAGAI UNDANG UNDANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa di dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 perlu 
meninjau kembali produk-produk legislatif yang berbentuk Penetapan-penetapan Presiden 
dan Peraturan-peraturan Presiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1959;  
b. bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang materinya 
sesuai dengan suara hati nurani rakyat perlu dinyatakan sebagai Undang-undang; 

Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/ 1966; 

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968; 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: Undang-undang tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan 
Presiden sebagai Undang-undang. 

Pasal 1. 

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden 
dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran I Undang-undang 
ini, sebagai Undang-undang. 

Pasal 2. 

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden 
dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB 
Undang-undang ini, sebagai Undang-undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-
penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan 
bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru. 

Pasal 3 

                                                           
1 http://hukum.unsrat.ac.id/, diakses tanggal 11 Agustus 2015, jam 13.07. 



Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden 
dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIIA dan IIIB 
Undang-undang ini, diserahkan kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut dan 
mengaturnya kembali kepada Pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundang-
undangan atau dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan 
materi masing-masing. 

Pasal 4. 

Istilah-istilah dan kata-kata data Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan 
Presiden yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak Sidang Umum ke-IV, dianggap tidak ada. 

Pasal 5 

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah, kecuali pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3. 

Pasal 6. 

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1969. Presiden Republik Indonesia, 

SOEHARTO JENDERAL TNI 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia, 

ALAMSJAH. Mayor Jenderal T.N.I. 

 

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG 
PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN 
SEBAGAI UNDANG-UNDANG 

A.UMUM : 

Guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
sebagaimana termaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 
XIX/ MPRS/1966, Pemerintah besama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
telah meninjau kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan 
sejak Dekrit 5 Juli 1959. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 menentukan 
bahwa peninjauan kembali tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun sesudah 
tanggal 5 Juli 1966. 



Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetapan No. 
XXXIX/MPRS/1968 mengingatkan Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong supaya pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
No. XIX/MPRS/1966 diusahakan penyelesaiannya dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi 
apabila dipandang perlu dapat diberikan perpanjangan batas waktu paling lama sampai 
tanggal 5 Juli 1969. 

Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden, 
meskipun telah diusahakan sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara No. XIX/MPRS/1966, ternyata tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 5 Juli 
1968. 

Demikian batas waktu perlu diperpanjang dan perpanjangan itu telah diberikan oleh 
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Keputusan No. 274/B/1968 
dengan jangka waktu enam bulan terhitung 5 Juli 1968 dan diperpanjang untuk kedua kalinya 
dengan Keputusan No. 001/B/'69 juga untuk jangka waktu enam bulan terhitung 5 Januari 
1969. Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden 
dilakukan dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945. 

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dilakukan dalam rangka 
pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945. 

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang isi dan tujuannya tidak 
sesuai dengan suara hati nurani rakyat telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang 
No. 25 tahun 1968 dan Undang-undang lain, antara lain undang-undang No. 10 tahun 1966, 
Undang-undang No. 13 tahun 1968 dan sebagainya. 

Dengan Undang-undang ini dinyatakan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-
peraturan Presiden yang memenuhi tuntutan suara hati nurani rakyat berlaku terus dengan 
ketentuan- ketentuan sebagai berikut: 

1. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang tercantum dalam 
Lampiran I Undang-undang ini dinyatakan sebagai Undang-undang. 

2. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam Lampiran IIA dan 
IIB juga dinyatakan sebagai Undang-undang, dengan ketentuan bahwa harus diadakan 
perbaikan/ penyempurnaan dalam arti bahwa materi dari pada Penetapan-penetapan Presiden 
dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan 
Undang-undang yang baru. 

3. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam Lampiran IIIA dan 
IIIB merupakan produk-produk legislatif yang mengatur hal-hal, atau persoalan-persoalan 
yang sebenarnya dapat dimasukkan dalam lingkungan tugas serta wewenang Pemerintah. 
Oleh karena itu kewenangan untuk mengaturnya kembali diserahkan kepada Pemerintah guna 
menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-
masing.Di samping itu mungkin ada juga Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-
peraturan Presiden yang dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan yang sesuai 
dengan materi masing-masing. 



Apabila dikemudian hari ternyata masih terdapat Penetapan- penetapan Presiden dan 
Peraturan-peraturan Presiden yang tidak tercantum dalam Lampiran-lampiran I, IIA dan IIB, 
IIIA dan IIIB Undang-undang ini maka Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-
peraturan Presiden tersebut *4134 peninjauannya kembali dan pengaturannya diserahkan 
kepada Pemerintah dalam bentuk yang sesuai dengan materi masing-masing. 

4. Oleh karena harus diutamakan tujuan dan jiwa yang terkandung dalam Penetapan-
penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut, maka istilah-istilah beserta 
kata-kata yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak Sidang Umum ke-IV dianggap tidak ada. 

 
B.Pasal DEMI PASAL: 

Pasal 1. 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan bahwa materi 
penetapan- penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung dan 
dituangkan dalam Undang-undang baru sebagai penyempurnaan, perubahan atau 
penambahan dari materi yang diatur dalam Undang-undang terdahulu. 

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IIB dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan bahwa Undang-
undang tersebut berlaku dan baru hapus kekuatannya apabila telah ditetapkan Undang-
undang baru sebagai penggantinya yang menggunakan. Penetapan-penetapan Presiden dan 
Peraturan-peraturan Presiden tersebut sebagai bahan. 

Pasal 3. 

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 3 ini ialah peraturan 
perundang-undangan yang pada pokoknya lebih rendah tingkatnya dari pada undang-undang 
dan yang biasanya pengaturannya termasuk wewenang Pemerintah. 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA, oleh Pemerintah diatur kembali guna 
kemudian menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi 
masing-masing. 

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IIIB, peninjauan selanjutnya diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah 
dengan ketentuan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden 
yang bersangkutan hapus kekuatannya pada saat berlakunya peraturan perundang-undangan 
yang mengaturnya. 

Khusus bagi Penetapan-penetapan Presiden dalam Lampiran III materinya dapat juga 
dijadikan Undang-undang. 



Pasal 4. 

Yang dimaksud dengan istilah-istilah dan kata-kata dalam pasal ini misalnya ialah Pemimpin 
Besar Revolusi, Nasakom dan lain sebagainya. 

Pasal 5. 

Pada umumnya Undang-undang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan 
pokok ini diikuti juga oleh pasal 5. 

*4135 Mengingat bahwa pasal 3 memberi kemungkinan untuk pengaturan kembali oleh 
Pemerintah dalam bentuk Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-
masing misalnya dengan Surat Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri dan 
sebagainya, maka pelaksanaan pasal 3 praktis diserahkan kepada Pemerintah. 

Pasal 6. 

Cukup jelas. 

 



Lampiran 2 
 STRUKTUR LEMBAGA TUNTUNAN AGUNG 
 KEROKHANIAN SAPTA DARMA 
 PERIODE 2009 - SEKARANG 

PURBOYO HS 

STAF TUNTUNAN AGUNG 

TARMUDJI DJOHARIANTO 

STAF TUNTUNAN AGUNG 

OESODO NGARI ERFAN 

STAF TUNTUNAN AGUNG 

KARTINI SOEDONO P 

STAF TUNTUNAN AGUNG 

SAEKOEN PARTOWIJONO 

TUNTUNAN AGUNG 



Lampiran 3 
 

 
 
 
 

TUNTUNAN AGUNG 
KEROKHANIAN SAPTA DARMA 

Surokarsan MG.II/472 Yogyakarta 55151, Tlp/Fax (0274) 375337 
Email : saptadarma@yahoo.com  FB : facebook.com/saptadarma 

 
RENCANA KEGIATAN/ PROGRAM KERJA 

TUNTUNAN AGUNG KEROKHANIAN SAPTA DARMA 
TAHUN 2015 

 

 

A.  BIDANG ROHANI 

1. Sanggaran Malam Jumat Wage 
a. Dilaksanakan setiap malam Jumat Wage pukul 20.00 - 01.00 WIB. 

b. Bertempat di Sanggar Agung Candi Sapta Rengga Yogyakarta dan Sanggar 

Agung  Candi Busana Pare Kediri. 

c. Pelaksanaan dikoordinir oleh Sekretariat Tuntunan Agung. 

d. Diselenggarakan oleh masing-masing Pantap. 

e. Untuk Sanggar Agung Candi Sapta Rengga Yogyakarta dipandu oleh petugas 

yang sedang piket sedangkan untuk Sanggar Agung Candi Busana Pare Kediri 

dipandu oleh petugas wagean dan petugas dari pusat. 

f. Diisi oleh Tuntunan Kab/Kota dan / atau Tuntunan Wilayah, serta Tuntunan 

Provinsi secara bergilir sesuai jadwal. 

g. Dibina oleh Tuntunan Agung / Staf Tuntunan Agung. 

2. Sujud Penggalian Warga 
a. Dilaksanakan pada tanggal 7-13 Februari 2015. 

b. Peserta : 

1) Tuntunan Kecamatan dan Tuntunan SCB. 

2) Pengurus Persada Kecamatan dan Kelurahan. 

3) Warga pria dan wanita. 

c. Peringatan Turunnya Wahyu Racut, pada tanggal 13 Februari 2015, pukul 10.00 

WIB. 

d. Diselenggarakan oleh Panitia Tetap Sujud Penggalian dan Hari Besar KSD 2015. 

e. Bertempat di Sanggar Agung Candi Sapta Rengga Yogyakarta dan Sanggar 

Agung Candi Busana Pare Kediri. 

3. Sujud Penggalian Wanita, Remaja dan Sarasehan Nasional Wanita KSD 
a. Sarasehan Nasional Wanita KSD 

1. Dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juli 2015. 



2. Peserta : 

1) Koordinator Wanita Propinsi. 

2) Koordinator Wanita Kab/Kota  
3) Wakil Ketua Bidang Wanita Persada Kab/Kota. 

3. Diselenggarakan oleh Panitia Sarasehan KSD 2015. 

4. Bertempat di Sanggar Agung Candi Sapta Rengga Yogyakarta. 

 

b. Sujud Penggalian Wanita dan Remaja KSD 

1. Dilaksanakan pada tanggal 5-12 Juli 2015. 
2. Peserta : 

1) Koordinator Wanita dan Remaja Kab/Kota keatas. 

2) Wakil Ketua Bidang Wanita dan Remaja Persada Kab/Kota keatas. 

3) Warga Wanita dan Remaja KSD. 

3. Diselenggarakan oleh Panitia Tetap Sujud Penggalian dan Hari Besar KSD 
2015. 

4. Bertempat di Sanggar Agung Candi Sapta Rengga Yogyakarta. 

c. Peringatan Turunnya Wahyu Simbul Pribadi Manusia, Wewarah Tujuh dan 

Sesanti tanggal 12 Juli 2015, pukul 11.00 WIB. 

 

4. Sujud Penggalian Bagi Petugas Penggalian dan Pengurus Lembaga KSD Pusat 
a. Dilaksanakan pada tanggal 6-12 September 2015. 

b. Peserta : 

1) Pengurus lembaga KSD pusat. 

2) Petugas sujud penggalian tingkat pusat. 

c. Diselenggarakan oleh Panitia Tetap Sujud Penggalian dan Hari Besar KSD 2015. 

d. Bertempat di Sanggar Candi Sapta Rengga Yogyakarta. 

5. Peringatan Tanggap Warsa 
a. Dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2015. 

b. Diselenggarakan oleh Panitia Tetap Sujud Penggalian dan Hari Besar KSD 2015. 

c. Bertempat di Sanggar Agung Candi Sapta Rengga Yogyakarta dan Sanggar 

Agung Candi Busana Pare Kediri. 

8.   Sujud Penggalian Pantap 
a. Dilaksanakan tanggal 26 November - 8 Desember 2015. 

b. Peserta adalah anggota Panitia Tetap Sujud Penggalian dan Hari Besar KSD 2015 

Sanggar Agung Candi Sapta Rengga Yogyakarta dan Sanggar Agung Candi 

Busana Pare Kediri. 

c. Diselenggarakan oleh masing-masing Panitia Tetap Sujud Penggalian dan Hari 

Besar KSD 2015. 

d. Bertempat di Sanggar Agung Candi Sapta Rengga Yogyakarta dan Sanggar 

Agung Candi Busana Pare Kediri. 

9. Sujud Penggalian Tuntunan dan Rapat Kerja Nasional Lembaga Pusat KSD 



a. Rapat Kerja Nasional Lembaga Pusat KSD 

1. Dilaksanakan pada tanggal 19-20  Desember 2015 pukul 19.00 WIB 

s.d.selesai. 

2. Peserta : 

a) Lembaga Tuntunan Agung, Persada Pusat, Yasrad Pusat. 

b) Lembaga Tuntunan, Persada, Yasrad Propinsi. 

c) Lembaga Tuntunan, Persada, Yasrad Kab/Kota. 

d) Koordinator Wanita Pusat, Propinsi, Kab/Kota. 

e) Koordinator Remaja Pusat, Propinsi, Kab/Kota. 

5. Diselenggarakan oleh Panitia Sarasehan KSD 2015. 

6. Bertempat di Sanggar Agung Candi Sapta Rengga Yogyakarta. 

 
a. Sujud PenggalianTuntunan 

1) Dilaksanakan pada tanggal  21-27 Desember 2015. 

 

2) Peserta : 

a) Tuntunan KSD Kab/Kota keatas. 

b) Pengurus Persada Kab/Kota keatas. 

c) Pengurus Yasrad Cabang keatas. 

d) Koordinator Remaja dan Koordinator Wanita Propinsi, Wilayah, 

Kab/Kota. 

3) Peringatan Turunnya Wahyu Sujud tanggal 27 Desember 2015, pukul 01.00 

WIB 

4) Diselenggarakan oleh Panitia Tetap Sujud Penggalian dan Hari Besar KSD 

2015. 

5) Bertempat di Sanggar Agung Candi Sapta Rengga Yogyakarta. 

10. Pembinaan Lembaga Tuntunan Agung ke Daerah-daerah 
a. Dilaksanakan : 

1) Dalam rangka pembinaan Ajaran 

2) Penjejeran Tuntunan dan pelantikan Pengurus Lembaga Persada dan Srati 

Darma. 

3) Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. 

4) Apabila ada permintaan dari daerah dan harus sepengetahuan Tuntunan 

setingkat di atasnya. 

b. Pelaksana : 

1) Tuntunan Agung. 

2) Staf Tuntunan Agung. 

3) Sekretaris Tuntunan Agung atau stafnya. 

4) Ketua Umum Persada Pusat. 

5) Ketua Badan Pengurus Yasrad Pusat. 

11. Pembangunan Perluasan Sanggar Agung Candi Sapta Rengga 
a. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SK Tuntunan Agung. 



b. Pelaksana pekerjaan adalah Panitia yang telah terbentuk, sesuai dengan SK   

Tuntunan Agung. 

c. Penggalangan dan penyaluran dana ke Panitia Pembangunan dikoordinir oleh 

Yayasan Srati Darma Pusat. 

12.  Pensertifikatan tanah Sanggar Candi Busana di daerah, atas nama Yayasan 
Srati Darma. 
a. Pensertifikatan seluruh tanah Sanggar Agung Candi Busana Pare Kediri . 

b. Pensertifikatan tanah Sanggar Candi Busana di daerah yang telah menjadi milik 

warga KSD dan tanah Sanggar  yang dihibahkan ke Yayasan Srati Darma. 

c. Dilaksanakan oleh Tuntunan Provinsi, Kab/Kota bersama Ketua Yasrad 

Cabang Utama/Cabang, dengan melakukan koordinasi dengan Ketua Yasrad 

Pusat. 

. 

 

B.  BIDANG BUDAYA 

1. Program kerja Tuntunan Agung pada bidang budaya adalah mengacu pada program 

kerja Tuntunan KSD pada periode 2014-2019, tertuang dalam Keputusan Sarasehan 

Agung tahun 2014.  

2. Melaksanakan pendalaman dan memahami buku-buku ajaran Kerokhanian Sapta 

Darma yaitu Buku Wewarah, Buku Dasa Warsa dan Pedoman Penggalian. 

3. Membudayakan membaca dan memahami buku Pedoman Tuntunan dan Keputusan 

Sarasehan Agung. 

4. Menghimbau kepada seluruh Tuntunan dan warga Kerokhanian Sapta Darma untuk 

sering melakukan latihan tata cara pangrukti layon, perkawinan, meningkatkan 

kewaspadaan dan kewaskitaan, dan lain-lainnya.  

 

C.   BIDANG  HUKUM DAN ADMINSTRASI. 
1. Pelaksanaan pendataan warga dengan cara pengumpulan fotokopi KTP. 

2. Pelaksanaan pendataan Sanggar Candi Busana. 

3. Pelaksanaan program oleh Yasrad Pusat dan Persada Pusat. 

 
  

  
 
 
 
 
 Yogyakarta, 27 Desember  2014. 
 Tuntunan Agung 
 Kerokhanian Sapta Darma 
  
 
 
 
 SAEKOEN PARTOWIJONO 
 



Lampiran 4 
 

 
 

JADWAL SANGGARAN MALAM JUMAT WAGE 
DI SANGGAR AGUNG CANDI SAPTA RENGGA YOGYAKARTA TAHUN 2015 

No 
Hari, 

Tanggal 
PENGISI SANGGARAN  

NAMA 
TUNTUNAN 

PETUGAS REMAJA 
 1. Pembawa Acara 
 2. Pembaca Wewarah 7 

PEMBINA 
Tuntunan Wil/Prov  
STA/Petugas Piket 

1 
Kamis Pon 
29 Jan 15 

Kab. Demak, Jateng Bp. Djoko Suwarno 1. Remaja  
Kota Semarang 

2. Remaja  
               Kab. Demak 

1. Bp. Saekoen 
Partowijono 

2. Miskandar 
3. Bp. Slamet 

Haryanto 

Kota Semarang, Jateng Bp. Suparman 

Kab. Wonogiri, Jateng Bp. Bambang W. 
Kab. Kulon Progo, DIY Bp. Ngatimin 

2    Feb 15                        -               -      -        - 

3 
Kamis Pon 
05 Mrt 15 

Kab. Sragen, Jawa Tengah Bp. Toekidi  
1. Remaja  

Kab. Sragen 
2. Remaja  

Kab. Surakarta 
 

1. Bp. Purboyo 
2. Bp. Sutarman H. M 
3. Bp. Supriyadi 

 

Kab. Surakarta Jateng Bp. Mugimin 

Kab. Jepara, Jateng Bp. Djamari 

Kab. Bantul, DIY Bp. Muhpradi 

4 
Kamis Pon 
09 Aprl15 

Kab. Semarang, Jateng Bp. Hari Suyitno 1. Remaja  
Kab. Semarang 

2. Remaja 
Kab. Malang 

1. Bp. Oesodo 
2. Bp. Sukrisno Adji 
3. Miskandar 

 

Kab. Grobokan Jateng Bp. Suparjo 
Kota Yogyakarta, DIY Bp. Pawirodinomo 
Kab. Malang, Jatim Bp. Djayusman 

5 
Kamis Pon 
14 Mei 15 

Kab. Kendal, Jawa Tengah Bp. Ruba’i 
1. Remaja  

Kab. Kendal 
2. Remaja  

Kab. Tuban 

1. Bp. Oesodo 
2. Miskandar 
3. Suwadji 

Kab. Magelang, Jateng Bp. Rustam Priyono 

Kota Magelang, Jateng Bp. Mupradi 

Kab. Tuban, Jatim Bp. Su!udi 

6 
Kamis Pon 
18 Juni 15 

Kab. Pati, Jawa Tengah Bp. Sunarwi 
1. Remaja  

Kab. Pati 
2. Remaja  

Kab. Brebes 

1. Bp.  Tarmudji  
Djoharianto 

2. Bp. Sukrisno Adji 
3. Bp. Nurlan 

Kab. Blora, Jawa Tengah Bp. Suparjo 

Kab. Brebes, Jawa Tengah Bp. Soemardi 

Kab.  GunungKidul, DIY  Bp. Wondo Purwoyo 

7 
Kamis Pon 
23 Juli 15 

Kab. Tegal, Jawa Tengah Bp. Karsidi 
1. Remaja  

Kab. Tegal 
2. Remaja  

Kab. Sidoarjo 

1. Bp.  Tarmudji  
Djoharianto 

2. Bp. Riyadi 
3. Bp. Suwaji 

 

Kota. Tegal, Jawa Tengah Bp. Arip Sunaryo 

Kab. Batang Jateng Bp. Slamet Solari 

Kab. Sidoarjo, Jatim Bp. Kinawar 

8 
Kamis Pon 
27 Agst 15 

Kab. Indramayu, Jabar Bp. Jadmika/Dargo  
1. Remaja  

Kab. Purworejo 
2. Remaja   

Kab. Ponorogo 

1. Bp. Saekoen 
Partowijono 

2. Bp. Sukrisno Adji 
3. Bp. Mashadi W. 

 

Kab. Klaten, Jateng Bp. Sunaryo 

Kab. Ponorogo, Jatim Bp. Suyatno 

Kab. Purworejo, Jateng Bp. Priyo Sudarmo 

9 September - - - - 

10 
Kamis Pon 
01 Okt 15 

Kab. Kebumen, Jateng Bp. Kardimin 
1. Remaja  

Kab. Kebumen 
2. Remaja 

Kota Surabaya 

1. Bp. Purboyo 
2. Bp. Supriyadi 
3. Bp. Sutrisno 

Rochani 
 

Kab. Boyolali, Jateng Bp. Sastro Harjono 

Kab. Sleman,  DIY Bp. Subroto 

Kota Surabaya, Jatim Bp. Asmanu Hadi 

11 
Kamis Pon 
05 Nov  15 

Kab. Temanggung Bp. Kusnadi 
1. Remaja 

Kab.Temanggung 
2. Remaja   

Kab. Ngawi 

1. Bp. Purboyo 
2. Sutarman 
3. Tarno 

Kab. Sukoharjo, Jateng Bp. Sihono S. 

Kab. Karanganyar Jateng Bp. Tarto Wijono 

Kab. Ngawi, Jawa Timur Bp. Supardji 



12 
Kamis Pon 
10 Des 15 

 Kab. Cilacap, Jateng                  Bp. Darmo Sucipto            
1. Remaja   

               Kab.Banyuwangi 
2. Remaja 

               Kab.  Cilacap 

1. Bp. Oesodo 
2. Bp. Sukrisno Adji 
3. Bp. Mashadi 

Widjojo 
 

Kab. Banyuwangi, Jatim              Bp. Supardi           

Kab. Pemalang  Jateng                 Bp. Kanawie         

 Kab. Rembang Jateng Bp. Kustadi           

 
 
 

Tuntunan Agung 
 Kerokhanian Sapta Darma, 
 
 
  
  
 SAEKOEN PARTOWIJONO 
 
 



 Lampiran 5 
 
 

 
KEROKHANIAN SAPTA DARMA  

Surokarsan MG II / 472,  Telepon / Fax  0274  375337 – Yogyakarta 55151  
Email : saptadarma@yahoo.com 

LAMPIRAN SURAT TUNTUNAN AGUNG No. 35/SAT/XII/2014. 
 
 

SUSUNAN PENGURUS PERSADA PUSAT 
MASA  BAKTI  2014 – 2019 

 
 
PEMBINA     :  TUNTUNAN AGUNG 
 
KETUA UMUM    :  NAEN SOERYONO, S.H.,M.H. 
 
KETUA BIDANG SENI & BUDAYA :  I. GEDE WENA, S.H. 
 
KETUA BIDANG ORGANISASI,  :  M.   DJAYUSMAN, S.H.M.M.  
HUKUM & ADVOKASI 
 
KETUA BIDANG PENDIDIKAN  : Drs. SARJONO, S.T., Msi. 
 
KETUA BIDANG KESEJAHTERAAN :  Drs. SUKAMTO 
SOSIAL DAN MASYARAKAT 
 
SEKERTARIS UMUM   :  HENU KUNCAHYO, S.T. 
SEKERTARIS – I    :  SERVASIUS WUE. 
 
BENDAHARA UMUM   :  AFIANTI KRISTALINA DEWI 
BENDAHARA – I    :  SITI NGATMINI. 
 

 
                                                                 Ditetapkan di   : Yogyakarta 

                    Pada tanggal    :  26  Desember 
2014 

 
TUNTUNAN AGUNG 

KEROKHANIAN SAPTA DARMA 
 

 
 
 
                                                     SAEKOEN PARTOWIJONO 
 
 
 



Lampiran 6 

Foto KTP dengan kolom agama Sapta Darma 

 



Lampiran  7 

Foto-foto Kegiatan di Sanggar Candi Sapta Rengga 

1. Sujud  

        

Sumber: Dokumen Pribadi 

       
  

Sumber: Dokumen PERSADA Pusat 
 

     

Sumber: Dokumen PERSADA Pusat 

 



 

2. Sarasehan Wanita  
Sumber: Dokumen Pribadi 

 
 

 
(Sarasehan dihadiri dari Komnas HAM yang diwakili Bu Budi Wahyuni kedua dari 
kiri, dan dihadiri Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi yaitu Ibu 

Sri Hartini, keempat dari kiri) 



 
 
 
 

 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 
 
 



3. Sanggar Candi Sapta Rengga Yogyakarta 
 

 
Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

Sumber: Dokumen PERSADA Pusat 

 



Lampiran 8 

Foto KTP 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Lampiran 9 
 

Pedoman Wawancara 
 
Tentang Kerokhanian Sapta Darma 
 
1. Kapan berdirinya? (latar belakang berdirinya) 
2. Siapa yang mendirikan dan yang membawa ajarannya? (siapa keluarganya, 

basik agamanya, pendidikannya) 
3. Bagaimana ajarannya? (cara datangnya ajaran) 
4. Bagaimana penyebarannya? 
5. Bagaimana basik penghayat Kerokhanian Sapta Darma? (apakah dari satu 

pemeluk agama atau dari berbagai agama atau murni penghayat kepercayaan? 
6. Bagaimana pengklasifikasian atau tingkatan penghayat Kerokhanian Sapta 

Darma? 
7. Berapa jumlah penghayat Kerokhanian Sapta Darma? 
8. Dimana daerah yang banyak Kerokhanian Sapta Darma? 
9. Dari kalangan masyarakat atau kelas ekonomi apa yang masuk dalam 

Kerokhanian Sapta Darma? 
10. Bagaimana konsep ketuhanan, alam dan manusia? 

 
Untuk Penghayat Kerokhanian Sapta Darma 
 
1. Identitas 
2. Sejak kapan infoman menjadi penghayat Sapta Darma? 
3. Bagaimana dengan identitas relijius keluarga informan? 
4. Dimana biasanya anda melakukan sanggaran? 
5. Apa saja agenda yang dilakukan saat berkumpul dan sanggaran? 
6. Bagaimana pemahaman anda terhadap kepercayaan yang anda hayati? 
7. Bagaimana anda mengaplikasikan ajaran kepercayaan? 
8. Bagaimana anda menjaga eksistensi kepercayaan anda? 
9. Bagaimana anda menyikapi perbedaan identitas anda dengan penghayat 

kepercayaan lain? 
10. Bagaimana anda menyikapi perbedaan identitas anda dengan pemeluk agama 

lain? 
11. Bagaimana anda menjalani kepercayaan anda di tengah masyarakat yang 

berbeda kepercayaan dengan anda? 
12. Bagaimana anda mengendalikan konflik identitas? 

 
Pemenuhan Hak-hak Sipil Penghayat Kepercayaan 

 
1. Apakah anda bisa mengganti identitas kolom agamanya di KTP dengan 

penghayat kepercayaan? 
2.  Apakah terjadi kesulitan dalam pengurusan KTP anda sebagai penghayat?  
3. Apakah anda bisa mencatatkan perkawinannya sebagai penghayat 

kepercayaan? 



4. Bagaimana proses pengurusan dan pencatatan perkawinan anda sebagai 
penghayat kepercayaan? 

5.  Apakah pemerintah sudah menyediakan lahan pemakaman umum untuk 
penghayat yang meninggal dunia?  

6. Bagaimana proses tata cara pengurusan penguburan bagi penghayat yang 
meninggal dunia?  

7. Apakah anda sudah bisa melakukan sumpah model penghayat bagi yang 
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil? 

8. Apakah anak-anak anda mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan 
kepercayaannya?  

9. Bagaimana proses pengurusan pendidikan agama anak-anak anda, apakah ada 
kesulitan dari pihak sekolah dalam mengakses pendidikan agama yang sesuai 
dengan kepercayaan anak anda? 

10. Apakah ada kesulitan dalam pengurusan izin pendirian tempat ibadah dan 
berkumpul bagi penghayat Sapta Darma? 

11. Bagaimana anda menyikapi Undang-undang yang membedakan antara agama 
resmi dan tidak resmi serta kepercayaan? 

12. Bagaimana anda menyikapi peraturan pemerintah yang cenderung 
diskriminasi terhadap kepercayaan anda? 

13. Bagaimana harapan anda terhadap pemerintah terkait dengan kepercayaan 
anda? 

14. Bagaimana anda menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan 
administrasi karena identitas anda? 

 
Untuk Tuntunan Agung dan Stafnya 
 
1. Identitas 
2. Sejak kapan informan menghayati kepercayaan Sapta Darma? 
3. Apasaja tugas Tuntunan? 
4. Apa saja wewenang Tuntunan? 
5. Bagaimana ajaran Sapta Darma tentang Tuhan, manusia dan alam? 
6. Bagaimana ajaran Sapta Darma tentang buhungan warga Sapta Darma dengan 

negara? 
7. Bagaimana ajaran Sapta Darma tentang hubungan dengan sesama manusia? 
8. Bagaimana ajaran Sapta Darma tentang menjalin hubungan dengan penghayat 

dan penganut agama lain? 
9. Apakah pernah mengalami kendala dalam pemenuhan hak sipil? 
10. Apakah pernah didiskriminasi selama menjadi penghayat Kerokhanian Sapta 

Darma? 
 

Untuk Pengurus PERSADA 
 
1. Identitas 
2. Sejak kapan menjadi penghayat Kerokhanian Sapta Darma? 
3. Apa jabatan di struktur kepengurusan? 
4. Bagaimana tugas dalam jabatan anda? 



5. Apa sajakah organisasi-organisasi yang ada di dalam Kerokhanian Sapta 
Darma?  

6. Apa sajakah fungsi-fungsi keorganisasian tersebut? 
7.  Apa sajakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kerokhanian Sapta 

Darma? 
8. Apa saja Kegiatan warga Sapta Darma? 
9. Bagaimana mengatasi  apabila ada warga Sapta Darma yang mengalami 

kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak sipilnya? 
10. Bagaimana harapan anda kepada pemerintah atas hak-hak sipil warga Sapta 

Darma? 
 
Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Yogyakarta menjalin hubungan 
dengan masyarakat sekitar 

 
1. Bagaimana keagamaan masyarakat sekitar? 
2. Bagaimana afiliasi keagamaan dan politik masyarakat sekitar? 
3. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terrhadap kepercayaan anda? 
4. Bagaimana hubungan masyarakat terhadap penghayat kepercayaan? 
5. Bagaimana implikasi ajaran kepercayaan anda terhadap hubungan anda dengan 

masyarakat sekitar? 
6. Bagaimana  pandangan anda terhadap penghayat kepercayaan lain? 
7. Bagaimana pandangan anda terhadap pemeluk agama lain? 
8. Bagaimana anda menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar? 
9. Bagaimana kiat dari organisasi kepercayaan anda terhadap keharmonisan 

hubungan anda dengan masyarakat sekitar yang berbeda dengan anda? 
10. Kegiatan apa saja yang diadakan oleh kepercayaan anda yang melibatkan 

masyarakat sekitar? 
11. Bagaimana peran pemerintah setempat dalam menjaga keharmonisan antara 

penghayat kepercayaan dengan pemeluk agama lain.  
 
Untuk Pengurus RT Setempat dan Masyarakat Sekitar 
 
1. Identitas diri (nama, umur, status perkawinan, pekerjaan) 
2.  Kondisi Lingkungan RT 21 RW 06 Surokarsan ? 
3. Sejak kapan anda tinggal di wilayah RT 21 RW 06 Surokarsan? 
4. Bagaimana hubungan antar warga di RT 21 RW 06 Surokarsan?  
5.  Berapa jumlah penduduk di wilayah RT 21 RW 06 Surokarsan? 
6. Berasal dari suku mana saja kebanyakan penduduk di wilayah RT 21 RW 06 

Surokarsan? 
7. Berasal dari agama apa penduduk RT 21 RW 06 Surokarsan? 
8. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Sapta Darma? 
9. Bagaimana hubungan Sanggar Candi Sapta Rengga dengan masyarakat sekitar? 
10. Apakah Sanggar Candi Sapta Rengga melibatkan masyarakat sekitar dalam 

kegiatan-kegiatan Sanggar? 
 
 



 



Lampiran 10 
Transkrib Wawancara 

 
Tanggal   : 31/ 05/2015    
Informan               : Bapak Saekoen 
Tempat   : Sanggar Candi Sapta Rengga 

 
Pertanyaan Jawaban 

Jumlah warga Sapta Darma Kalau masalah jumlah warga sebetulnya kepastian itu belum ada, karena setiap 
warga kalau orang itu masuk Sapta Darma itu sujud setiap hari melaksanakan sujud 
berarti kan dia warga Sapta Darma, tapi kadang-kadang ada yang berhenti tidak 
meneruskan jadi kita tidak bisa mendata, kalau Tuntutan itu kan mengurusi 
masalah-masalah yang ada hubungannya sama kerokhanian.  

Wewarah tujuh  no 2 kanthi 
jujur kanthi jujur lan 
sucining ati kudu setya 
anindakake angger-angger 
ing Negarane, maksudnya 
bagaimana? 

Jadi Wewarah Tujuh no dua, kanthi jujur lan sucining ati kudu setya anindakake 
angger-angger ing Negarane. Berarti warga Sapta Darma harus setia melaksanakan 
Undang-Undang yang ada di negaranya, jadi warga Sapta Darma harus taat  kepada 
Undang-Undang di negaranya, jadi umpanya di Malaysia ada warga Sapta Darma, 
jadi warga Sapta Darma Malaysia harus taat pada UU Malaysia, karena kita di 
Indonesia juga  harus taat pada UU Indonesia, uu apa saja, apa itu uu lalu lintas, 
termasuk pembayaran pajak, termasuk kalau ada gotong royong, kerja bakti, harus 
bersama-sama melaksanakan UU kita.  

Kalau melanggar UU Negara 
berarti mendapat sanksi dari 
Tuhan,  

Kalau melanggar UU Negara kan otomatis Negara yang menindak 

 Kalau Tuhan itu kan Wewarah no satu itu,  
Allah yang Maha Agung Sifatnya agung, ya besar ya tinggi ya luas ya bahiro, kalau besar saja belum tentu 

agung, tapi agung itu mesti besar. 
 Setiap tahun ada lima kali kegiatan yang namanya sujud penggalian, bulan Februari, 

April, tahun ini karena ibu2 ada sarasehan jadi mintanya digabung sama bulan Juni, 
September, Desember, 

Berarti bisa maju dan 
mundur 

Kita menyesuaikan 

Berdasarkan apa? Karena wahyu, kalau Februari kebetulan wahyu rajut, Juli, Wahyu Wewarah Tujuh, 
Simbol Pribadi sama Sesanti, September itu tidak ada tapi petugas, kalau April tadi 
permintaan ibu-ibu tadi hari kartini, setiap April ada penggalian ibu-ibu sambil 
memperingati hari kartini, kalau Desember itu memperingati turunnya wahyu 
pertama 

Setiap malam jum’at? Nda, Kalau penggalian kan 6 hari 6 malam, kalau waktunya ditetapkan sebenarnya 
kalau februari misalnya tanggal 13 Februari berarti dah penutupan, jadi awalnya 
sebelum itu karena tanggal 13 Februari wahyu rajut, jadi pas wahyu rajut 
peringatannya kan sudah jadi sebelumnya dimulai dengan sujud penggalian itu, 
Desember juga begitu, juli juga begitu, kalau April biasanya memperingati hari 
Kartini di tengah-tengah penggalian, tiap malam 3 kali sujud, tiap siang 3 kali 
sujud, pagi jam 8, 10, 12 tiap 2 jam sekali, kalau sore, jam 7, 9, 11, selama 6 hari 6 
malam, latihan untuk mencapai ketenangan pada waktu sujud sampai mencapai 
rajut, yaitu ketemu pada sinar Yang Maha Kuasa 

Wewarah no 2 sanksinya ya 
dari negaranya?  

Ya, umpanya kita sepeda motor ga pakai helm itu kan melanggar UU lalu lintas 
akhirnya ditangkap polisi, oleh karena itu biar warga Sapta Darma biar ga ditangkap 
polisi ya memakai helm termasuk banyak tidak boleh molimo,  



Artinya mendapat sanksi 
dari Negara bukan dari 
Tuhan? 

Ya, kalau dari tuhan itu langsung mba, tidak perlu menunggu besok kalau udah 
meningga 

Warga Sapta Darma ada 
tingkatan-tingkatan dalam 
kerokhanian? 

Rokhani itu sangat tergantung kemampuan masing-masing, jadi dalam kemauan dan 
kemampuan, usaha pada dia latihan sujud, kalau waktu latihan sujud betul2 dia 
kuasai dia pasti dapat rokhaninya artinya nilai rokhaninya lebih baik dari pada yang 
tidak perrnah latihan sujud oleh karena itu diharuskan tiap satu tahun harus masuk 2 
kali warga. Oleh karena itu penggalian dimana-mana, itu termasuk program pokok 

Ga harus di Sanggar Candi 
Sapta Rengga? 

Ga, oleh karena itu setiap September kita memanggil petugas itu nanti ngajari di 
daerah-daerah 
 

 Nda, Pancasila itu kalau dihubungkan dengan Wewarah Tujuh itu klop, sila yang 
pertama sama kaya Wewarah no 1, kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau di 
Sapta Darma  itu no 4, persatuan Indonesia kalau di Sapta Darma  yang no 3 

Maksude melu cawe-cawe? Kan kita itu melu cawe-cawe artinya kita menyingsingkan lengan baju untuk 
menjaga berdiri tegaknya Negara, jadi umpanya sekarang kan masalah narkoba, 
terus kalau pemerintah kepada masyarakat, kita juga kepada warga memberitahukan 
bahwa efek yang tidak baik  nantinya  kepada mereka kita jelaskan, jadi kita ikut 
cawe-cawenya itu disitu, umpanya sekarang Negara kita ada musuh datang kita 
tidak boleh diam, kita harus membantu pemerintah untuk menghalau musuh itu 
supaya Negara kita tetap dalam keadaan aman.  Melu cawe-cawe dst tidak boleh 
masa bodoh, bukan urusanku tapi urusan Negara itu tidak boleh 

Wewarah No 3 itu dalam 
bentuk apa saja? 

Termasuk seluruh Tuntunan kan mengarahkan para warganya untuk berbuat seperti  
wewarah Tujuh, itu kan membantu sekali pada pemerintah,  kalau para warga bisa 
melaksanakan seperti Wewarah Tujuh aman, kan pernah pada waktu peresmian di 
kab semarang peresmian Sanggar pada waktu itu kan ngundang ketua DPR, saya 
ingat sambutannya ketua DPR, saya sudah baca bukunya Sapta Darma , jadi kalau 
orang  Indonesia ini seperti orang warga Sapta Darma  itu aman, sebabnya apa, 
tujuannya Sapta Darma  itu kan memayu hayu bagya buwana, membuat 
ketentraman jagad, lah jagad ini kan ada jagad yang luas ini dan jagad pribadi, jagad 
yang luas ini isinya jagad pribadi-pribadi, jagad yang luas ini akan aman jika jagad 
pribadi-pribadi ini sudah aman. Maka sebabnya tujuannya Sapta Darma  kok bukan 
besok kalau sudah mati masuk surga kok bukan itu, kan memayu hayu bagya 
buwana. Karena jagad ini bumi ini yang bisa ditempati oleh kehidupan, makhluk itu 
bisa hidup jika di bumi di lain bumi mungkin tidak ada, termasuk apa selama ini 
kita disuruh menanam pohon itu kan termasuk memayu hayu bagya buwana supaya 
jagad ini tidak rusak, kalau manusia itu dengan pakarti luhur,  

Jadi warga Sapta Darma 
sangat menghargai alam ya 

Ya wong kita tujuannya memayu hayu bagya buwana. Jadi kita itu diharapkan 
untuk menjaga kelastarian alam, termasuk menjaga jagad raya ini supaya tetap baik, 
lestari karena ini untuk kehidupan manusia.  

 Para tuntunan itu menganjurkan para warganya untuk betul-betul dapat 
melaksanakan Wewarah Tujuh, wewarah no 1-7 itu ga ada larangannya, sekalipun 
itu tidak ada laranggannya bukan berarti warga Sapta Darma bisa semaunya sendiri, 
misal mabok . 

Kolom agama di KTP, kok 
Sapta Darma tidak protes? 
Apa itu bentuk 
melaksanakan Wewarah 
Tujuh no 2 

Kalau orang kepercayaan yang Sapta Darma, sebenarnya itu kita itu merasa, mau 
dikosongkan monggo, diisi monggo ga jadi masalah 

 Kita kembali kepada Wewarah no 2 tadi UUnya bagaimana, jadi kalau kita 



mempunyai permintaan tidak sesuai dengan uu malah salah, selama ini kan diatur 
oleh UU,  

Yang dimaksud dengan 
sesanti 

Sesanti itu semboyan, ing ngendi……… kalau kita bisa melaksanakan Wewarah 
Tujuh secara utuh pasti ing ngendi…… kalau dia perilakunya sudah seperti 
Wewarah Tujuh, sudah sama di mana-mana kok kae apik,  

Sesanti pedoman dengan hub 
agama lain 

Ya,  kalau tadi Tanya hubungan dengan agama lain ya baik 

 Agama itu kan dicipta sama Tuhan berarti kalau kita ga suka dengan agama lain 
berarti kita tidak suka sama Tuhan , kalau kita menjelekan salah satu agama berati 
kita menjelekan Tuhan, kana gam diciptakan oleh Tuhan.  

Menyikapi masyarakat yg 
tidak suka kepada Sapta 
Darma 

Kalau orang tidak disenangi orang kita harus merendah, asal kita tidak sampai 
melukai mereka, menyakiti mereka, nanti mereka akan sadar sndiri oh ternyata saya 
yang salah menilai warga  

Untuk melatih supaya kita 
mempunyai jiwa yang 
merendah, tidak menyakiti 
orang lain 

Ya sujud itu, orang sujud itu kan melatih sabar,  

Sujud itu bisa meredam 
konflik meredam hawa nafsu 
ya pak? 

Ya, karena di Sapta Darma tu yang mau sujud tadi mempunyai suadara yang tidak 
tanpak mata saudaranya itu 11, jadi 12. Yang maha suci itu ya satu ini yang lainnya 
itu ya ga karu-karuan suka menggoda, yang  11 ini diatasi lwat sujud itu tadi, kalau 
orang sujud sudah tenang kita mengeluarkan air liur mesti kemocor terus kita telan 
di dada. 

Pandangan Bapak tentang 
agama lain? 

Baik, hanya kadang-kadang keyakinan yang lain itu tidak kepada yang satu saja, 
ada kepada yang lain, tapi sebagian besar kepada Yang Maha Kuasa,  

 Kita selalu berusaha terutama kepada pemerintah dan mengusulkan untuk 
kurikulum, terutama kepada Direktur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
YME, usulan sudah, tingkat sana kan otomatis rembug sama otomatis dengan DPR, 
pemerintah, sekarang ini memang sulit sekarang kan pemerintah sebagian besar 
orang-orang beragama, mereka itu mempunyai nafsu utuk menekan kepercayaan 
harus habis, tapi kita yakin kalau ajaran kita itu dari Allah, dari yang maha kuasa 
walaupun bagaimanapun ada jalan, kalau ini bukan milik Tuhan dia akan punah, 

 



Transkrib Wawancara 
 
Informan: Wijayanti Cahyaning Panuntun 
Tempat  : Sanggar Candi Sapta Rengga 
Tanggal : 29 Juni 2015 
 

Pertanyaan Jawaban 
Kamu SMA Nengeri? Negeri 
Pernah dikucilkan temannya? ga,  
Temen-temen kamu  tahu semua kalau kamu 
Sapta Darma? 

Tahu semua, kalau ada yang nanya tak jelasin itu apa, 
kalau dia Tanya-tanya ya tak pinjemin buku, buku 
wewarah, terus dibaca, terus dia nanya-nanya, ya tak 
jawab 

Ikut agama apa? Gag, dari kecil ikut ini. 
 Aku kan TK nya Katolik Swasta, jadinya gag masalah, 

ikut pelajaranya ya katolik, SMP nya katolik, SMA ya 
nanti ikut Katolik aja,  

Aktiv ke Gereja nda? Nda, ya ke Gerejanya kalau ada acara sekolah aja,  
 
Dari pihak Gereja gag memepermasalhkan, 

Ga, orang doa mau ujian itu suruh mimpin doa,  

 Itu kan istilahnya Cuma buat nyari nilai lah,  
Harapanmu sendiri? Sapta Darma diakui 
sebagai agama? 

Ya pingin banget,  

Sanggarnya banyak? Banyak,  
 Berdiri sendiri, di kabupatennya ada , di kotanya ada,  
Pemuda-Pemuda Sapta Darma banyak? Rutin setiap minggu pahing sanggaran,  
 Sekarang kan kepercayaan peraturan baru ditulis ( -), 

kalau yang masih mempermasalahkan berarti dia yang 
belum tahu peraturannya 

Di semarang sudah bisa ( - ) Sudah 
Gag enaknya apa yang kamu rasa? Ga ada, 
 Kalau sekolah swasta kan malah keluargaanya kan dapet,  
 Sana kan Cuma doa di sekolah, Cuma buat syarat 

sekolahlah,  
Natalan ikut ga? Ga 
Saudara-saudaramu  Sapta Darma? Ada semua 
Kalau KTP kosong bermasalah dg pekerjaan 
ga? 

Ga dipermasahin kayae 

Lingkungan tempat tinggalmu mayoritas 
apa? 
 

Islam. 

 



Transkrib Wawancara 
 
Tanggal : 1/ 04/2015   
Informan : Bapak Bambang 
Tempat  : Rumah Pak bambang 
 

Pertanyaan Jawaban 
Penjelasan tentang 
Sapta Darma berani 
mengosongkan 
kolom agama di 
KTP 

Kita kan memanfaatkan aturan, karena Sapta Darma sendiri mungkin aliran kepercayaan 
yang paling besar di antara yang ada di Indonesia, kita Itu di semua Provinsi di Kabupaten 
banyak, itu kan sebetulnya ada kaitannya dengan ajaran itu sendiri diturunkan, karena ajaran 
itu bukan suatu wangsit, kalau wangsit hanya sebatas pribadi, tapi ajaran itu turun karena 
ajaran itu begini, siapapun yang namanya wahyu Tuhan bisa turun dimana-mana, di China 
ada, India ada dan di Jawa ada, di Jawa kebetulan waktu itu pada tanggal  27 desember 1952 
kan yang namanya pak Hardjosapoero kan menerima wahyu dengan tiba-tiba sujud terus 
dengan ketakutan terus memanggil teman, temannya juga ikut, waktu itu belum ada Sapta 
Darma, itu kegiatannya setiap hari begitu sujud terus, kenapa dia melakukan itu terus, kalau 
tidak dia kan celaka, terus duduk-duduk saya tidak begini kok susah, terus akhirnya sujud 
terus, nah terus setelah satu tahun ada turunya wahyu, ajaran yang lain, muncul gambar 
seperti slide, waktu dulu belum ada slide seperti itu, nah itu yang sebenarnya menjadi dasar 
mengapa ketik Sapta Darma itu, penganutnya percaya nah ini kan berarti ajaran ketuhanan 
yang turun di Indonesia, nah ketika menghayati Sapta Darma itu artinya apa justru 
ketentraman ditrima, kan segala sesuatu itu pada prinsipnya kita Manunggaling Kawulo Lan 
Gusti, kita itu setiap hari kontak dengan Tuhan, nah justru ketika kontak dengan Tuhan kita 
terlindungi, karena ada informasi jadi tahu, coba aja kaya bagian dari handphone misalnya 
dimatikan ga ada informasi, tekhnologi handphone kok sama dengan teknologine  orang 
sujud, karena begini setiap orang kan suatu hal yang hidup, hidup itu kan harus di cas, kita 
harusnya batre, batrenya itu sujud, dengan cara sujud itu batre, itu kita bisa konek ketika kita 
bisa konek kita bisa berhubungan kemanapun, nah itu sebenarnya sinyalnya disitu, nah dulu 
kalau kita mau komunikasi dengan orang lain itu hanya kita dengan sujud dan kita inginkan 
itu bisa kontak, karena apa, apalagi yang mereka sama-sama kontaknya, ini hp ini hp, sret 
kan bisa kontak, sebenarnya hp kan niru-niru itu, karena apa, karena ketika kita ga dicas itu 
juga susah. Kalau kita tidak sujud itu susah, untuk menerima tanda-tanda apa kita tidak tahu, 
karena semua tanda-tanda dari sana kan? Nah tidak beda dari itu, ini hanya pengembangan 
dari pemikiran. Ya hanya melogikakan, tapi ketika dengan adanya berbagai macam dan 
proses turunya wahyu seperti itu dan berbagai macam mukjizat ada terus sehingga orang 
percaya dan itu ada terus sehingga orang percaya, nah inilah hingga mereka itu menggagap 
Sapta Darma sebagai aliran tersendiri itu mungkin atau cara Jepang agamanya macam-
macam, yang namanya agamakan percaya pada Tuhan hanya bedanya kalau Sapta Darma 
secara administrasi kewarganegaraan tidak diakui sebagai agama tapi lama kelamaan akan 
diakaui, karena jumlahnya cukup banyak hanya bedanya apa? Dulu itu ga ada kitab suci, 
kitab suci apa sebetulnya? Yang namanya Kitab suci: tulisan-tulisan dari orang-orang yang 
punya alat, coba injil itu ada matias dll. Itukan orang-orang suci yang nulis di kumpulan 
menjadi kitab suci injil, semuanya itukan begitu hanya kita Sapta Darma itu tulis tanpa papan 
jadi semuanya kita cari, sastra jandra tpi itu hanya dalam istilah bahasa, ditinjau dari sisi 
kejawennya sastra jendra itu ditulis tanpo papan artinya apa? Ketika ajaranya itu tulisnya 
dulu kan kaya slide, itu ada di tubuh kita semua, gambar-gambar itu symbol-simbol itu ada 
ditubuh kita, itu bisa dibaca, itu lambangnya manusia. Manusia itu terdiri dari tingkat 
jadinya.  

Hubungannya Sapta 
Darma dengan 

Sapta Darma itu perjuangannya sudah lama sebenarnya, KTP sejak berlakunya UU 
Perkawinan tahun 74, saya itu kawin pertama kali secara Sapta Darma di Jogja, pertama kali 



pemerintah,  itu mas Databih kemudian saya itu termasuk kawin secara Sapta Darma tapi kalau dengan 
Sapta Darma itu kan ngga dapat legalisir, mestinya kan gitu artinya apa saya memanfaatkan 
peraturan itu nah dengan adanya peraturan itu saya bisa pakai Sapta Darma, saya sumpah 
pegawai negri dengan Sapta Darma Dinas pendidikan mengakui, saya nikah tahun 78 saya 
jadi pegawai negri 86,  

Itu tidak 
dipermasalahkan? 
 

Tidak, hanya mungkin begini ya dulu timbulnya persoalan kan karena begini saya tahu 
persis, waktu itu kan ada orang salah perspsi sebenernya jadi Sapta Darma seolah-olah 
menikahkan punya akta sendiri, itu salah memang, ga boleh tidak seperti di KUA tapi orang 
ngiranya seperti di KUA jadi membuat akta nikah sendiri nah itu ketahuan sama kejaksaan, 
akhirnya dilarang, awalnya begitu itu, awalnya Sapta Darma dikira punya akta sendiri, saya 
nikah ya tidak punya, akta nikah saya di catatan sipil, dicatatkan disana, yang sekarang Sapta 
Darma situasinya menjadi kawin adat kan begitu. Kalau adat semua begitu, islam kan begitu, 
katolik begitu, kawin secara agama kemudian dicatatkan sipil, kita kawin kan sah itu adat 
kemudian di catatkan sipil. Dulu kenapa ga bisa karena ditemukan karena orang bisa kawin 
sendiri karena ada akte, karena kesalahan satu orang akhirnya timbul dilarang, sekarang 
diperbolehkan lagi kan hak-haknya itu.  

Kolom agama di 
KTP 

Waktu itu saya sudah dituliskan agamanya Sapta Darma tahun 75 sudah pakai itu saya, 
waktu itu kan saya begini, saya ditulis Islam begitu kan, lah kebetulan kepala bagian agama 
di kelurahan saya bilang begini, mbah apa kalau saya nulis begini apa saya tidak dimarahi 
Nabi Muhamad karena saya tidak memuji dia berarti saya berbohong, oh nggih nggih, kulo 
tulis mawon nggih, nopo niku? Sapta Darma. Waktu itu banyak orang yang sudah mengakui 
sebetulnya, tapi ya karena peraturan dari atas apalagi Peraturan Mentri Dalam Negri bahwa 
agama harus ditulis, itu yang menjadi kendala perkembangan Sapta Darma karena apa, 
karena waktu itu kan, perkawinan sudah jalan anak-anak Sapta Darma sudah melakukan 
perkawinan secara Sapta Darma, waktu itu kan ga boleh akhirnya apa generasinya itu hampir 
sekarang itu memprihatinkan karna apa, termasuk anak saya. Kalau anak saya mau nikah kan 
ini belum ada jaminannya kan ga ada, kamu mau pilih apa silahkan, saya beri kebebasan, 
karena Sapta Darma belum bisa memenuhi harapan karena peraturan yang itu, akhirnya itu 
tadi ada keputusan mentri UU 23 tentang Kependudukan, dimanfaatkan, tapi juga masih ada 
yang ragu-ragu tapi ya tidak memaksa. Kenapa kalau peraturan ini tidak digunakan akan 
dicabut, gunakan semua sekarang, tapi ya jangan kemudian move membuat suatu action tapi 
ya jangan, pelan-pelan sajalah, mereka juga menyadari hak-hak sipil harus dipenuhi, saya 
sebagai manusia kan punya hak-hak sipil, terutama hak yang paling hakiki harus diakui, tapi 
kan masih ragu lagi, kalau dengan tidak adanya kolom agama ya tidak masalah, karena saya 
tidak beragama tetapi bertuhan, kalau hanya beragama tidak bertuhan tidak ada artinya kan, 
saya percaya pada Tuhan,  

Pernah mengalami 
kendala tidak dengan 
bapak menjadi Sapta 
Darma di 
masyarakat? 

Tidak, saya ketua RW malah, saya di kelurahan digunakan, di sini juga digunakan jadi RW 
tidak masalah, yang penting orang itu apa? Karakternya, agamanya setiap hari ke Masjid ke 
Gereja tapi perilakunya itu dengan sesama tidak menyenangkan ya apapun akan dimusuhi, 
saya semua saya rangkul jadi begitu, terus terang saya punya identitas, begini, mungkin kalau 
orang mau pidato assalamu’alaikum, asalamu’alaikum kan hanya bahasa Arab kan? Saya 
punya bahasa sendiri, selamat malam, itu saja sudah, salam segalanya atau salam Indonesia, 
yang penting artinya sama kan dengan assalamu’alaikum, ini kan hanya persoalan bahasa, 
hanya menjadi ketakutan orang, orang apa, saya terlepas dari pandangan agama kan ya, 
bahwa assalamu’alaikum bahasa Islam, tapi kan saya akan membawa identitas sendiri, saya 
orang jawa asli punya salam sendiri, salamnya apa, sugeng rawuh, apa apalah sehingga  
banyak orang yang sudah tahu, nah itu kan tidak tidak dipersoalkan, saya di kelurahan itu 
jadi ketua paguyuban kelurahan untuk paguyuban kesenian, saya tidak pernah 
assalamu’alaikum tidak masalah, saya kan tetap berbuat baik dengan dia bukan karena 
asalamu’alaikum kita dianu, ngga, jadi semuanya itu tergantung pada diri kita berhubungan 
dengan sesama, nah itu harus kita jaga, nah itu bagi saya pengamanan, nah betul, saya 



misalnya begini, saya menjadi warga Sapta Darma tidak pernah berderma, medit, setiap hari 
orang Sapta Darma disini ini banyak, jadi besok pada kesini terus, saya mengapa, saya 
kebetulan punya gamelan, saya darmakan, yuk pada latihan, di sini banyak kelompok, orang 
kan banyak srawungnya maka akan dihargai, nah ini sebetulnya saling menghargai, kalau 
kita ibadahnya tekun banget ga ada hubugannya sama sesamanya ya tidak ada artinya,  

Warga Sapta Darma 
semua karakternya 
seperti itu? 

Tidak semua, itu tergantung karakter pribadi, kami menyarankan dengan siapapun, karena 
begini dalam ajaran Sapto Darmo Ing ngendi wae, marang sapa wae warga sapto darmo 
kudhu suminar pindha baskara siapa saja warga Sapta Darma dimanapun dia selalu memberi 
jalan terang, jalan terangnya itu apa ya tergantung dari ilmu masing-masing, saya sebagai 
RW nah kemudian ada orang yang kesusahan, saya memberikan jalan, nah itu kan jalan 
terang, jalan terang kan tidak hanya dalam bentuk materi tapi dalam bentuk apa, ya cara, ya 
artinya memeberikan sesuatu pencerahan itu juga tergantung dari profesinya, tapi tidak harus 
memberi jalan terang itu kudhu ngandani ajaran tidak, saya bisanya apa, saya bisanya 
gamelan, yo do dolanan nengkene, itu implementasi ajaran, jadi bukannya kita terus apa yang 
namanya laksana surya bukan memberi penerangan ajaran sendiri itu bukan, saya bisa 
tentang pertanian, ya tularkan dengan orang-orang tani ini harus dilakukan warga Sapta 
Darma tapi kan yang namanya warga Sapta Darma sangat heterogen tingkat 
pendidikannya,sehingga pemahamannya ya juga masih ada yang paham ada yang belum, ya 
sama semua agama kan begitu, orang-orang yang belum paham memahamkan. kan jadi 
keliru, ada yang basih berfikir biasa, ya kita arahkan 

Sapta Darma tingkat 
pendidikannya 
tinggi-tinggi? 

Ga, macem-macem, ada yang tinggi, tapi tingkat grasroot banyak sekali, perkembangannya 
kan begini, orang kan jalannya macam-macam ya, mungkin salah satu karena sesuatu, 
mungkin karena seneng kemudian membawa jalan terang, saya kira semua agama sama kan 
itu,  

Jumlahnya brp kalau 
di jogja 

Di jogja itu ada 5 kabupaten, tapi ya tidak seperti dulu, ya kaya gini tadi regenerasinya sangat 
kurang karena apa, karena terhambat itu tadi waktu dulu  UU Perkawinan tidak dijelaskan 
dari tahun 80 sampai sekarang ya baru 3 tahun yang lalu kira-kira brp tahun itu menjadikan 
pengikutnya dalam keturunan hamper tidak ada, yang melalui keturunan tidak ada. Tapi yang 
secara pengembangan artinya pertumbuhan warga Sapta Darma secara vertikal hubungan 
darah itu kurang, tapi secara horisontaslnya, daerah sana surut nanti pasang, sebetulnya tidak 
tercatat, karena apa, yang namanya warga Sapta Darma kan begini kami juga kan memberi 
kebebasan tidak ada paksaan, misalnya ada orang yang muslim dia melakukan sujud itu 
banyak tapi tidak mau pindah KTP tidak mau, ya gpp bagi saya, bagi Sapta Darma itu tidak 
memaksa silahkan, hak-hak itu penting sekali, banyak sekali yang seperti itu, tapi ya kita 
gpp, ada yang Katolik, Hindu, di Bali itu banyak sekali warganya tapi ya Hindu, memang 
kalau situ mau membandingkan perkembangan sebetulnya membanding Jogja dan Bali, 
kalau mau menulis tentang hubungan kan ga hanya di Jogja saja, di tempat Lain, nah 
sekarang ketika hubungan dengan pemerintah misal KTP, ketika pernikahan jamannya 
sekarang ketika pernikahan itu ya ketika orang yang menjaga keluarga Sapta Darma kira-kira  
5 tahun yang lalu ketika masih muda belum menikahkan ketika sudah tua anaknya sudah 
pada memeluk masuk agama lain, karena apa, waktu itu terhambat, tapi saya percaya dalam 
pertumbuhan Sapta Darma tidak hanya vertikal tapi horizontal, artinya horizontal adalah 
melakukan ajaran Sapta Darma, yang vertical dari bapak ke anak, yang tidak ada di sini ini, 
sangat-sangat sedikit, pertama kali begini karena waktu itu anak kan gini ketika dia tidak 
punya agama dan pelajaran di sekolah kana da, nah itu juga saya ikut apa pak? Lah opo? 
Kalau kamu muslim ya ra popo, Katolik ya rapopo, silahkan saya beri kebebasan, dengan 
demikian itu ketika dia dewasa nikah dia ngikutin ajarannya kan lah itu, ini yang menjadi 
kendala, kalau saya masih dulu dengan bapak saya msih Sapta Darma, kemudian sy dan anak 
syatidak  mengikuti, ga bisanikah secara Sapta Darma  itu mulai tahun 85 pas kasus pati, 
setiap daerah beda, ade saya nikah sama orang Sapta Darma juga itu tahun 85 betul itu udah 



gonjang ganjing itu, itu masih bisa tapi di daerah lain di daerah Purwokerto padahal istrinya 
dari pati, karena di pati ga boleh tahun 85 itu ga boleh, saya ikut sidang seorang pria lain itu 
digagalkan karena itu tadi, akhirnya pengadilan menyatakan dia menang tapi ketika menang 
juga tidak ada realisasi perkawinannya itu , terus saya sarankan lewat Purwokerto, 
Purwokerto mau, tergantung pegawainya itu,  

Kalau di Jogja 
sekarang bisa ga 
pak? 

Bisa, tapi ga ada yang dikawinkan, keetulan adik saya ada yang Katolik ada yang muslim, ya 
silahkan gpp, lah yang muslim terus ke muslim karena apa, istrinya muslim, ya sudahlah ga 
masalah jadi saya, tapi dia tetep menjalankan juga, tapi muslim ya ga masalah,  

Bapak masih 
mengajarkan Sapta 
Darma kepada Putra 
putri Bapak ga? 

Begini, saya mengajarkannya itu apa ya sujud aja gitu aja, terus dia mengantarkan saya sujud 
di Sanggar lama kan, ketika dia dengan urusan pemerintah dia menggunakan agamanya 
sendiri saya Katolik ya pak, ya silahkan, saya memberi kebebasan, saya ya dikelurahan ya 
yang penting orang itu bukan agamanya ya, tapi apa berperilaku, karena pa, agama itu kan 
ajaran perilaku, kalau perilakunya secara normativ sudah diterima masyarakat ya sudah ga 
masalah,  

Berarti putra putri 
bapak menggunakan 
agama yang diakui 
negara 

Ya Katolik semuanya, dari hati yang paling dalam, hatikan ga bisa dibohongin, kalau itu 
dibenturkan dengan anak saya sudah sebenarnya saya ingin mengajak anak saya ke Sapta 
Darma tapi ketika realita yang ada ini harus mengharuskan seperti ini hati bapak pada 
dasarnya ada brontak, ada kecewa 

 Ga, karena apa,walaupun mereka agamanya seperti itu, tapi ketika mereka ada masalah 
mereka sujud, ketika dia ke Gereja tapi begitu dia ada masalah yang berat apa-apa ke situ. 
Malah anak saya yang terakhir saya ga boleh, tapi sampai sana dia ikut, karena apa, ketika 
dia sudah menjadi Sapta Darma kita tidak membedakan, jadi sama aja, banyak yang seperti 
itu di Sapta Darma itu, dulu malah  seorang haji ya sudah, namanya Abu Dalkan, ini ada 
pengalaman yang berbeda, ada orang yang namanya Abu Dalkan, kitab-kitab itu dia sudah 
paham, Al-Qur’an, Injil, Taurat paham sekali, dia nekat, saya tek sujud ga menghadap barat, 
nah itu muter sendiri sret menghadap ke timur, ya itu apa artinya bagi saya itu kalau kamu 
mau Sapta Darma itu tidak main-main, jadi agama itu jangan dimain-main, saya juga biasa 
ke anak saya, kok kamu ga ke Gereja, nanti sore pak, itu ga masalah, adik saya itu juga yang 
anaknya sekarang ke muslim semua istrinya muslim tapi ketika dia di kembali, di sini ya 
sujud, ya ga masalah. Saya kan mengajarkan terlepas ajaran SDD itu kana da di dalam 
ucapan doanya kan, Allah maha Agung Allah maha Rahim, Allah maha Agung, Maha Agung 
itu apa, kita harus bisa mengimplementasi maha agung tidak sekedar mengucapkan, maha 
agung itu kalau kita misalnya lautan besar, agung sekali airnya, dan kita menghadap lautan, 
lautan itu mau menerima apa saja, ada macem kotoran diem aja, kita kan punya ilmu kan 
saling menghargai, bagaimana kita menghargai seseorang nah ini harus diimplementasikan 
tidak bisa nyerang, tapi ya ada yang namanya manusia itu begini, orang sangat pribadinya, 
perilakunya itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas dia dalam melakukan sujud itu yang perlu 
dicermati karn apa, kalau orang sujud hanya istilahnya 10 jam, ya artinya tiap dia sendiri 
tidak mateng, itu yang tidak ada artinya atau mungkin ga pernah bisa,  

Waktu Soeharto 
penghayat 
kepercayaan 
dinaungi sama 
golkar? 

Ya dinaungin, krn apa, karena apa, tuntunan kita jadi anggota golkar, yang namanya Sri 
Pawenang itu dulu jadi anggota Golkar, jadi itu perjuangan  

Kenapa ketika masa-
masa nikah jadi 
problem pak? 

Ya yang namanya politik jadi seperti itu jadi dipolitisir, ada dulu yang namanya aliran 
kepercayaan diakui tapi hanya untuk dihancurkan, 

Pada tahun berapa? Pada masanya Soeharto, kelihatannya dibina tapi dihancurkan, nyatanya mereka pada 
disuruh kembali ke agamanya, agama yang mana? Yang namanya Sapta Darma kan ga 
punya, tapi yang namanya Sumarah itu kan dia tidak menjalankan agamanya artinya apa itu 



kan hanya wangsit, dasar kewahyuannya itu ga ada, perorangan, jadi hanya wangsit yang 
tidak ada saksi-saksinya,nah ketika Sapto Darmo turun kana da saksi-saksinya, makanya 
apa? Ketika ada gambar Wewarah Tujuh itu ada saksinya, Nabi Muhammasd ketika anu kana 
da saksinya kan, nah it utu, yang namanya Sapta Darma bisa berkembang disitu itu tidak 
sekedar aliran kepercayaan, hanya rekaan saja, karena ada aliran kepercayaan yang sifatnya 
hanya rekaan saja, contohnya apa ohm padahal disitu, ohm opo? Karena melekat pada dirinya 
sendiri yang itu tidak bisa ditularkan pada orang lain, karena Sapta Darma itu bisa ditularkan 
ke orang lain, secara logika nalar ada, kalau yang lain itu tidak, seperti ajaran sumarah seperti 
apa saya sendiri ga tau, kita ya sebenarnya dengan agama bawaan ya biasa,  

Kalau boleh tau brp 
warga Sapta Darma 
yang sudah berani 
mengosongkan 
kolom agama di 
KTP berapa persen? 

Kalau di Jogja itu ya kira2 35% karena belum banyak, terutama yang orang sudah tua-tua. 
Angkatan saya banyak yang sudah,  

Kalau di kalangan 
muda hampir ga ada 
ya pak? 

Ga ada, karena anu memeluk agama masing-masing, yang sebaya saya banyak yang sudah, 
yang usia 50 ke atas berani tapi yang masih muda-muda ga ada 

Ga ada kendala 
dengan pelayaanan 
publik? 

Kendala apa, saya kan sebagai RW 

Bagaimana Bapak 
mengarahkan ke 
masyarakat untuk 
saling menghargai 
kepada mrka yang 
berbeda 
kepercayaan? 

Saya tidak menyinggung kesana, disini kana da Kristen, katolik, Islam, ya sudah, masalah itu 
kan sensitive sekali, misalnya begini, besok tahlilan ya, ya silahkan, jadi saya menghargai, 
misalnya begini lagi, ibu-ibu di sini kan banyak yang ikut krawitan, pak besok prei nggih do 
sami pengajian n tahlilan, ya ora popo, itu kan sesuatu yang harus kita bangunkan, di sini 
anak-anak ada bimbel juga, waktunya salat ya da salat, saya ya gitu bukan berarti harus 
ngikuti peraturan saya, wong saya hidup di lingkungan,  

Kalau dilihat-lihat 
Sapta Darma 
mengajarkan 
Bagaimana Sapta 
Darma bisa 
memenejemen 
konflik? 

Ya karena begini kita ada sesuatu yang apa, menang tanpa ngasorake nglurug tanpa bala, 
saya menang tapi tidak usah perang, menang tapi tanpa melawan, nglurug tanpa bala artinya 
kita misalnya semuanya harus dengan tidak kekerasan tapi cukup dengan bagaimana dengan 
kita begini aja kita cukup, dengan berdoalah, sujud, bertuhan supaya kita aman, itu aja sudah, 
kalau orangnya seperti ini marilah kita maaf, tidak kemudian konfrontasi gitu aja, sesama 
kitapun juga begitu, ga usah konfrontasi, lah ini secara organisatoris menjadi kelemahan 
karena apa, karena orang Sapta Darma itu dasarnya objektif aja, orang Sapta Darma itu. 
Karena itu tidak mau yang namanya sehingga mereka ya sendiko dawuh, padahal sendiko 
dawuh itu tidak benar, yang menjadi kelemahan secara organisatoris itu seperti itu. Di Sapta 
Darma itu belajar untuk menep, sebetulnya apa ajarannya itu belajar mati, artinya gitu,  

Matikan hawa nafsu Ya itu, belajar mati, sehingga ada konflik itu ya ngga kelihatan, diredam sendiri hasratnya. 
Gitu aja cukup. Akhirnya apa, secara alami nanti Tuhan sendiri yang mengatur, prinsipnya 
sepeti itu, sy melihat seperti itu, di organisasi ya seperti itu, saya sebagai orang akademik itu 
tahu, tapi apa ini memang  berlaku seperti itu. Jihadnya itu ya mungene wae , supaya dia itu 
apa dibahagiakan, kalau ada orang yang dengki ya kita mintakan pada Tuhan biar dia itu 
disadarkan ya supaya itu saja.  

Kalau semua orang 
kaya gitu damai ya 
pak? 

Damai. Tapi masalahnya manusia ada hitam ada merah itu, nah kita itu tujuan hidup sujud itu 
untuk meredakan itu, tidak menghilangkan tapi meredakan,  

Dari sekian banyak 
pemimpin itu apa 
yang bapak rasakan 

Saya kira semuanya hampir sama, ya memang begini, yang tidak anu kan sebetulnya orang 
bawah-bawahnya semua sebetulnya, jamannya Soeharto, yang di level bawah orang-
orangnya tidak melaksanakan, yang lebih bagus jamannya Gusdur, karena orang kepercayaan 



terhadap ya itu 
terhadap 
kepercayaan? 

seneng karena apa, dia kan pluralis, Konghucu aja diakui, nah kita memang begini, saya ya 
Sapta Darma itu tidak ingin diakui sebagai agama, tidak, karena apa sih perlunya, perlunya 
kan menjadi politis, perlunya dianggap sebagai agama itu apa?  

pada pasal pak Harto 
itu salah satu 
pimpinan Sapta 
Darma ikut politik 
ikut 
memperjuangkan itu 
dalam kontek apa ya 
pak? 

Ya itu anu dalam estimasi supaya  ada pemelihan hak-hak dan kewajibannya itu, misalnya 
KTP, perkawinan, kematian Perjuangan hak sipil kalau dilihat dari UU kan diakui secara 
agama, agama harus dicatat, agama statusnya juga kana pa arahnya ke sana? 

Kalau saya 
menangkap di sana 
berarti perjuangan 
pada dasarnya Sapta 
Darma pingin diakui 
kan? 

Ya, tapi justru itu malah berkembang itu loh, ketika dia dihambat malah berkembang, jadi 
kita itu ga sah khawatir, Sapta Darma itu usianya masih berapa tahun? Jumlahnya berapa sih? 
Sumbangan kepada pemerintah berapa? Belum ada? Kita ga usah nuntut banyak-banyak 
tuntutannya perkawinan, kematian itu saja sudah cukup ga masalah sudah, keinginannya ya 
seperti itu,  

Fenomena 
diskriminasi di luar, 
Sapta Darma di 
Brebes kan kematian  
dan pemakamannya 
tidak diterima  

Faktor satu itu dari apa perilaku, yang dipermasalahkan itu justru orangnya kok, saya kan 
belum tahu juga karakter orangnya belum tahu juga, kalau kamu itu hidup di lingkungan 
muslim ya harus menyatu toh, walaupun dia Sapta Darma kan begitu, mungkin dia ada 
konflik dan sebagainya kan kita ga tau, taunya kan meninggal ga boleh dimakamkan di 
makam muslim, kan kita ga tau kronologinya, saya kira tidak mungkin, tapi karena itu tadi 
tidak semua orang sudah bisa karena masih tahap belajar karena begini, terus terang di dalam 
ajaran Sapta Darma itu sendiri itu ada orang yang dalam penghayatannya ada yang modern 
ada yang ortodok, saya menggolongkan gini itu seperti NU, oh itu seperti Muhammadiyah itu 
aja, memang begini orang yang sujud itu melatih kemampuan untuk melihat sesuatu lah ini 
orang yang bisa disalahgunakan padahal itu efek samping saja, efek positif tapi tidak perlu 
kemudian disebarkan itu hanya pribadi, karena ada yang pemahamannya kurang, cara 
memahaminya itu kurang , kalau saya ga, kalau saya dasarnya apa, karena pandangan saya 
itu lebih ke akademik, modern, logika, jadi spiritual itu dilogikakan, Bapak PNSnya di apa? 
Saya mengajar di Sanata Darma, ngajarnya keungan, tapi karena apa mereka merasa percaya 
kan? Pihak Sanata Darma tidak mempermasalahkan bapak Sapta Darma? Tidak. Saya enjoy 
aja kalau ngomong dengan mereka, natalan saya ikut, kalau ada acara misa saya ikut ya ga 
masalah, namanya kita juga orang yang namanya menyembah pada Tuhan kan begitu-gitu 
toh, katolik cara seperti ini, Kristen seperti ini, ya sudah, di belakang kita ada masjid, sys ok 
diundang ke Gereja ada acara apa, saya tadi bilang di Sapta Darma sendiri ada yang 
konservatif ada yang modern, saya modern atau moderat lah, Muhammadiyah dan NU, 
Muhammadiyah ga percaya sama hal magis kan? NU kental sekali tapi bagi saya ya saya 
pelajari, karena saya ternyata juga ada, tahayul kita logikakan itu toh, karena dunianya 
memang lain,  

Kenapa di Jogja 
Sapta Darma ga 
mengalami kendala? 

Kembali ke karakter pribadi,  

Sebenarnya di Sapta 
Darma sudah 
mengajarkan kepada 
penghayatnya itu 
seperti njenengan 
dalam 
mengimplementasik

Kan ada ajarannya Wewarah Tujuh, Wewarah Tujuh itu kan pedoman hidup, Wewarah 
Tujuh kan isinya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungan 
dan hubungan manusia dengan manusia hubungan manusia dengan dirinya sendiri, nah itu 
bisa mengolahnya tidak, kalau tidak bisa ya kejadiannya seperti itu tadi (kasus Brebes). 
Tugasnya tuntunan itu harus memberikan pencerahan itu tadi nah, namun di Sapta Darma 
sendiri untuk pemikir-pemikir yang sifatnya itu akademis, nalar itu tidak banyak, daerah sana 
kan konservatif, tapi sebagian besar ke konservatifnya kalau saya melihat, karena apa karena 



an? taat pada ajaran itu, kalau saya kan tak cerna karena manusia kan punya pikir, budi, nafsu 
budi pakarti, juga menggunakan rasa juga, orang kalau hanya dengan rasa saja kan ga cukup, 
karena tingkat pendidikannya yang kurang, dia lugu, bukannya dia tidak ada karena lugu, 
disuruh urunan ya uranan mbayar saya ga pernah mempermasalahkan yang lain-lain karena 
apa punya prinsip sapa gawe nanggungg, manusia tidak berhak menghukum, yang 
menghukum ya Tuhan, kita serahkan saja, itu suatu hal perkara yang namanya konflik pasti 
ada, sehingga konflik tidak kelihatan  

Jadi apa di 
PERSADA 

Saya kebetulan ditunjuk sebagai ketua PERSADA DIY, tapi juga ga ada aktivitas, karena apa 
kita mau mengadakan aktivitas, orang-orangnya sudah tua seperti itu, ya sujud ya sujud,  

Cerita tentang kasus 
Pereng Kembang 

Waktu kan yang diserang Pereng Kembang Gamping, yang namanya Bambang Tedi ketua 
FPI jogja istrinya kan orang daerah Gamping, lah memang inikan yang mempunyai Sanggar 
kan yang saudara sama lurahnya itu, padahal yang dianu dia yang dukung juga, tapi yak 
arena di kelompok FPI sendiri orangnya kan macem-macem, wong orang FPI yang pernah 
sujud juga ada, saya juga heran, karena pengaruh dari luar, karena dananya dari mana kan? 
Ketika mau masuk Surokarsan ga bisa, karena masyarakat, makanya gini Sanggar itu kan 
kalau di masyarakat, saya dengan kampong-kampung saya banyak yang kenal dengan 
Surokarsan itu, banyak yang kenal banyak sekali, hubungan masyarakat dan sanggar itu baik, 
ya ini yang harus dibina terus ya itu, kalau ga seperti itu siapa lagi ya itu ada di kampung ya 
tanggung jawabnya kampung, kampung dah siap semua itu, karena kita dengan orang 
kampung baik 

 Lah itu kan begini yang namanya Bu Sri Pawenang kan orangnya kampung kan perannya 
menjadi bagus menjadi RW. ya makanya namanya Indobaskoro itu hati yang melaksanakan, 
tapi kan orang juga orang tingkat kemampuannya jadi tadi kalau di Sapta Darma itu ada 
begini ketika Sapta Darma wah saya jadi paranormal ada yang seperti itu kalau saya ngga, 
bagi saya tujuan saya itu apa tujuan saya itu ingin tentram saja, semuanya tujuannya kesitu 
tapi ternyata motiv ke Sapta Darma kan banyak, cari makan susah.  

Bapak sudah 
menjadi pimpinan 
PERSADA berapa 
tahun? 

2 periode, tapi saya sebenarnya kan tidak ingin, tapi terpaksa mau, saya berjuang tapi jabatan 
ga ingin,  

 Pak Baroto jadi DPR jadi saya ditunjuk menggantikan. Dia dari fraksi Golkar, sekarang dah 
ga lagi. Saya ga pernah ikut sana (Surokarsan) karena wilayah saya kan DIY nya, di sana 
(Surokarsan) Tuntunanya pak Saekun, kepala RT pak Broto, kalau saya pimpinan untuk 
Propinsi tapi pimpinan organisasinya bukan pimpinan agamanya, kalau pimpinan agamanya 
itu pak Supriyadi di Pereng Kembang,  saya sudah memprediksi kalau Sapta Darma ada 
sekte-sekte saya sudah mulai mengamati ada gejala sekte seperti ini, orang ada NU ada Islam 
tidak mempermasalahkan toh?  

Sapta Darma 
tersebar dimana? 

Di 5 kabupaten ada (Yogyakarta) kalau di pusat namanya Sanggar Candi Sapta Rengga, 
kalau di tempat lain namanya Sanggar candi Sapta Busana, tempat kebaktiannya masih nunut 
belum punya tempat sendiri 

 Bagi saya kan begini tempat saya sering digunakan untuk kebaktian, memang harus ada ijin, 
tapi masa ya , kalau sudah baik dengan masyarakat bagus kan ga masalah, coba misalkan 
saya ga baik ya ga boleh, ya akhirnya kan sangat universal juga harusnya kan ya itu,  

Posisi Negara sendiri 
dalam mengayomi 
aliran kepercayaan 
sudah berapa besar 
apakah tidak ada? 

Ada, adanya peraturan-peraturan kan karena ada fakta dilapangan, kewajiban kita sama kan 
kita sama-sama membayar pajak kenapa hanya dia yang dilindungi kita hanya nuntut itu aja, 
memang begini kalau mulai sekarang sudah mulai ada angin segar untuk.  

 Liftservise, abang-bang lambe, tapi ketika pada tahap pelaksanaan itu sudah politis sekali, 
apalagi mada masa mentri alam purwanegara itu.  



Pada masa Gusdur 
mendapat angin 
segar? 

Ya angin segar,  

 Pak Mukti Ali malah bagus itu,  
Pada masa Megawati 
dan SBY 

Ya mulai lagi  

 Mungkin kalau presidenya ga masalah tapi pada level departemen kementrian sudah politis 
sekali, karena kalau Sapta Darma dilepas perkembangannya luar biasa, ini kan menjadi 
karena ada orang kehilangan dibendung supaya tidak meluas, nanti jadi politik itu tasi nanti 
muslim tidak menjadi 99% sekarang kan sudah turun kan? Ya Silahkan   

Kalau dari segi 
organisasi kan ada 
sedikit kekecewaan 
terhadap pemerintah 
yang terkesan, 
(menjawab sebagai 
ketua organisasi 
PERSADA DIY 
bukan individu) 

Kebanyakan itu kita untuk mengaku eksistensi kita tidak pernah minta artinya begini kita itu 
kan sangat-sangat jumlahnya kan kalau disbanding dengan agama lain tidak terlalu banyak, 
kita juga menyadari kok sumbangan kita apa untuk negara? Nanti kalau sudah ada 
sumbangananya lah,artinya apa, menang itu tanpa mengalahkan prinsipnya itu, saya juga 
heran fenomena yang ada ya seperti ini tapi apa ini loh kita begini ketika ada masalah dengan 
Sapta Darma kita ngomong, sering tidak diperhatikan kan ya udah kita ngajak duduk 
bersama untuk apa,  

Pentingnya tentang 
kapan ya diakui 
menjadi agama  

Tidak, saya tidak ingin kesana ya, yang namanya agamanya itu yang menyebutkan bukan 
dari tuntutan tapi masyarakat yang menyebut dan kemudian ternyata pengertian agama hanya 
dengan SK presiden, bagi saya kalau tidak diakui negara ya ga masalah, yang penting sudah 
diakui sama Tuhan, yang penting bukan istilahnya aliran keprcayaan, dulu kan sudah diakui 
sebagai agama tapi kemudian tidak boleh. Dalam buku-bukunya itu agama Sapta Darma dulu 
itu tahun 52-60an itu agama Sapta Darma, tapi kan kemudian ga boleh karena apa, nah ini 
karena apa kriteria agama harus punya kitab suci, itu kan agama samawi ada nah itu, nah 
sekarang coba yang namanya Konghucu kan ajaran moral itu kan? Kok bisa? Ya karena apa 
sebetulnya kan semua agama mengajarkan moral sebetulnya begitu, nah coba di semua 
agama. Itu kan sebetulnya pada waktu dulu kan? Sekarang pada perkembangan yang lebih 
maju lagi pasti akan terkikis ga masalah yang itu tadi  

Ajaran dari 
pimpinan-pimpinan 
tidak ada sedikitpun  
tidak mengarah ke 
Tuntutan? 

Mendatangi kementrian kok saya melihat belum pernah, tapi saya pernah minta sumbangan 
ke mentri waktu itu mentrinya pak Saparjo, minta sumbangan pak di tempat saya ada munas 
remaja, dulu mudah waktu jaman remaja,  

Bapak asli Jogja? Ya, saya jadi Sapta Darma itu ketika saya mau ujian di SMEA mau ujian, ujian sangat 
terganggu cewe pie ya ngilangke, kemudian ayah saya kerja di magelang ada masalah 
keluarga lalu  mendapatkan Sapta Darma itu kemudian saya cari, wah saya seneng waktu 
muda  

Menang tanpa 
mengalahkan? 
Ajaran orang jawa 
apa Sapta Darma? 

Itu ajaran jawa juga kan nglurug tanpa bala menang tanpa ngasorake itu kan masalah jawa 
tapi bagaimana caranya itu loh jangan kemudian menang tanpa ngasorake dengan ilmu 
hitam ga begitu, tapi dengan cara apa kita minta pada Tuhan, minta petunjuk supaya 
bagaimana-bagaimana karena begini, ketika kita. Di Sapta Darma ternyata belajar mati. 
Ketika kita belajar mati kan kita sudah ada di alam sana, ketika kita di alam sana kita 
mendapat sesuatu, lah ini bedanya itu itu, ini ajaran Islam ya, ketika nabi Muhammad Isro 
Mi’roj, Isro itu malam Mi’raj itu pergi saja dari haji,  Isro itu malam, Mi’raj itu pergi, pergi 
pada waktu malam dengan mengendarai burak, burak itu adalah badannya itu kuda, 
kepalanya manusia, manusia sebenarnya ininya (menunjuk ke bagian tubuh) kudanya 
makanannya tumbuhan, yang dikatakan manusia itu yang mana, yang ini aja (menunjuk 
kepala) waktu itu kan Nabi Muhammad harus dibersihkan ketemu Tuhan, dan menggunakan 



kendaraan itu, sagebyaring katit, bret nah itu kalau diajarin kami namanya rajut, nah kita bisa 
ketemu Tuhan dengan caranya seperti itu membersihkan diri tidak sekedar ini ga, tapi apa 
tabiat-tabiat kita, kotoran-kotoran kita dihilangkan dari nafsu merah dan hitam harus kita 
kendalikan, ternyata belajar mati, orang ketemu Tuhan itu belajar mati, ajaran Islam betul, 
hanya yang bisa kan Nabi Muhammad tapi yang lain bisa ga? Harusnya yang lainnya juga 
bisa, nah ketemunya itu pak Haji itu di sini,  

 Sapta Darma itu begini ketika perilakunya menyimpang itu kelihatan ketika sujud untuk 
kepentingan materi itu ada yang seperti itu, orang-orang yang semacam itu mudah kandas, 
yang mementingkan materi bakal kandas, orang Sapta Darma ora bakal sugih, bagi saya 
Allah yang Maha Agung, bagaimana orang menjadi sabar, menerima apa adanya, saya ga 
pernah meminta pada Tuhan rejeki, rejeki itu adalah harus dari keringat kita dan yang 
memberi itu ikhlas, kalau saya tidak belajar yang muncul itu merah hitam saya korupsi tidak 
bisa mengendalikan diri. 

Bapak sering 
mengadakan 
kegiatan apa yang 
melibatkan 
masyarakat sekitar? 

Oh ya, jadi misalnya ada acara wayangan ya penduduk kita undang aja, ya yang namanya 
kita hidup dilingkungan ya ga bisa kita melupakan itu, yang namanya wewarah tujuh itu 
tidak dibuat tafsiran seperti pancasila, Wewarah Tujuh itu di Sapta Darma bisa dilaksanakan 
apabila sudah bisa dilaksanakan seandainya orangnya itu sujudnya benar-benar dan tidak bisa 
satupun orang bisa melaksanakan itu karena sifat manusia, jadi kesempurnaan adalah tujuan 
dan tidak akan tercapai.  

 Ada warga Solo anak SMP dia tidak mau mempelajari agama lain kecuali Sapta Darma, Saya 
pernah nyusun silabus, sebetulnya gini anak-anak Sapta Darma juga harus mendapat hak 
yang sama dengan yang lain juga, saya sering dapat telpon dari orang tua yang dari daerah 
pati sana, anak saya gimana ya pak kalau pendidikannya Sapta Darma, sekarang gini aja, 
putramu ikut agama yang ada aja, tapi ada satu anak dari Solo itu tidak mau agama yang lain, 
jadi harus Sapta Darma, yaitu pantangan, tapi juga kita dilevel kebijakan juga bingung, 
karena ya sering malah yang sering disuruh ngajar, tapi kan kompetensinya kan menjadinya 
tidak ada, kompetensi menjadi guru, ya menjadi keresahan juga, ini yang perlu dilayani, 
karena apa, belum ada yang menyusun itu, saya pernah dulu menyusu dengan orang-orang 
solo menyusun membuat suatu kurikulum tapi ya semampu saya, yang namanya kurikulum 
silabus ya susah,  

Belum sampai gol Belum, jadi silahkan mengikuti agama yang ada 
Untuk menjaga 
eksistensi Sapta 
Darma itu seperti 
apa? 

Agama kan sebagai mata pelajaran bukan penghayatan, gpp itu itu, karena belum terlayani , 
toh bagi saya sama saja toh, hanya bedanya jadi awam, dulu kan saya juga gitu, kalaukan 
juga  saya  gitu, karena kanisius dekat dengan kampus saya, ya ora popo nek Katolik, 
pelajaran tapi akhirnya jadi penghayatan ya ga masalah, jadi sing mbarep Kristen, dua tiga 
Katolik, tapi dia tidak pernah meninggalkan sujud, jadi rangkep, nanti kalau Sapta Darma 
jadi agama malah jadi susah kan? Yang penting bagi saya itu orang mau melakukan sujud 
saja, dulu saya itu solat juga, setelah solat saya tapi kan saya tidak membedakan,  

 Saya belajar Islam sampai sekolah lanjutan, terus masuk Sapta Darma merasa lebih tenang 
itu saja, bagi saya agama itu ajaran moral,  

 



Transkrib Wawancara 
 
Tanggal : 8/ 05/2015  Pukul : 12.45 
Informan : Mba Dewi 
Tempat  : Candi Sapta Rengga  
 

Pertanyaan Jawaban 
Mba Dwi aslinya 
mana? 

Magelang, S1 di UNS, S2 di UGM, di manajemen, di penerbitan sebagai akunting, 
Yasrad sebagai bendahara 

Sejak kapan masuk 
Sapta Darma? 

Kalau saya dari bawaan orang tua, dari bapak, bapak Tuntunan, kalau dari ibu dulu 
latar belakangnya muslim cuma waktu menikah ikut bapak saya belajar Sapta Darma 
otomatis dari kecil 

 Kalau di Magelang kota itu banyak, s#anggarya juga ada, cuma kita belum ada yang 
permanen, ini baru dibangun di Mojan 

Ada kendala untuk 
mendirikan Sanggar? 

Ga ada, sekarang kan saya ikut suami di kabupaten Kendal, di sana lebih banyak yang 
aktiv dan Sanggarnya banyak yang permanen 

Kenapa di Magelang 
blm ada sanggar yang 
permanen? 

Tergantung dari Tuntunan komunikasi pengabdian juga ya, kalau kita sanggaran kan 
rutin komunikasi, kalau di sana itu masih kurang, masih menggantungkan pada 
Tuntunan, kebetulan Tuntunan sedang gerah jadi pasang surut,  

Nikah? Nikah secara Sapta Darma tahun 2010 di Kabupaten Magelang 
Bisa dicatatkan di 
catatan sipil 

bisa 

 Menjadi dosen ga ada kendala, saya dosen tidak tetap ga setiap hari masuk, apa 
adanya juga si di KTP kosong, secara normal dosennya harus Kristen, saya ga 
melamar menjadi dosen tetap karena ada kegiatan lain 

Selama mba dwi 
menjadi Sapta Darma 
pernah mengalami 
diskriminasi? 

Kalau waktu sekolah, dulu kan kita kan belum  ada kurikulum jadi pendidikan kita 
masih  ikut agama, jadi dulu saya secara pendidikan muslim kan   dulu orang tua kan 
muslim kita lumayan tahu dan pendidikan ga keteteranlah bisa mengikuti 

 Temen-temen lingkungan mungkin tidak secara luas tahu kalau Sapta Darma waktu 
itu, dan hanya lingkungan tertentu dan tidak ada diskriminasi, tapi mungkin nyuwun 
sewu ya karena temen-temen muslim kan mayoritas karena sayang sama saya itu ini 
aja kadang juga gitu, tapi cuman tidak ada yang diskriminasi 

Satyawacana tahu Mba 
Dwi Sapta Darma? 

Ya tahu, saya Sapta Darma 

Kurikulum? Kita memang sudah lama menginginkannya banyak warga, kok kita tidak sesuai kita 
pinginnya kan apa yang kita laksanakan, saya pinginnya juga sesuai, banyak warga 
yang menginginkannya seperti itu, Cuma kalau di sekolah ada yang memaklumi ada 
yang ngga ngijinkan. Ada yang mengijinkan gpp kalau gitu soal boleh dari 
Tuntunannya jadi nda harus ikut agama salah satu, ada sekolah yang kaya gitu ada 
yang tidak. Ada juga  ya  karena memang secara legal formal kita belum ini ya kita 
masuk salah satu agama ini hanya kita pingin ada, kita memang ada. Kebetulan 
kemarin KEMENDIKBUD ke sini, ada kabar baik Jawa Timur sedang 
mempersiapkan kurikulum karena mereka sudah pernah uji cobakan di sana, kemarin 
saran dari KEMENDIKBUD segera saja untuk audien Dengan Mentrinya atau 
langsung ke Presiden. Kesepakatan untuk membuat kurikulum. Dalam kesepakatan 
rapat PERSADA kemarin pada tahun ini, segera untuk menyampaikan kepada 
KEMENDIKBUD untuk mengajukan kurikulum.  

 



Transkrib Wawancara 
 
Tanggal : 28/ 04/2015    
Informan : Bapak Servas  
Tempat  : Candi Sapta Rengga  
 

Pertanyaan Jawaban 
 Kami memang berada posisi di depan kami memperjuangkan semuanya, kalau hanya diri kami 

bagi kami saat ini sudah cukup. Meskipun sana sini ada yang belum diberi kebebasan seperti 
mendirikan sanggar, ya lingkunganlah kita berdiri di tengah-tengah mayoritas, mungkin warga 
sekeliling udah tau udah biasa tapi mereka yang baru ga tau akhirnya memprofokasi dan 
datangnya melalu MUI. Dan biasanya yang datang itu petingginya jadi bukan warganya 
sekitar, biasanya dari MUI dulu mengatasnamakan warga.  

 Tapi rata-rata kami tidak pernah melawan,  
 Diskriminasi itu terjadi tergantung pada pemimpinnya, tiap daerah itu dengan polanya sendiri-

sendiri itu tergantung pemimpinnya, kalau ada acara Sapta Darma beliau-beliau datang 
(Bupati, Walikota),  

Jogja aman? Aman-aman 
Kalau di daerah 
lain mana? 

Jawa Timur, Jawa Tengah kasus Brebes pemakaman, kalau di luar Jawa di Lampung itu 
pendirian Sanggar, ada fatwa MUI Kecamatan tidak diperkenankan untuk mendirikan Sanggar 

 Kalau dulu walikotanya dulu Lampung, kalau dipetakan, sana kan mulai perkembangan daerah 
baru jadi mulai tumbuh pemakaran sehingga beda-beda, sebelumnya ga ada masalah,  

Respon Sapta 
Darma terkait 
dengan 
pengosongan 
kolom agama? 

Secara jujur kita pernah mewacanakan, baru muncul itu sebenarnya pendapat pribadi belum 
merupakan kelembagaan, kami memang merasa bahwa kalau jujur ga boleh dikosongkan, 
sebetulnya ada pro kontra, kalau dikosongkan nanti orang bisa mengklaim aliran sesat, karena 
ga ada namanya itu kegiatan apa, kalau itu tertulis agama dan kepercayaan orang tau oh orang 
kepercayaan, kalau dikosongkan orang bisa itu aliran apa, kita ga punya identitas, sebenarnya 
ada keuntungan dan keburukan juga, yang kami harapkan sebetulnya hingga sekarang kan 
komitmen Negaranya, konsisten ga? Dengan kosong itu, menjamin ga? Kalau udah kosong 
berarti kita ga bisa kan tikdak bisa lagi dikatakan agama loh, tidak bisa ritual tertentu kegiatan 
tertentu, kalau kita berhadpan itu kegiatan apa, kalau kami malah tambah buruk kalau 
kacamatanya sekarang ini tertulis aja orang bisa rebut apalagi tidak tertulis, orang bisa bunuh-
bunuhan nanti, kalau ada jaminan dari Negara ini ga masalah kami juga seneng kami menuntut 
hak kami, kami juga beragama, itu untung ruginya seperti itu,  
 

Sapta Darma 
condong 
kemana? 

Condongnya ya sebetulnya kita minta jaminan dari Negara ini, bukan masalah identitas, 
identitas tidak penting, kalau sudah ada jaminan dari pemerintah sebenarnya sudah selese. Jadi 
penekanan kami bukan di identitasnya tapi jaminan Negara ini hak-hak kewarganegaraannya, 
kalau identitas dikosongkan seolah-olah menyenangkan orang kepercayaan, sebenarnya orang 
kepercayaan kan pilihannya ada dua, kosong atau ada namanya, tapi kecendrungan kosong bisa 
aparat kecamatan kota, capilsenenge kosong wae memang ada beberapa yang meminta kosong 
dari pada disuruh menjelaskan Sapta Darma itu apa ndadak di audien dulu di sidang dulu, kalau 
kosong pilihannya ada dua orang ini beragama atau tidak, ini tidak menyenangkan semua, kami 
telah mendengar apa yang disampaikan pak Tjahyo Kumolo ketir-ketir juga, kalau aku secara 
pribadi tetap aja dilibatkan, kita Negara pancasila, UU kita sudah jelas, UUD KITA aja sudah 
ada ketentuannya agama dan kepercayaan, kalau kami kecendrungannya sebenarnya tidak 
setuju kalau kolom agama itu dikosongkan,  

Ditulis aja Sapta 
Darma? 

Sebenarnya itu yang lebih kami tekankan seperti itu, tapi kami yang jadi masalah begini, kalau 
kami hanya meminta untuk  Sapta Darma saja terus nanti  kepercayaan yang lain bagaimana, 



kami yakin Negara ga akan membiarkan seperti itu, nanti kalau ada kelompok kepercayaan 
yang cuman mungkin 5 orang 10 orang boleh gag? Karena peraturannya kan juga belum ada, 
kami lebih cenderung ya untuk semuanya tidak hanya kami selamatke Sapta Darma itu 
makanya tadi hubungan kami dengan yang lain seperti itu makanya kami memperkarsai 
sekarang dibentuknya wadah tunggal itu, majlis luhur, kita menghimpun jadi di majlis luhur itu 
tidak hanya orang kepercayaan saja tapi termasuk unsur-unsur adat juga masuk disitu. Karena 
kan sampai saat ini kalau banyak sekali unsur-unsur adat ini yang temanya budaya itu itu 
dibenturkan dengan agama, sehingga disebut syirik kegiatan budaya itu, ritual-ritual budaya itu 
dianggap syirik. Melalui kementrian kebudayaan masuk dalam majlis tunggal, BOK, HPK 
lebur jadi Wadah Tunggal sehingga pemerintah hanya mengakui satu itu, melalui sarasehan 
Oktober kemarin, kalau Jogja itu Februari kemarin, kami ga bisa berjuang sendiri kami juga 
harus menggandeng yang lainnya. Pertanyaan dari pemerintah kadang-kadang berapa sih 
jumlah warganya? 

 Kalau kita berhadapan dengan pemerintah kadang-kadang kalau kita bisa masuk program 
pemerintah kan yang ditanya kuantitas, misalnya program pembinaan, pemerintah mau 
memberi sebenarnya ada dana yang bisa diberi karena kita punya hak yang sama karena orang 
kepercayaan punya hak yang sama seperti orang beragama lembaga-lembaga agama kalau 
kami dianggap jumlah yang terlalu kecil pada kelompok tertentu tidak bisa mengakses dana itu 

 Kami tidak pernah menerima apapun dari pemerintah, kecuali bulan kemarin Desember, kami 
mendapat bantuan seperangkat alat gamelan senilai 50 juta, dari BPNB.  

Perkembangan 
Sapta Darma di 
jogja  

Kota Jogja menurun, bantul malah meningkat, Sleman tidak ada perubahan, Kulonprogo dan 
Gunung Kidul menurun kalau dilihat kuantitas, kami disini dikenal dengan warga aktiv dan 
pasif, prosentasi itu diambil dari warga yang aktiv, kalau yang tidak aktiv itu banyak, termasuk 
mereka2 yang pasiv kan datanya jadi ga valid, Gunung Kidul itu banyak.  

 Di daerah jarang ada penyerangan kaya gitu, kami lagi meneliti knp pendirian Sanggar menjadi 
persoalan sedangkan lingkungan baik, sebetulnya masalah apa, (yang di Lampung) yang di 
Jawa Timur juga gitu, akhirnya penyelesaian lewat Gusdurian, NU akhirnya ketemu ya 
masalah iri, masalah ga seneng, ya masalah ekonomi pemicunya, lewat PERSADA sudah 
banyak buat advokasi ke daerah-daerah 

Kapan masuk 
Sapta Darma? 

2010 

Kok Bisa? Say dulu emang seneng, saya suka datangi kejawen, saya cuman pingin ngerti, kalau saya 
boleh jujur banyak hal yang bertentangan dengan agama. Saya yang ga seneng itu saya jadi 
beban melakukan itu, bukannya diberi kebebasan, tapi saya seneng, saya tidak pernah masuk 
dalam bagian itu, suatu ketika saya kenal temen dari Malang, mereka sering ngirim tenaga ke 
Irian, penyuluhan-penyuluhan apa atau ketrampilan IO nya mereka, orangnya kok baik, 
bicaranya kok, setelah lama kok ga pernah solat, saya sujud e pak, kalau saya jelaskan pasti ga 
percaya, saja ajak aja, saya diajak ke wagean. 

 Saya juga di katolik jadi pengurus Gereja 
Tidak 
dipermasalahkan 

Tidak, karena mereka melihatnya budaya, ya boleh belajar akulturasi budaya, bedanya disitu, 
saya lakukan dengan enjoy, malah saat-saat tertentu kita butuh ketenangan juga, kalau saya 
sedang suntuk saya ke Sanggar saya sujud. Intinya itu meditasi, kita kosongkan berilah 
kesempatan, saya baca buku juga berilah kesempatan tubuh kita minimal ½ jam untuk kosong, 
setelah itu kita enjoy masalah apapun seperti tidak ada masalah, saya bersyukur sampai saat ini. 
Ga pernah berpikiran ini meskipun saya tidak punya uang anak saya besok mau sekolah, saya 
ga pernah mikir, saya ga pernah takut, setelah ikut khawatir Sapta Darma. 

Sebelumnya? Gimana ga takut besok anak sekolah, ujian kartu sudah dikasih belum bayar spp itu gimana, 
tapi saya percaya setiap detik menit jam itu berubah, dan kita tidak tau datangnya dari mana ya 
pasrah aja, doa dimana-mana kalau kita ga pasrah ya ga ada ceritanya  hukumya datang, 
keluarga saya mertua saya adek-adek saya semua solat mba kami mendukung, ponakan saya 



ikut sini jadi lebih baik, dan solatnya ketat lima waktu karena disitu intinya gambling mental 
anak itu disitu, kalau kita kumpulan tuh ga sah bicara tentang agama, ya kita bicara tetang 
kehidupan ini, karena iman itu agama kita itu ada dalam  diri kita sendiri seniri, keluarga saya 
ga ada pertentangan, kami lakukan dengan enjoy,  jujur seltelah saya ikut sini saya tidak takut 
hidup, saya ga punya uangpun, betul-betul sampai sekarang akhirnya kan keluarga saya 
percaya, anak-anak saya minta mereka belajar, karena disini ini belajar mengolah otak tengah, 
orang bisa melakukan apasaja itu dengan otak tengah. 

 Sujud itu kan sama dengan perilaku kita, makanya kadang-kadang kita belum bisa sujud 
langsung bisa sujud, kalau perilaku kita tetep ga bisa ini ya kita tetep sujud ya ga nyampai-
nyampai sama dengan ponakan saya yang solat, kamu ga solat bener-bener ya ga tekan saya 
bilang gitu, jangan salah loh kalau kamu solat ditekuni betul ilmunya luar biasa, semua itu 
sama ga ada yang beda tinggal orangnya mau ga melakukan seperti itu, dari 24 jam ini kamu 
sediakan waktu minimal 1 jam saja, sekali saja kamu lakukan dengan bener, makanya sini kan 
diajari sekali saja sujud lebih boleh saya tidak akan mengganggu waktumu atau supaya bisa 
kelihatan jadi orang alim, percuma kan ngapusi diri kita sendiri kan, tapi sekali saja kita 
lakukan sujud 

Kalau sujud 
tidak di sanggar 
boleh? 

Boleh, Cuma pengecualian kalau kita kenapa di sini sebenarnya kalau kita sujud itu 
seebenarnya kita menguasai aura positif kita di lingkungan kita ini, secara gaib istilahnya 
secara gaib kita harus kalahkan di sekeliling kita, mungkin di ruangan kita tok gpp tapi di 
sekeliling kita tangga-tangga kita, hotel, bukannya ga boleh, boleh, kedua, dengan 
melaksanakan sujud di sini supaya misalnya sama kita menumbuk padi gesekan antara gabah 
itu kan bisa cepet terkupas menjadi beras karena banyak dengan beberapa orang kita 
menciptakan aura positif kita lebih cepat, kalau kita di rumah kan harus kita sendiri yang 
menciptakan aura positif sedangkan jangkauan sujud kan minimal 100 m utara selatan timur 
barat. Kalau kita banyak orang untuk menjangkau 100 m kan ga perlu tenaga banyak untuk 
mencapai situasi, itu baru luarnya, belum diri kita sendiri, baru merem pikirannya udah 
kemana-mana mikir pekerjaan belum rampung, dll 

Doa sujud gmn? Bungkukan pertama kedua ketiga itu ada, Cuma sebutannya kan kita belum mencapai itu kan 
kita menyebut asma Allah, Allah yang Maha Agung maha Rahim Maha adil, kita menyembah 
dulu, kia menyampaikan kepada yang Maha Kuasa kita menyembah Yang Maha Kuasa, yang 
maha sucinya itu mau sowan kepada Yang Maha Kuasa, terus kita minta ampun, kita mau 
nyembah mungkin kan banyak dosanya kita mohon ampun, biar sujud kita diterima kita harus 
menyakatan kalau kita bertobat, baru setelah itu boleh melakukan apa saja. Itu intinya itu, itu 
intinya itu, kalau kita punya simpanan itu ga boleh istilahnya jimat, kalau ada yang memasang 
susuk itu juga ga boleh, karena ajaran ini murni kita hanya percaya pada Yang Maha Kuasa 
bukan yang lain, ga boleh kalau kita percaya yang Maha kuasa kita masih percaya yang lain 
kita ga akan nyampai. 

Sapta Darma 
berbenturan 
tidak sama 
kepercayaan 
bapak di 
Katolik,  

Sebetulnya ga ada masalah, sebetulnya Trinitas itu lambing hampir sama dengan asma yang 
tiga itu asma Allah itu, terus kemudian diberipemahaman seperti keluarga, roh kudus itu kan 
Maha Adil, malah saya jadi tahu “rohani” justru saya belajar dari sini, apa si rahasia rohaninya 
Yesus seperti apa, intinya kalau boleh jujur sebetulnya saya belajar di sini ini belajar rohaninya 
Yesus, bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan,  

Tidak hanya 
fokus Sapta 
Darma tapi dua-
duanya? 

Ya saya jalani karena kalau saya merasa bgini misalnya kalau di sana simbolis tadi tapi inti 
rohani ada di sini, kalau dijelaskan pa itu salib, tingkat level yang bisa menjelaskan rohani kan 
Romo-Romo yang pendidikannya tinggi.  

 



Transkrib Wawancara 
 
Informan : Pak RT 
Tempat   : Rumah Pak RT Surokarsan RW 06 RT 21 
Tanggal  : 16 Juni 2015 

Pertanyaan Jawaban 
Berapa jiwa? 400 Jiwa 
Dari suku apa? Kebanyakan jawa, asli Jogja, pendatang dari 

Wonosobo, Temanggung, Wonosari, Solo, jadi 
macem-macem.  Cuma yang dari luar warga saya 
itu ada satu Bani Amin, yaitu dari Sumatra, dapat 
orang sini.  

Bgmana pandangan bapak tentang Sapta Darma? Secara pribadi keberadaan Sapta Darma itu bukan 
masalah bagi saya karena memang Sapta Darma 
tidak pernah istilahnya bikin onar atau apa di sini, 
secara kepengurusan selama ini toleransi istilahnya 
jadi apa ya, toleransi, kita bisa bekerja sama tanpa 
ada gesekan antara kampung dengan Sapta Darma 

 Hubungannya sangat baik, seandainya kita ada 
kegitan dipersilahkan memakai gedung Sapta 
Darma 

Untuk masyarakat sini? Ya terutama rt 21 rw 6 
Misalkan buat apa aja? Malam tirakatan, syawalan kita pernah pinjem 

karena kit ga ada tempat,  
Warga RT 21 ada yang jadi penghayat Sapta 
Darma? 

Dari sini ga ada, setahu  saya warga Surokarsan itu 
hanya ada satu warga Sapta Darma itu dari RW 04 
dan itupun saya sendiri saya tidak tahu, dia dulu 
mengurusi kateringnya  

Tidak ada isu warga dimasukan ke Sapta Darma? Tidak ada 
 10 hari yang lalu ada warga saya yang meninggal. 

Sapta Darma ada yang melayat, lantas kebutuhan  
kita misalnya peminjaman kursi, gelas, piring itu 
dipersilahkan dan gratis, pemilu, Pilkada itu kita 
pakai tempat itu. Karena memang yang paling luas 
dia 

Mayoritas agama apa? Islam 
 Toleransi sangat tinggi, ada warga saya satu yang 

Nasrani, dan selalu aktif dalam perkumpulan RT 
setiap dia mau bicara pasti mengucapkan salam 
mba, assalamu’alaikum pasti itu. 

 

 



Transkrib Wawancara 
 
Tanggal : 13/ 03/2015  Pukul : 14.43 
Informan : Bapak Broto 
Tempat  : Sanggar PERSADA 
Daftar Singkatan : bpk (BOPO HARJO SAPURO) 
  
 

Pertanyaan Jawaban 
………(Penjelasan 
Sapta Darma) 

Kepercayaan di Indonesia terdiri dari tiga, kerohanian, kebatinan, dan kejiwaan. Nah Sapta 
Darma ini masuk dalam kerohanian, jadi yang digeluti setiap hari adalah rohani untuk 
pembersihan diri, Sapta Darma ada itu melalui BOPO HARJO SAPURO (bpk) yang 
bertempat tinggal di pare Kediri namanya harjo pada tgl 27 desember 1952, sehari 
sebelumnya bpk tidak bisa tenang bingung gelisah terus sampai malm hari pada wktu 
didesanya ada acara kondangan, gelisah itu tdk bisa hilang justru semakin menjadi, akhirnya 
pulang sampai rumah menggelar tikar tiduran disitu kegelisahan semakin memuncak akhirnya 
jam satu dini hari  27 des 1952, bpk digerakkan badannya bangun menghadap ke timur dengan 
tiba-tiba tidak bisa dikendalikan duduk bersila dengan mengeluarkan ucapan ucapan yang 
bagi bpk itu merasa dia itu teriak-teriak “Allah Yang Maha Agung, Allah Yang maha Rohim, 
Allah Yang Maha Agung” kemudian disujudkan “yang maha sujud yang maha kuasa, yang 
maha sujud yang maha kuasa, yang maha sujud yang maha kuasa” sampai tiga kali, bangun 
lagi  kemudian bungkuk kembali, pada waktu bungkuk itu mengucapkan sampai tiga kali 
“kesalahan yang maho suci nyuwun ngapura yang maha kuasa” tiga kali kemudian tegak 
kembali dan dibungkukan lagi yg terakhir “yang mahah suci mertobat yang maha kuasa” itu 
akhirnya dari awal terulang terus sampai jam tiga pagii. keadaan dirumah sunyi terus istri 
bopo dibangunkan dalam bahasa indonesianya dengar aku teriak-teriak, nggak ngak dengar 
suara apapa perasaannya teriak-teriak, kemudian bapak perasaannya “ko seperti ini” kemudian 
datang ketempat temannya yang dianggap tau soal gaib, bopo berrcerita kepada temannya yg 
tau hal itu akhirnya  temannya tidak percaya, karena tidak percayanya akhirnya digerakkan 
seperti pada waktu dini hari tadi jam satu, akhirnya baru percaya “ada apa yah” datang lagi 
ketempat teman-temanya akhirnya lima orang semuanya digerakan tidak bisa dikendalikan, 
nah akhirnya bpk tidak berani sendiri selalu berkumpul sama teman-temannya tadi, akhirnya 
tanggal 12 juli 1952 pada waktu itu pada duduk-duduk ada meja ditengahnya dengan tiba-tiba 
muncul gambar, seperti slide tiba-tiba muncul tidak tau dari mana tiba-tiba ga ada dan muncul 
lagi seperti lambang itu dibahwah persis ada tulisan jawa, gambarnya itu semar dengan ada 
garis hitam merah kuning putih. Terus akhirnya gambar itu hilang sekecap terus pada bertanya 
gambar apa itu, muncul lagi langsung terang “piye? Podo digambar” mencari alat selesai 
digambar, kemudian hlang muncul lagi didinding rumah bpk hingga diluar, akhirnya tetangga-
tetangga kampung itu pada melihat dan mengatakan “umahnya bpk itu digambari apa?” 
kemudian gambar itu hilang “ko nggak ada apa ini? Akhirnya pada waktu itu di samping 
munculnya gambar itu ada tulisan dengan bahasa jawa…, yang, akhirnya baru tau apa yg 
dilakukan pada waktu itu ternyata adalah ajaran Sapta Darama. sapta itu tujuh darma itu 
kewajiban, (kurang jelas intinya penjelasan 7 kewajiban nanti dipertajam)….. 
Simbol itu merupakn simbol pribadi manusia, di setiap manusia itu gambarnya seperti itu 
kalau dikupas semua manusia gambarnya seperti itu, makanha ada bulat segi empat itu 
terjadinya manusia karena tiga unsur yang dari bawah adalah bumi, dan pojok kiri dan kanan 
itu bopo dan ibu dan yang dari atas itu cahaya tuhan, itu terjadinya manusia tanpa itu semua 
tidak akan ada manusia dan warna hijau tua itu digambarkan dalam adat(kurang jelas), dan 
ditubuh manusia ini diselimuti dalam darah daging cahaya allah. Terus dibawah itu ada tulisan 



besar diatas itu Sapta di bawah Darma yg melingkar nafsu, budi, pakarti sehingga manusia 
memusnyai nafsu, budi dan pakarti jadi lengkap kalu tumbuh-tumbuh hanya nafsu. kemudian  
Budi, budi itu yang mempunyai  hanya binatang jadi binatang mempunyai nafsu dan budi. 
Kalau ada segitiga di tengah itu ada warna kuning kemudian gambar. Adalah segitiga 
maksudnya yang kuning cahaya Tuhan dan melambangkan antara bapak dan ibu kemudian 
cahaya Tuhan. Kemudian Segitiganya dibagi menjadi tiga berarti sudutnya ada Sembilan, 
manusia mempunyai lubang 9 kemudian gambar semar bahwa semar itu adalah 
melambangkan rohaninya manusia. Dia bukan dewa atau sesembahan melainkan hanya 
lambang rohani, yang membuat kita hidup dan bernafas adalah ronai kita roh, dan itu jarinya 
menunjuk bahwa semar menunjukan rohani itu ada satu  yang disembah yaitu Allah Maha 
Kuasa, terus yang dibelakang itu menunjukan bahwa manusia itu mempunyai jimat, jimat itu 
dilambangkan tangan yang …… ngregem. Klinting itu tengoro untuk menyebarkan kebaikan, 
rohani itu untuk menyebarkan kebaikan. Sebenarnya lubang manusia yang Sembilan itu, 
sebenarnya lobang manusia tidak hanya ada Sembilan yaitu ada satu lobang yang tertutup 
yaitu lobang hubungan antara pribadi dengan sang pencipta yaitu ubun-ubun. Makanya bayi 
yang baru lahir ubun2nya kelihatan bergerak sama dengan denyut nadi. Semakin besar 
semakin mengeras karena semakin besar banyak dosanya sehingga tertutup makanya di Sapta 
Darma itu ketika sujud ucapannya tidak diucapkan dengan mulut. Ucapannya ini keluar dari 
hati yang paling dalam, keluarnya lewat ubun-ubun ini, kalau berbicara dengan tuhan adalah 
roh yang suci sedangkan kalau berbicara dengan mulut bahwa mulut ini kotor, orang mati 
yang bener itu rohaninya lewat ubun-ubun.  

Tahun berapa masuk 
Sapta Darma? 

Tahun 78 Sapta Darma sbelumnya saya ngalor ngidul kecil saya ikut ke Gereja, SMP ke 
Mesjid, walaupun seperti itu bapak saya kejawen tidak ke Masjid tidak ke Gereja, tidak punya 
agama dia punya cara sendiri untuk berdoa kemudian ritual-ritual puasa dan lain sebagai 
hanya berdoa saja, saya juga kesana kemari iktu pengajian saya mulai tahu Sapta Darma itu 
dari temen ternyata dia orang Sapta Darma . Aku langsung kalau belajar boleh ga? Syaratnya 
apa? Ga ada syarat apapun, yang penting mau karep dah kemauan tok, ya wis aku ikut, setiap 
malam saya ikut sambil bawa buku karena masih sekolah.  

Belum tahu sini? Belum,  
Bapak asli mana? Saya dulu tinggal di Pringgondani, daerah timur STM Pembangunan, saya pernah di situ, dulu 

ada sanggar kecil, di rumah masih numpang dan setiap hari saya belajar disitu belajar Sapta 
Darma lalu membawa buku untuk belajar, masih sekolah di SLR terus mulai saya Sapta 
Darma kmdian saya diajak di sana setelah 2 bulanan saya tau sy aktiv dan sampai sekarang 
saya mengikuti Sapta Darma, sy tidak ke gereja dan tidak ke masjid, tapi saya Sapta Darma. 

Basik agama Sapta 
Darma? 

Macem-macem, wong di sini yang sujud pakai jilbab juga banyak, tapi kalau sujud ya dilepas, 
supaya ubun-ubunnya tidak ditutup tapi keluar jilbabnya dipakai lagi itu banyak, juga dari 
Hindu, hindu itu di bali, di setiap kabupaten bali ada sanggarnya. Dan perkembangannya juga 
pesat, kemudian dari Kristen juga ada, budha juga pernah ada, yang masuk ke Sapta Darma itu 
dari berbagai macam. 

Masih menjalankan 
agama? 

Ada yang masih ada yang tidak, karena apa ya tahu sendiri situasi dan kondisi Negara 
Indonesia tentang pendidikan kesimpangsiuran pendidikan agama, sehingga di daerah-daerah 
itu masih banyak kalau Islam ya Islam, dan di masyarakat itu supaya dia bisa bermasyarakat.  

Pernah mendapat 
perlakuan yang tidak 
menyenangkan dari 
masyarakat sekitar? 

Kalau saya pribadi dan keluarga saya dimanapun saya berada tidak pernah bermasalah, 
walaupun saya kan pindah-pindah tempat, dulu kan belum punya rumah toh? Kontak sana 
kontak sini, biasa saja ga ada masalah, yang penting bisa membaur dengan masyarakat dan 
sampai saat ini saya di kampong kalau ada acara besar seperti pengajian besar di kampong 
semua di undang saya juga datang, ada acara tahlilan di kampong-kampung untuk doa arwah 
saya datang, kebetulan karena anak-anak sya dekat dengan Katolik, orang tuanya kan juga 
kadang dapat undangan, acara Natalan saya datang, saya terima surat semuanya dengan 
senang hati,  



Kalau ada asumsi 
bapak ikut sana ikut 
sini bagaimana 
bapak 
mengatasinya? 

Bukan ikut ya, tapi saya menghormati undangan itu, walaupun saya di Masjid di Gereja saya 
tidak ikut berdoa seperti itu tapi saya hening tok, tapi saya tidak ikut dalam berdoa, misalnya 
orang-orang pada tahlil saya tetep diem. 

Adanya wacana 
pengosongan kolom 
agama di KTP? 

Udah lama, ada uunya dah kosong, dan di KTP saya udah kosong, kalau waktu saya masih 
kuliah dulu KTP saya ditulis Sapta Darma, waktu itu saya tinggal di Wirobrajan tahun 79. Thn 
79 saya masuk ISI dengan data-data lengkap nah saya ganti KTP sya akhirnya di Wirobrajan 
itu …. Bapak Saya ditulis Islam walaupun tidak menjalankan,  dan Ibu sya di tulis Isla, waktu 
itu  adek-adek saya Katolik semua , waktu itu saya suruh ngaku saja Katolik, ya udah katolik 
saja, ngga wong saya ga menjalankan, kalau gitu Islam saja seperti bapak Ibu, sama juga ga  
menjalankan kan berarti  saya bohong, sy belajar jujur pak, saya menjalankan Sapta Darma 
tulis aja Sapta Darma kalau ga ya dikosongi aja, sehingga ditulis Sapta Darma, samapai 
kecamatan ga bermasalah 

Sampai tahun berapa 
ditulis Sapta Darma? 

Saya perpanjang 5 tahun, Kemudian ada aturan Kepres, waktu itu sama pak Harto, kemudian 
saya udah lama ada peraturan lagi disitu keperrcayaan, setalah keluar KTP yang elektronik itu 
saya kosongkan, dari pada bermasalah 

Ga bermasalah? Kalau saya ga masalah dikosongi ga masalah, di tulis Sapta Darma ga masalah, kalau masalah 
itu ga terlalu penting  

 Nikah saya di Sapta Darma, karena di Sapta Darma di kepercayaan itu ada UUnya bisa 
menjalankan perkawinan sendiri yang nantinya dicatat lewat catatan sipil,  

Tercatat juga? Ya tercatat juga, yang ngijabkan catatan sipil dua kali jadinya, ada segala saksi ada… tidak 
ada masalah 

Bapak tidak ada 
masalah, yang 
mengalami kesulitan 
di daerah-daerah? 
 

Banyak, karena ada warga Sapta Darma yang meninggal  tidak boleh dimakamkan di 
pemakaman umum 

Di Jogja pernah? Di jogja belum pernah, toleran untuk kepercayaan dan agama di jogja itu beda dengan daerah 
lain, di klaten juga ga bermasalah, istri saya kan orang Klaten, dulu kan saya kawinya lewat 
catatan sipil Klaten, dan pertama kali saya yang nikah dengan istri saya yang nikah Sapta 
Darma dengan istri saya,  

Sapta Darma itu 
sendiri merupakan 
arahannya itu jadi 
agama sendiri atau 
kepercayaan 

Warga Sapta Darma itu sendiri tidak mempermaslahkan apa Sapta Darma itu menjadi agama 
atau kepercayaan, sepertinya tidak banyak mempersoalkn itu, tapi yang penting warga Sapta 
Darma itu kita berkeinginan menjalankan ibadah tidak diganggu oleh siapapun. Kepercayaan 
atau agama punya kepercayaan satu Tuhan, ada penelitian Sapta Darma mungkin juga akan 
disamakan dengan agama. 

 Ada warga sendiri yang  seperti itu, bagi saya pribadi dan banyak temen juga tidak 
mempermasalahkan itu, pemerintah mau menjadikan agama nggih mangga, mau dijadikan 
kepercayaan nggih manga, saya tidak mempermasalahkan,  

Ga ada slentingan 
untuk diakui agama 

Karena apa, karena di bangsa kita itu memperihatinkan, sebenarnya kan seperti ini 
dipermasalahkan katanya agamaku agamaku, agamamu agamamu, mestinya seperti itu jangan 
saling mengganggu dan memperbandingkan, kalau fanatic boleh tapi untuk diri sendiri, Islam 
juga ada yang fanatik, kan banyak pecah-pecah dana ada yang menuju garis keras,  

Terkait dengan 
wacana 
pengosongan kolom 
agama di KTP,  

Ya kalau pemerintah mewacanakan kesana ya itu baik, karena yang namanya keprcayaan 
sebenarnya kan juga sama saja dengan agama, agama juga kepercayaan, awalnya kan agama 
juga kepercayaan, sama yang disembah hanya satu Tuhan, Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih 
Maha Penyayang, karena kita ada dari satu itu.  

Kalau dari organisasi 
di Kediri ada wacana 

Ya memang diwacanakan seperti itu.  



seperti itu 
Saya kesulitan mana 
yang kepercayaan 
sebagai agama dan 
mana yang bukan  

Kerokhanian ini yang memfokuskan ke Ketuhanan 

Jadi bisa dikatakan 
setara dengan 
agama? 

Ya 

 Supaya Kehidupan rohani tuh bersih tidak terkontaminasi oleh hawa nafsu 
 Kalau agama yang kemasukan politik nantinya kotor sekali, dimana-mana yang namanya 

politik kotor, tapi ya tergantung juga politik yang seperti apa.  
 Kalau di lingkungan atas itu mengusahakan agar dibawah ga ada masalah, kalau saya sendiri 

ga ada masalah, yang penting orang baik kepada siapa saja nanti kan juga menerima baik,  
Kalau pimpinan di 
pusat? 

Di pusat ada yang namanya pimpinan Agung yang sekarang namanya pak Saekun Partoyo 
dulu yang pertama pak Harjo Sapuro, terus tahun berapa saya lupa mendapat gelar  namanya 
menjadi Sri Gutomo, Sri Gutomo hijrah ke jogja untuk menyebarkan ajaran di jogja, ada 
mahasiswa UGM dulu riset juga di  kepercayaan akhirnya kecantol di Sapta Darma namanya 
bu Suwartini, Bu Suwartini itu aktiv dia juga ikut kemana-mana mendampingi Bapa, sampai 
akhirnya Ibu Suwartini itu yang mendapatkan untuk melanjutkan menjadi…… Tuntunan 
Sapta Darma, yang pertama Panuntun Agung terus menjadi Tuntunan Agung, Bu Suwartini 
mendapat gelar Sri Pawenang, kemudian Ibu dipanggil terus ada pemilihan dari Tuntunan-
Tuntunan se Indonesia kemudian menunjuk pak Saekun Partoyo sekarang bertempat tinggal  
di Ponorogo, di jogja Pak Supriyadi, bertempat tinggal di Pereng kembang, itu tuntunan agung 
DIY, Pereng kembang itu jl. Wates, jadi pom bensin di pereng kembang itu namanya, pabrik 
baja purosani, pasar gamping lurus terus ada pom bensin  lurus terus ada kelurahan   

 Istrinya Bambang saudara sama Pak Supri itu, pak bambang itu ketua FPI,  
HPK Sekarang sudah ganti lagi, dulu Pak Wardoyo tapi ga tau sudah ganti atau belum 
 Waktu pertama pembentukan SKK itu dulu Bu Sri wakil ketua ato apa, tapi karena disitu 

ternyata permaiannya kotor, walaupun itu orang-orang kepercayaan menggunakan dana-dana 
juga dari pemerintah itu rebutan yang namanya kepercayaan kana da yang perorangan dan 
kelompok kan banyak kepercayaan di Jogja akhirnya ribut soal itu akhirnya Sapta Darma 
keluar dari HPK, Sapta Darma berrdiri sendiri ga mau menggantungkan kepada pemerintah 
untuk mencari dana di pemerintah jadi berdiri sendiri, Sapta Darma tidak termasuk HPK, tapi 
kalau warga mau ikut HPK manga tapi secara personal bukan organisasinya sampai sekarang, 
sekarang kan BPOK diganti dengan majlis luhur dan nanti akah diarahkan kesitu, ketuanya 
yang di Jogja itu namanya Pak Sulistiyo, kalau saya di sini sebagai kepala rumah tangga, 
kalau di Sleman saya menjadi tuntunan kabupten, sya di jl. Kaliurang km. 8.  

Kepercayaan lain 
yang lebih 
kerokhaniannya  

Karena saya sendiri tidak menjalankan itu ga tau saya 

 Bapak saya dulu juga berdoanya kepadan Tuhan Cuma diem, ga ada namanya kepercayaan, 
Bapak saya ya percaya bahwa saya diciptakan dari Tuhan,  

Kalau Sapta Darma 
kalau sudah 
mencapai tingkatan 
tinggi melepas 
agamanya ya pak? 

Ga mesti, seperti itu kan yg namanya kepercayaan bagi saya sendiri itu bebas, mau dilepas ga 
papa, dilepas juga ga papa, karena semuanya saling mendukung  
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Pertanyaan Jawaban 
Tentang 
pengosongan 
koloma agama di 
KTP 
 

Bahwa memang warga SD internal kita itu organisasi menyerukan mengintruksikan kepada 
seluruh warga agar berani mengosongkan KTP, jadi seperti KTP sy dan seluruh pengurus di sini 
kosong, KTP agama kosong gitu, karena memang aturan UU 23/2006 PP 37 2007 memng 
memerintahkan seperrti itu, kita selaku warga penghayat kepercayaan SD kita tunduk pada 
amanat UU gitu, lalu tentang dampak social, memang ada beberapa khususnya tentang ini mba, 
dulu masalah perkawinan itu terhambat sekarang tidak, masalah penguburan itupun tidak ada 
masalah, yang ada masalah sementara ini adalah dalam rangka sumpah jabatan yang ada 
masalah, pegawai Negri yang KTPny kosong belum bisa dia, harus diisi agama, terus pendidikan 
itu juga masih belum, pendidikan bagi anak SD, SMP, SMA yang anak penghayat kepercayaan 
masih bermasalah karena harus mengikuti salah satu agama, jadi memang masih diskriminasinya 
masih ada memang, kepada warga SD yang menyatakan diri sebg penghayat kepercayaan SD itu 
masih ada  

 Jadi diskriminasi disini yang Nampak dominan itu adalah di daerah-daerah jawa barat, jawa 
timur itu sebenarnya maslah2 itu bisa diatasi kalau di jatim, kalau di jabar dan jateng ini masih 
ada masalah, masih sering terjadi masalah,  

Hub dg umat 
beragama lain? 

Jadi kalau dg umat beragama lain kenetulan sy juga aktiv di aliensi Nasional Bineka Tunggal Ika, 
jadi termasuk istri saya juga aktiv sobat KBB (Sobat kebebasan beragama dan keperrcayaan) 
terus temen2 yang lain kita juga selalu memberi memasukan agar kita sebagaii bagian dari warga 
Negara, dari anak bangsa kita harus bergaul dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat, jadi 
hubungan kita dg tokoh2 agama baik sekali, termasuk sy tahun 2000an mendirikan FKPS (forum 
komunikasi persaudaraan sejati ) di jatim, itu sama temen2 dari NU, Hasim Muzadi waktu itu 
ketua PBNU jatim, pendeta Simon, Romo Kurdo, dari Konghuchu Binki dan tokoh2 Katolik dan 
tokoh hindu budha itu ada, malah Gusdur waktu jadi presiden kita diundang bersama di hotel 
bumi hayat itu untuk ngomong masalah kebhinekaan, jadi hub kita dg tokoh2 agama sudah bagus 
ga masalah,  

Masuk SD dari 
tahun brp? 

Sejak kandungan Ibu, orang tua sudah sujud SD,  

Dari mana Surabaya, Bapak Blitar Ibu Tuban 
Pernah 
mengalami 
diskriminasi  

Kalau sy secara pribadi sy tidak ada meskipun sy KTP kosong ini malah ditunjuk sebagai RW 
malah di lingkungan sy dan masyarakat saya, malah sy pernah meski KTP kosong saya 
dicalonkan sebagai wali kota Surabaya di tahun 2010,  

Dari tahun brp 
KTP kosong? 

2009, dulu kan di Surabaya Risma itu 2010 itu rival saya, sy no 5 dia no 2,  

 Ga ada masalah, jadi sy piker yang penting adalah bgmana hubungan social kemasyarakatan kita 
dengan pihak lain, kalau kita dengan masyarakat baik masyarakatpun juga akan baik, jadi secara 
pribadi tidak ada, cuman yang terjadi masalah yaitu seperti yang dikatakan tadi di daerah jabar 
perbatasan jateng dan jabar masih ada masalah, di sana masih terjadi orang mau dikubur aja di 
lihat KTpnya di daerah Brebes, baru2 ini Bu Saudah, sy juga kesana, terus di Indramayu juga 
begitu, jadi diskriminasi masih ada tapi sifatnya sporadic artinya di wilayah2 tertentu, di bali 
jatim aman, jateng wilayah DIY dan Solo aman. 

Knp? Ya karena beliau orang warga SD terus mau dimakamkan tokoh2 masyarakat di sana melarang 
dimakamkan di pemakaman umum ya tapi selesai setelah kita menghadap Gubernur, jadi 



Gubernur jateng pak Ganjar memerintahkan kpd seluruh Bupati di jateng untuk disediakan 
makam untuk penghayat Kepercayaan, saya bersama pak Tarmuji ke sana menghadap pak 
Ganjar, kalau ada itu sebenarnya orang2 oknum saja yang memang, bahasa politiknya kan seperti 
itu sy belajar dari Harmoko seperti itu, padahal itu adalah masyarakat yang mendiskriminasi 
warga kita,  

 Jadi kalau saya sih ada dua, karena kita memang kan sy turun ke lapangan, penyebab 
diskriminasi itu ada dua memang masyarakat kelompok itu tidak menghendaki SDD itu 
berkembang di daerahnya shg dia mencari cara-cara supaya warga ini tidak berkembang dan 
tidak melakukan Syiar, itu terjadi di daerah brebes sampai Indramayu, memang sudah tidak 
seneng sama SD, yang kedua memang bener yang dikatakan pak bambang warga kita terlalu 
ekslusif tertutup intinya hanya mengatakan aku hanya aku tidak mau bergaul degan masyarakat, 
itu dari internal kita memang, itu yang dua pokok, yang ketiga ini  sekarang  ini yang lagi muslim 
adalah masalah KTP, JADI kalau ada tokoh SD dia tuntunan Sanggar terus KTPnya kan masih 
banyak yang ISLAM, terus dia tokoh2 ulama ini akan melihat KTP mu Islam tapi kamu sujud SD 
menghadap timur ini yang agak masalah jadi hal yang mendasar kasus2 seperti ini sekarang 
menggunakan KTP2 itu sehingga sya minta kepada seluruh pengurus PERSADA dan tuntunan 
untuk mengosongkan KTP yang di jawa ya,  

 Jadi gini itupun ada beberapa alasan, ada seperti ibu sya formulirnya sudah diisi bahwa sy adalah 
SD tapi dikecamatan itu disi agama jadi begitu kasusnya itu banyak, Surabaya bahkan sudah diisi 
warga SD itu munculnya Konghucu 

 Tanpa dikonfirmasi 
 Terus ada lagi warga kita yang memang masih belum siap, masih takut  KTP kolom agama 

kosong itu masih takut, karena pengaruh lingkungan, pas ngisi kolom agama kosong riyoyo ga 
diundang bancakan, kenduren, masa ga diundang kenduren masalah KTP, ga bisa maleni 
anaknya kawin (pak Pemalang), ga bisa menjadi wali padahal semuanya sudah diatur mengenai 
perkawinan dan hak sipil itu sudah diatur,  

 Banyak,  
 Ga ada kendala,  
 Sy dulu kuliah S2 SD ga masalah 
 Di UNAIR gpp,  
 Jadi ga ada masalah yang sudah kuliah, tapi yang SD, SMP SMA itu masih banyak masalah, 

disamping itu ya saya piker menyesuaikan kalau SD-sma TAPI kalau sudah kuliah kerja ya 
manga artinya ga sampai terhambat karena maslah KTP,  

 Kalau sy bekerja sama dg NGO kebetulan karena kita temen2 kita ada yang dari PBNU dari 
temen2 ansor sya bawa ketemen2 itu mas ini tolong ono perkara ini mereka turun ke lapangan 
kyainya sp diberitahu “ojolah iki kanca dewek 

 Karna jabarkan menurut sejarahnya kan dulu ada Karto Suwiryo, NII DII kan dari sana, dia kan 
bukan bagian NU, MD, memang tidak mengehndaki orang lain di wilayahnya ini yang repot, 
Negara Pancasila yang masih repot kata Gusdur,  

 Tuntunannya pak Muslim  
 Ga ada masalah, bahkan masyarakat DIY mendukung, dan pernah di rusak itu di sleman di 

gamping sama FPI,  
 Yaitu KTP Islam dia tuntunan Sanggar jadi di waktu di sweaping sama FPI mana KTPnya kamu 

kok sujud menghadap ke timur 
 Dampaknya besar, terutama tuntunan sanggar, tadinya ga masalah mba, setelah ada ini kita 

memberritahukan kepada seluruh tuntunan agar KTPnya berubah, itu di era repot katanya Gusdur 
,  

Ada slentingan 
SD menjadi 
agama 

Tidak, jadi gini memang sejarahnya dulu pada tahun 52 SD ini turunnya agama SD, tapi sesuai 
dengan yang bagi agama pengertian SD itu a asal mula, ga asal mula manusia berasal dari gama, 
ga itu dari bapak dan ibu, nurusa dan nurbuat ma itu dari mayan sinar cahaya Tuhan itu makna 



agama dari SD tahu 52 masih berbunyi SD eh 54, terus tahun 65 itu presiden mengeluarkan UU 
tahun 65 tentang penodaan agama itu akhirnya agama dibatasi itu kita menjadi penghayat 
kerokhanian SD, lalu pertanyaanya warga SD ikin kembali sy piker kita MANUT pada UU, 
KALAU uu Hanya mengatakan agama dan penghayat kepercayaan ya kita harus menjadi 
penghayat kepercayaan.  

UU penodaan 
agama, bapak SD 
tapi kok 
dimasukan Islam 
sebenarnya 
menodai mrka SD 
sendiri 
harapannya apa? 

Harapan saya ya pemerintah kalau orang SD itu ya kalau bisa ya jangan kosong tapi ya di sii 
kaya pak tarmuji itu agama ditulis SD ITU yang bener tapi sementara kita iniseperti itu, tapi kalu 
yang mba sampaikan ada warga SD ditulis Islam apa kita dibilang menodai Islam? Ga lah sy 
piker tidak lah, karena kita cukup mengurus prosedural ga ada yang menodai agama, sebab 
menodai agama sanksinya berat. 

 Kita tidak merasa ternoda, karena di SD diajari untuk sabar untuk sare kan begitu kalau ada 
agama kamu ditampar pipi kiri berikan pipi kirimu, kita kan juda sama, ajaran kita mengatakan 
no 6 itu “” artinya kalau hidup bermasyarakat ini kita selalu bertindak dengan dasar kasih sayang 

 Ya, termasuk kpd ciptaan kepada Tuhan yang lain, binatang, tumbuhan bahkan termasuk roh 
ciptaan yang ga kelihatan kitapun harus baik kepada mereka, mereka kan bisa diajak omong2an.  

 Ini dari pak ……… dari Bali, dari tokohnya bali 
 Ga, di sana agama dan adat berjalan dua2nya (bali) 
 Aman di sana, agama dan adat melekat jadi satu ga jadi masalah, 30 sanggar di bali, di Surabaya 

ada 30an sanggar, belum di jogja ada berapa, banyak SD banyak orang2 yang belajar di SD itu 
karena itu permasalahan pribadi terus dia, sakit. Dulu jaman bapak saya orang gila diginikan 
langsung sembuh,banyak orang langsung sujud, warga SD 20 jutaan loh,  
 

 

Tanggal 5 agustus 2015, via email 

1. sesuai praktek di lapangan pemakaman dan penguburan warga SD pada prinsipnya sudah bisa semua, 
kecuali daerah 2 tertentu yg msh belum bisa dilaksanakan, khususnya daerah pesisir jawa barat. 
2. selama ini Warga SD sdh bisa dimakamkan dengan ajaran SD contohnya  sangat banyak, mis. Ibu 
Soewartini Martodihardjo, dimakamkan di Desa Kadisobo, Sleman, Yogyakarta thn. 2006, Bpk. wIdodo 
Jakarta thn. 2000, Bpk. Waris di Surabaya thn. 2012, Bpk. soekiran di Surabaya th. 1996, banyak daerah 
yg sdh bisa dilaksanakan . 
3. biasanya kalau ada warga SD yg meninggal unt daerah di JATIM dn JATENG sebelum ada UU sampai 
sekrang itu dengan di perabukan, ttp banyak warga di daerah setelah berlaku UU tsb mereka mempunyai 
tanah makam sendiri 
4.kalau membangun sanggar dan berkumpul  sdh tdk ada masalah. 
5 pihakpihak yg tdk senang kebanyakan adl kelompok kelompok intoleran yg berbasis agama. 
6. langkah PERSADA melaporkan kepada DIREKTORAT PENGHAYAT KEPERCYAAN , DIRJEN 
KEBUDAYAAN, KEMENTERIN DIKBUD 
 
Tanggal  : 28/07/2015   
Informan : Bapak Naen Soeryono 
Tempat  : Candi Sapta Rengga  
 
 HAK sipil berupa pencatatan perkawinan dan akte kelahiran itu sudah bisa, disitu 

juga memberikan sanksi apabila pejabat tidak melaksanakan itu terkena sanksi, 
kalau gag salah bayar 10 juta. 



Berarti sudah bisa 
mencatatkan akte kelahiran 

Ya, karena akta perkawinannya  itu sah secara hukum kepercayaan sd dan hukum 
negara jadi caranya perkawinan sd itu dilaksanakan di sanggar, bagi calon 
pengantin  remaja  putra dan putri yang sudah sd dan ktpnya kosong maka catatan 
sipil mau melayani, jadi disini cukup dengan syarat ktp sudah bisa dikawinkan itu 
secara undang-undang. 

Jadi permasalahannya 
identitas agama di ktp ya? 

Ya, jadi, syaratnya itu, ketika ktpnya agama sudah kosong maka kelurahan dan 
kecamatan sudah pasti akan melayani, nanti N1, n2, N3 , N4 itu syarat 
perkawinan berarti perkawinan sudah bisa dilaksanakan 

DULU MENGALAMI 
KENDALA 
PERNIKAHAN?  

Sebelum 2006, sebelum ada UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, itu kita 
masih mengalami kendala,karena  pada saat itu ada tafsir yang mengatakan bahwa 
dalam uu no 1 tahun 74 perkawinan secara di luar agama itu tidak boleh, padahal 
pada uu no 1 tahun 74 pasal 2 itu diperbolehkan  kepercayaan mengatakan kawin 
dengan cara sd tapi disitu negara masih belum mau menerima sehingga 
perkawinan sd harus izin dengan pengadilan, jadi saya nuntut ke pengadilan itu 
bolak-balik itu, mengawinkan anak-anak sd itu, tapi mesti dikabulkan, sebelum uu 
no 23 itu kita melalui pengadilan, jadi pengadilan mengatakan diijinkan kawin 
langsung kita daftarkan di catatan sipil, tapi sejak uu 23  2006 itu kita langsung, 
kita mengawinkan calon manten di sanggar, catatan sipil hadir, besoknya aktenya 
sudha jadi, akte kawin,  

Berarti setelah uu 23 tahun 
2006 tidak mengalami 
kendala? 

Sudah tidak ada masalah 

Terkait sumph jabatan Kalau sumpah jabatan, hak sipil negara kita kan meliputi kartu identitas, ktp, akte 
perkawinan, akte kelahiran, kematian, itu adalah hak sipil, tapi sebenarnya ketika 
negara mengeluarkan suatu uu yang mengatur ttg kepercayaan, seharusnya uu 
yang lain itu juga sama merujuk itu, tapi faktanya bagi sumpah jabatan bagi tni, 
polri, dan pns itu alasan mereka belum ada aturan, sehingga warga kita mau 
dilantik, yang mana ktpnya sudah kosong dia tidak bisa dilantik, alasanya pejabat 
mengatakan bahwa loh ini gag punya agama, bagaimana saya melantik kamu, 
alasannya itu, padahal sebenarnya di dalam peraturan kementrian dalam negri itu 
diatur ttg sumpah jabatan,  

 Termasuk pendidikanpun juga masih ada masalah, ada beberapa sekolah yang 
sudah mengakomodir kepentingan penghayat sd tapi juga ada daerah tertentu 
yang menolak mentah2 bahwa kamu harus menjadi bagian dari agama, sdangkan 
anak-anak dari kecil sudah sujud, lah ini sejak kecil dalam kandungan ibu sujud, 
lah bagaimana ia mengaku agama, dia mengatakan kalau saya mengaku agama, 
saya menipu diri saya sendiri, sehingga dengan dasar itu mereka gag mau, 
sehingga sumpah jabatan belum bisa dilaksanankan, alasannya belum ada uunya, 
tapi kalau kita melihat peraturan kementrian dalam negri tahun 74 itu 
diperbolehkan melantik dengan keyakinan dan kepercayaanya masing-masing.  

Upaya yang dilakukan 
PERSADA 

Upaya kita sementara ini ya administrative, kita mengusulkan pada mentri 
menpan yang mempunyai wewenang  UNTUK MENGATUR ITU, dan sudah 
disusulkan kita audiensi dengan metri dalam negri dan diharapkan diusahakan 
menghadap presiden untuk membicarakan masalah ini, sebab sd dimanapun juga 
berkembang,  

Terkait dengan penghayat 
sd  yang usia sepuh, 
bagaimana dg mreka2 
yang masih sekolah 

Untuk anak2 kita yang smp dan sma kan belum punya ktp, kalau 17 kita 
menyerahkan kepada mereka, tapi kebanyakan mereka mengikuti pendidikan 
agama di sekolah masing-masing,  

 Kalau seperti saya ini kan sudah gag ada masalah, ktp sy sudah kosong,  



Berarti untuk remaja 
belum bisa ya pak? Masih 
mengalami kendala,  

belum bisa, ya, yang bisa itu yang sudah kerja, yang sudah mapan, kalau ini kan 
gag tau pilihannya nanti kemana, jadi pengusaha apa pegawai negri, kalau 
pengusaha kan gag jadi masalah,  

 

 



Transkrib Wawancara 
 
Tanggal : 2/ 04/2015    
Informan : Bapak Purboyo 
Tempat  : Sanggar Candi Sapta Rengga 
 

Pertanyaan Jawaban 
 Kalau dengan hubungan dengan pemerintah,kita ga ada masalah, karena kita yang 

menjembatani adalah departemen kebudayaan,  
Tentang statmen Cahyo 
Kumolo yang mau 
mengosongkan kolom 
agama 

Instruksi pemerintah penghayat kepercayaan selain 5 agama itu harus dikosongkan, ya 
itu sebenarnya jadi kendala, kendalanya itu kalau anak-anak kita masuk ke pegawai 
atau mendapatkan. Cuman instruksi pemerintah mesti sepertti itu, jadi kalau kita 
mengadakan perkawinan harus sama-sama missal Islam dengan Islam, Hindu dengan 
Hindu, ada yang campuran, lah campuran itulah yang nantinya masuk ke pencatatan 
sipil, catatan sipil itu termasuk dari kita penghayat kepercayaan Sapta Darma.  

 Kalau kita masalah perkawinan ga ada masalah, kita banyak sekali warga yang secara 
bebas menikah secara Sapta Darma dan pencatatannya catatan sipil, karena kita tidak 
termasuk Departemen Agama, jadi masuknya pencatatan sipil 

Tidak ada kendala? Ga ada  
 Kadang ada orang yang ga paham bilang ajaran kita sesat, belum tahu dan paham 

sudah mengatakan sesat 
Tinggal dimana? Saya di Jakarta, KTP Jakarta, saya Cibubur,  
Sebagai apa? Staf Tuntunan 
Dalam identitas KTP 
Bapak kosong tidak? 

Nah ini permasalahannya awlnya saya kosong sebelum e-ktp itu kosong, setelah kita 
ganti e-ktp harusnya kan data sudah ada tinggal klik saja, tapi sama petugasnya 
langsung dimasukan agama, lah saya malas ngurus, soalnya kan harus dari awal, 
waktu awal e-ktp kan susah ngurusnya, di KK sya itu kan agamanya kosong, tapi 
yang di daerah saya kosong, dulu ngga ada ini maka saya dulu sebelum e-ktp bisa 
ngawinkan anak saya, sekarang anaknya umur sudah 5 tahun, kalau saya agama 
ngawinkan anak saya kan ga bisa dicatatan sipil 

Siapa yang milihin 
agamanya? 

Ya petugas itu 

Tanpa ditanya? Ga itu kan lama keluarnya mba, berapa bulan, ketika sudah keluar sudah dicatat 
seperti itu 

Padahal waktu catat 
manual kosong,  

Kosong, kan diambil KTP yang lama mba, kitapun juga gimana mau ngurus 
kendalanya haus macem-macem, waktu itu, saya kan KTP Depok, harus ke Kota 
Madya gitu loh mba, sampai saat ini belum saya urus.  

Di daerah kosong? 
Sebelum di Jakarta 
dimana? 

Di Pare Kediri. 

Di Kediri ada kendala ga 
pak? 

Gak.  

Pengalaman njenengan di 
Sapta Darma bisa 
memposisikan Negara ga? 

Kalau kita sudah ada instruksi ajaran mas, “kanthi jujur lan sucining ati, kudu setya 
anindakake angger-angger ing negarane” jadi peraturan Pemerintah kita ga boleh 
sama sekali melanggar, ajarannya itu, kalau tidak seperti itu salah menyalahi anutan 
kita 

Sapta Darma tidak 
diayomi? 

Bagaimanapun kita ga bisa untuk demo ga bisa, sekarang pemerintah maunya apa? 
Jadi selama kita bisa untuk manembah pada kuasa, kecuali kalau sudah ga boleh 
manembah pada Yang Kuasa, berarti sudah menentang ajaran, walaupun kita 



dikatakan kafir dan sebagainya nggih manga, karena dia belum tau, namanya orang 
belum ngerti.  

Bapak tinggal di beberapa 
daerah mengalami 
hubungan yang tidak baik? 

Tidak,  

Bagaimana bapak bisa 
hubungan dengan baik? 

Jiwa kita, diri kita, kalau kita bisa membawa diri dengan ajaran yang bisa diterapkan 
kan disitu ada ajaran “Tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusing 
budi pakarti tansah agawe pepadhang mareming liyan” kalau kita buat seenaknya di 
masyarakat di lingkungan kita bermasalah iya kan? Tapi kalau kita menghormati, dan 
maunya warga apa kan ga bermasalah, ya memang ada masalah terutama yang saya 
dengar di Tuban, antara perbatasan, itu kan mendirikan tempat sujud, padahal udah 
jauh dari lingkungan itu aja gitu tadi kita tadi dikatakan mau mengajarkan aliran sesat 
kafir dan sebagainya, di demo sampai berapa truk gitu, ya kita diem aja 

Yang mendemo siapa? Maaf ya dari golongan Islam 
Sejarah Sapta Darma di 
Jogja seperti apa? 

Dulu itu kan penyebaran pertama dari Bapa Panuntun Sri Gautomo, datang kesini ini 
banyak orang susah trutama orang fakir, minta ajarannya, jadi penyebarannya ya 
lewat darma penyembuhan, darma yang buat….. 

Kalau anak-anak Bapak 
Sapta Darma?  

Ya, kalau kita sudah tau ini baik dan bermanfaat. Saya butuh Sapta Darma anak-anak 
saya harus gitu 

Anak-anak Bapak sekolah? Disitu kendalanya, dulu ikut Islam waktu Sapta Darma, tidak bisa ngikutin mas, 
karena sya tidak paham, tidak pahamnya  karena  harus bisa bahasa Arab, setiap 
jum’at harus bawa sajadah dan perlengkapan solat, setelah itu saya disuruh ngajarin 
bacaan Arab saya ga ngerti, terus pas SMP saya pindahkan ke Nasrani karena Nasrani 
pakai bahasa Indonesia. Waktu kecil kan reppot kalau ga ada pembimbing, saya pun 
juga gitu karena saya tidak bisa mbimbing anak saya dengan bacaan al-Qur’an ya 
saya bingung, waktu kecil kan harus ke Mushola minta tanda tangan, kalau dia ga ini 
nangis orang tua sendiri yang repot, akhirnya ke Nasrani kita juga membacanya pakai 
bahasa Indonesia, kan bisa dicerna, hanya itu bisa merupakan, gimana caranya anak 
saya itu bisa mengikuti agama, kalau jaman dulu jaman saya budi pakarti, hanya budi 
pakarti, kalau sekarang kan difokuskan agama, kalau ujian kan harus bisa solat, harus 
bisa al-Qur’an nah itu kendala yang dialami oleh anak-anak saya  (waktu itu tinggal di 
Kediri)  

Anak-anak Bapak kuliah? 
Ada kendala ga? 

Ga kan di Nasrani ga,  

Kalau dari pribadi Bapak, 
menghendakinya seperti 
apa terkait dengan agama? 

Kita kan ga bisa mengatur Negara, menginginkan Negara, kalau hal-hal seperti itu kan 
yang penting kita harus sesuai dengan ajaran kita, saya tidak melanggar UU 
Negara,tidak sampai menentang Negara? 

Karena ajarannya harus 
seperti itu? 

Ya seperti itu kan” melu cawe-cawe itu kan?” 

Ada ga pak slentingan dari 
pimpinan agung kapan 
Sapta Darma menjadi 
agama  

Kita tahu itu semua prosesnya lama, prosesnya itu harus diakui daripada Negara-
negara lain itu loh, memang kita sudah ada di New Zealand, di Jepang ada, tapi kan 
belum membentuk komunitas warga Sapta Darma. Kalau sudah ada di Belanda, 
Newzaeland ada saya kira pemerintah bisa memandang kita, Konghucu kan di negara-
negara banyak orang cina sehingga masuk, makanya Gusdur berani masukan itu,  

Pimpinan masuk ke 
susunan pemerintah 
apakah sebagai bentuk 
menganngkat Sapta Darma 
atau gmn? 

Dulu kan dari jamannya Pak Harto kan melihat, memandang orang yang berpengaruh 
yang punya masa, jaman itu loh, sekarang nda seperti itu, itu langsung dari 
pemerintah mengambil itu loh, bukan kita mengajukan, yang masuk waktu itu 
jamannya Golkar, dulu kan seluruh Indonesia kan yang ga, saya sekolah aja waktu 
kampanye suruh keluar, suruh ikut kampanye, jaman pak harto, kalau sekarang nda, 
karena yang nganu kan partai ms, sekarang ga seperti itu menilai orang, orang yang 



punya potensi yang punya pengaruh tidak seperti itu, mana yang loyal dengan partai 
yang diambil bedanya disitu,  

Bagaimana Bapak 
mengajarkan kepada anak-
anak Bapak tentang 
identitas kewarganegaraa? 

Ya itu tadi bagaimana menempatkan pada bangsa, darmamu kepada umat, lewat 
ajaran ini sudah komplit, karena ritualnya aja harus betul-betul rohani ful, bukan 
hanya bungkuk-bungkuk ngucap-ngucap harus bertahap, jadi mau ngucap 
kesalahannya itu aja harus tau apa yang …. Pernah berbuat apa, lah untuk 
memperbaiki manusia harus tau salahnya kan, kan ritualnya kan yang Maha Suci 
Maha Agung, Maha Kuasa, nah disitu akhirnya takut salah, kalau orang dah takut 
salah lama-lama dengan perjalanan hidup itu dia akan hati-hati. Dan dia sudah 
berjanji bertobat, sebagai pertobatan itu kan nanti kalau dia melakukan kesalahan lagi 
kana da resiko. 

 Tugas Tuntunan Agung? Keliling ke daerah-daerah ngajarin bagaimana sujud yang baik dan benar gitu aja, 
karena sujud itu tak semudah yang diucapka ngga, jadi memang betul-betul hrus 
dilakukan secara ritual yang bener gitu,  

Di Jakarta ada Sanggar 
Pak? 

Ada, di Priuk ada, Cibubur ada, dulu ada banyak, dulu hamper tiap kecamatan dan 
kelurahan itu ada, karena dengan perkembangan kena gusur, karena ya ndompleng, 
dulu sifate ndompleng rumah ada tempat ruangan kosong dibuat sanggar, sekarang 
yang ndompleng-ndomleng itu sudah tidak boleh, dilarang dengan kita ya itu tadi 
takutnya seperti yang di Pereng kembang, yang salah anaknya ininya digempur kan 
akhirnya repot mba antara rumah warga dan ajaran, jadi ga boleh. 

Di pereng kembang itu? Tempat khusus, Cuma di situ kan Tuntunannya itu KTPnya masih Islam, kok 
ritualnya menghadap ke timur, kan masalah pribadinya mba, dampaknya ajaran kan? 

 Tapi ya tergantung ininya mba, kalau seperti saya petugasnya membuat gitu gimana 
Jadi kesalahan petugasnya Ya, 
Pada dasarnya warga Sapta 
Darma ingin 
mengosongkan ya? 

Ya takutnya seperti itu,  

Bagaimana Bapak 
memberi pemahan para 
warga Sapta Darma 
udahlah ikut ini aja 
daripada ini, tentang UU 
penistaan agama  

Kalau kita di masyarakat itu perilaku kita ga bener mugkin dipandang orang kita itu 
orang ga bener ya gag? Tapi kalau di masyarakat kita ya baik-baik aja, padhang 
mareming liyan kan ga masalah,  

 Yang dimaksud warga Sapta Darma ia harus taat dan patuh melaksanakan Wewarah 
Tujuh itu. 

Walaupun dalam identitas 
kewarganegaraanya 
menggunakan Islam, 

YA KTP itu tadi. 

 
 

Saya juga dikatakan membohongi saya sendiri, saya sebagai orang Sapta Darma tapi 
identitas saya masih Islam, tapi gimana lagi, kalau saya protes ngurusnya repot kalau 
di Jakarta itu, kalau di daerah enak tek tek itu aja, tapi kalau di Jakarta susah betul  

Beda dengan jogja? Kalau di Jakarta sudah tau sendiri, disana orang fanatik itu luar biasa  
Lingkungan Bapak di 
Jakarta tau Bapak Sapta 
Darma 

Ya taulah,  

ga bermasalah? Ga  
 
 

Kita bisa bawa diri, kita ada pertmuan ini ya kita datang ya namanya ada undangan ini 
harus kita mengikuti, dan kita menyesuaikan aja dengan lingkungan, tapi ya maaf ya 
Jakarta bukannya seperti di daerah, klo mba di pare nanya nama saya itu tahu, tapi 
kalau mba di Jakarta tetangga depan saya samping saya ga tau. 



 Saya pensiunan, dulu di BUMN, Saya tahun mulai kerja tahun 79 diangkat pegawai 
sampai tahun 97. 

 Kalau dulu kan belum, waktu itu ga da 
Ga bermasalah 
menggunakan sumpah 
jabatan Sapta Darma 

Ya. 

Mulai ada penggolongan 
kapan? 

Gusdur, Mega, yang paling mencolok SBY 

 Paling ya  dapat Sk Pengangkatan dan surat itu udah. Sumpah jabatanya ga ada, nah 
ke sininya terus ada golongan, terus dipisah-pisahkan, ada temen kita di Departemen 
Agama itu yaitu masih barusan, tahun 2000an itu dia dilantik juga sumpah jabatan 
pake Sapta Darma, dia di Departemen Keuangan, sekarang menjabat bagian 
dikaryakan bukan menjabat dikaryakan di koprasi di Departemen Agama bagian 
keungan,  

Selama menjadi staf 
Tuntunan agung ada ga 
kasus-kasus diskriminasi 
yang bapak tangani, misal 
kasus Brebes 

Kalau permasalah itu kita ada yang ngurus yang namanya organisasi warga Sapta 
Darma yang disingkat PERSADA kalau kita kan bidangnya di tuntunannya jadi kita 
mengarahkan menuntun umat, kalau urusan saya memperbaiki watak umat, gimana 
umat itu bisa sujud manembah pada Yang Kuasa baik dan benar, karena ada yang 
sujud asal-asalan brak bruk tapi ga ngerti ga paham,  

Tujuan sujud Manembah pada Allah dan memperbaiki watak dan akhlak prilaku dan sifat manusia  
Peran agama dalam 
menjadikan warga sapata 
darma menjadi toleran  

Nah itu mengubah sikap dan perilaku itu 

Wewarah tujuh? Tujuh-tujuhnya masuk 
 “kanthi jujur lan sucining athi” orang jujur sekarang 1001, orang jujur susah, itupun 

juga gimana sih caranya dia betul-betul, kalau dia asal-asalan sujud, ya ga bisa 
ngrubah watak dan perilakunya, yang susah itu kan untuk merubah sikap, watak dan 
perilaku manusia, karena manusia itu diturunkan untuk membawa sikap lingkungan 
dan kondisi orang tuanya, kalau lingkungaannya ga bener ya kebawa begitu juga 
kalau orang tua ga bener itu sedikit banyak akan ditularkan emosinya pada anak 

 Meredamkonflik, sujud itu kan meredam dirinya sendiri,  
 Itu dibagi Pembinaan tingkat lurah, tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat 

Propinsi, disini tingkat pusat,  
Knp ga di Kediri pak? Justru di sini permasalahnya pngembangan Penuntun Agung Sri Gautama di sini terus 

diteruskan oleh Ibu Sri Pawenang maka fokusnya dikerahkan  di sini 
Penuntun agung dari kediri Kediri, Hardjo Sapuro,  
Hijrah kesini Hijrah kesini, atas perrintah yang Maha Kuasa, sampai 8 tahun dia ga pulang sama 

sekali,  
 Sapta rengga itu kepala, sapta itu tujuh, busana di sekeliling mba, ini kelengkapan dari 

pada  
Berapa tahun di Jakarta? 2007 
Pembangunan dananya 
dari mana pak? 

Warga, tidak dapat bantuan dari pemerintah, dan kita tidak meminta sih “ wewarah no 
5) 

Ini dana dari Jogja Ga, seluruh Indonesia, Jogja Cuma berapa 
Sudah banyak warga yang 
mengosongkan kolom 
agama di KTP? 

Banyak, asal sudah tidak ada beban, entah itu mungkin kepegawaian, mungkin dia 
dari unsur-unsur pemerintah 

 
 

Ya kadang-kadang masih, tapi ada yang berani seperti yang di Departemen Agama 
Selama dia masih muda, masih mencari uang yang berhubungan dengan instansi  
yang dilantik dengan Sapta Darma, itu hanya sebagian kecil,  



Itu komunikasi dulu ga? Ya nanti siapa yang menjadikan yang memberikan sumpah, kita kan kain putih 
ditaruh, di atas kepalanya sama buku ajaran, sumpah jabatannya.  

Kalau bukan pakai Sapta 
Darma laporan ga? 

Ga ya tergantung dengan agamanya  

 Di bali tidak ada yang mengosongkan agamanya karena ada ikatan dengan 
lingkungan,  

Apakah hanya di Jogja 
yang bisa? 

Semua di Indonesia sudah bisa, karena apa ada juklak, buku petunjuk dari pemerintah 
yang nantinya diaujukan kepada pemerintah, kan disitu ada peraturan yang mengikat 
bila mana pemerintah atau pejabat yang tidak melakukan kan kena sanksi, kana da 
kan, minta aja ke Departemen Budaya, buku petunjuk siapa yang menjabat 
pemerintah yang tidak mau mencatat.  

Tahun berapa? 2010 jamannya SBY 
Hari besar Sapta Darma? 1 Suro, tema Idonesia, setiap tahun kan berubah, kan cendrosengkolo, 1 itu tuh artinya 

lain2, 1900 berapa kan berubah, itu kan nanti di kroskan dengan nama-nama it uterus 
disatukan uraianya apa, terus nanti ada petunjuk, Jangka yang Maha kuasa, alam ini 
apa, condrosengkolo itu kan jangka alam 

Ritualnya apa? Ga ada ritual, perayaan aja, ya ada wayangan 
Kalau di Islam ada halal 
bihalal 

Kalau di sini ya hanya disini aja  tapi kalau di daerah ya ada kaya gitu di manawali 
mandar Sulawesi selatan jadi orang Nasrani, orang Islam muter ke tempat warga, 
nanti warga juga muter, paling sungkeman aja antar warga yang datang, (kalau yang 
di Jogja) belum ada yang kaya di Sulawesi.  

Berapa hari di Jogja? Tiap bulan, tergantung, kalau di sini ada penataran rokhani saya dipanggil,  
Penataran rokhaninya 
kapan? 

Biasanya juli tapi kita majukan karena kita juga mikirkan masalah transportasi dan 
masa di sana puasa kita klonteng-klonteng ya menghormati juga  

Dari kecil Sapta Darma? Ya dari kecil, orang tua Sapta Darma. ya semua itu tadi dari dorongan orang tua, 
Bapak ada keturunan 
dengan Sri Gautama? 

Ada.  

Turunan ke berapa? Saya ketujuh.  
Bapak njenengan ketemu 
dengan Sri Gautama? 

ketemu 

Bapak ketmu tidak? Ya ketemu tapi hanya beberapa bulan saay ketemu karena beliau keliling seluruh 
plosok tanah air selama 8 tahun.  

 Penyebaran merata di Indonesia, terkecuali Papua,  
Kepala RT? Dia yang ngatur, penyenggara event-event acara di sini. Dia ngatur Sanggar sini.  
 Lembaga tuntunan, lembaga organisasi PERSADA dan Sradi Darma, sradi darma itu 

yang mencari unsur biaya-biaya kebutuhan, namanya Yasrad.  
Kantornya dimana? Semuanya di sini kantornya ada yang di Bali,  
Respon pak Purboyo 
terkait kasus FPI 

Kan harusnya ga seperti itu, masa ada ajaran seperti itu, kan kita diajarkan yang baik 
sesama umat, saya sendiri kalau melihat yang salah ya kita ajak ngomong,  

 
 

Yang namanya manusia sama kan mba, tapi dia ga anu sama yang lain, kalau tindakan 
bapak-bapak salah ya dia nyeletuk, masih internal dalam Sapta Darma, ga berani ke 
orang lain,  

Bagaimana pandangan 
bapak terhadap agama 
lain? 

Saya kira ajaran itu ga ada yang jelek, yang saya lihat semua ajaran Allah itu baik itu 
menuntun ke kebajikan, ga ada, cuman manusianya karena di doktrin gini-gini, 
namanya pengetahuan seperti saya, saya mengajarkan warga saya salah ya semua 
salah, kalau saya mengajarkan benar cara sujud baik dan bener ya bener, tapi kalau 
saya ngajarkan sujud ke berhala ya salah semuanya nyembah berhala, sama kaya 
Islam radikal dia dididik radikal ya sudah.  
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